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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asurans sebagal salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam
bidang pertanggungan merupakan sebuah institus modern hasil temuan dari
dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan
(renaissance). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi
motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang.
Dasar yang menjadi semangat operasional Asurans modern adalah
berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam
pengumpulan moda untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan
kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran
yang lebih komprehensif.*

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau pertanggungan
adalah perjanjian dengan mana penanggung meningkatkan diri kepada
tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian
kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.?

Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 tahun

1992, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau

Y AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 55.
% Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Referensi, 2014), 94.



lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi Asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu pristiwa yang tidak pasti.>

Fungs Asuransi dewasa ini tidak dibatas sebagai instrumen untuk
melindungi harta (sektor usaha) dan keluarga (jiwa), melainkan juga
mengandung investasi. Selama ini Asuransi konvensional menginvestasikan
dana yang didapatkannya tanpa mempertimbangkan halal/haramnya, sehingga
uang hasil investas yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehaaannya.
Ketidakhalalan tersebut mencakup unsur-unsur matsir (perjudian, untung-
untungan), garar (ketidakpastian, ketidakjelasan), dan riba (bunga) baik pada
akad maupun operasionalisasinya.

Lain halnya dengan Asuransi Syariah, Asuransi dalam dunia Islam
lebih banyak bernuansa sosid daripada bernuansa ekonomi atau profit
oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong
yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek Asuransi dalam Islam.
Maka, tatkala konsep Asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi
perusahaan yang berorientasi pada profit akan berakibat pada penggabungan
dua vis yang berbeda, yaitu visi sosia (social vision) yang menjadi landasan
utama (eminent) dan vis ekonomi (economic vision) yang merupakan

landasan periferal.

* Abdul Wadud Nafis, Manajemen Asuransi Syariah (Lumajang: Cendekia Publishing, 2012), 3



Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan
periode Islam berikutnya, belum dikenal institusi keuangan Asuransi tidak ada
di dalam Al-Qur’an atau Hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang teori
dan praktek operasional Asuransi yang difahami seperti saat ini. Awalnya,
wacana tentang Asuransi Syariah termasuk dalam hukum Islam kontemporer,
sebagal bagaian dari masalah fikih kontemporer. Asuransi Syariah
memungkinkan untuk dikaji secara ijtihad. Para ulama kontemporer bisa
menerima praktek Asurans denga catatan tidak bertentangan dengan nilai-
nilai yang ada dalam gjaran Isslam. Dalam hal ini, Asuransi dapat diterima dan
dijalankan setdlah melalui  penyesuaian-penyesuaian melalui  proses
“islamisasi”. Praktek yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam
operasional kegiatan Asuransi, seperti paktek riba (bunga), maisir, dan
gharar.*

Penerimaan praktek Asurans di kalangan ulama dapat melalui institusi
ijtihad jama’i (kesepakatan bersama), seperti lembaga Fatwa yang ada dalam
Maelis Ulama Indonesia (MUI), MUl melaui Dewan Syaiah Nasional
(DSN), telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum Asuransi Syariah di
Indonesia.®

Lahirnya Asuransi Syariah dilatar belakngi oleh adanya keraguan umat
Islam terhadap produk Asuransi konvensional yang selama ini mengandung
unsur garar, maisir, dan riba yang bertentangan dengan syariat agama Islam.

Mengingat Asuransi Syariah belum memiliki payung hukum yang kuat

* Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Referensi, 2014), 2.
> Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 252.



sebagal dasar pijakan dalam menjalankan operasional kegiatannya, oleh
karena itu selain menggunakan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang
Usaha PerAsuransian®, meskipun Undang-undang tersebut belum bisa meng-
kover seluruh kegiatan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah memiliki beberapa
karakteristik yang membedakannya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi
mengawas prinsip operasional yang digunakan, produk yang ditawarkan dan
kebijakan investasi yang dilakukan oleh mangemen Asuransi Takaful
(Syariah).’

Pada instrumen pengelolaan dananya, Asuransi syariah menjadikan
perusahaan sebagai pemegang amanah sedangkan peserta sebagai pemberi
amanah, perusahaan Asurans syariah diberi amanah untuk mengelola premi,
mengembangkan dengan cara yang halal berdasarkan prinsip mudharabah
(sistem bagi hasil), dan memberikan santunan kepada peserta yang
mengalami musibah sesuai dengan is perjanjian. Asuransi syariah
menghilangkan unsur garar, maisisr, dan riba dengan cara menerapkan
beberapa Akad dan prinsip yang dibenarkan secara syar’i. Akad yang
digunakan dalam Asuransi Syariah terdiri dari akad tijarah dan akad tabarru.
Asuransi Syariah juga menerapkan konsep ta’awun untuk membantu peserta
yang mengalami musibah melalui mekanisme dana tabarru’.®

Disisi lain, seiring berjalannya waktu biaya pendidikan semakin mahal,

itu kenyataan yang harus dihadapi oleh semua orang tua. Tidak ada warisan

® Nafis, Manajemen Asuransi Syariah (Lumajang: Cendekia Publishing 2012), 21.

" Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 52.

® Abdullah Amrin, Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
2011), 36.



terbaik selain ilmu pengetahuan yang akan menjadikan anak sebagai insan
terbaik, permata kehidupan. Yang membanggakan ketika kita hidup dan
mendoakan ketika kita tiada. Untuk itu dibutuhkan Asuransi Pendidikan atau
Tabungan Pendidikan untuk mengkover Dana pendidikan buat putra-putri
tercinta.

Perencanaan dana untuk sekolah idealnya dilakukan hingga anak
masuk perguruan tinggi. Tentunya, dengan mempertimbangkan pula apakah
kelak anak akan kuliah di perguruan tinggi negri, swasta, atau bahkan di luar
negeri. Agar kita tidak salah memutuskan berapa besar dana yang akan
dialokasikan tiap bulannya untuk saving dana pendidikan yang manfaatnya
akan sangat dirasakan anak nantinya, maka kita perlu perhitungan berapa
perkiraan biaya pendidikannya. Untuk itu kita perlu juga buat simulasi
menghitungan dana pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapannya.
Untuk itu AJB Bumiputera memperkenalkan program Fulnadi, program
Asuransi syariah yang manfaatnya dapat dirasakan sampal anak masuk
Perguruan Tinggi. Asurans Dana Pendidikan adalah produk Asuransi
pendidikan tradisional yang menyediakan tahapan dana pendidikan bagi putra-
putri kita dan manfaat beasiswa setiap tahun serta santunan ketika musibah
terjadi kepada peserta sehingga putra-putri kita tetap bisa melanjutkan
pendidikan.

Dilain pihak, tidak semua kalangan masyarakat begitu sgja mau
menerima kehadiran lembaga Asuransi khususnya Asuransi dana pendidikan

tersebut, sebagian dari mereka ada yang beranggapan bahwa berAsurans



menyalahi takdir tuhan dan juga melakukan perkara yang bid’ah, terlebih tidak
ada ayat yang secara khusus membahas tentang Asuransi.

Ditengah-tengah gencarnya perbincangan tentang lembaga Asuransi
yang menuai kontrofersi tersebut, AJB Bumiputera berusaha menjawab
beberapa keraguan yang ada dikalangan masyarakat dengan memperkenal kan
lembaga Asuransi dengan menerapkan prinsip-prinsip syari’ah pada produk
yang ada didalamnya, khususnya produk takaful dana pendidikan atau lebih di
kenal dengan istilah Fulnadi, dimana mekanisme operasionalnya dikemas
berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan beberapa akad yang terdapat
didalam pengelolaan dananya, yakni akad tijarah dan tabarru’. Dimana
mekanisme yang terapkan didalamnya dengan memisahkan rekening pada
premi yang dibayarkan oleh peserta menjadi dua bagian, yang pertama
rekening tabarru’ dan yang kedua adalah rekening tabungan. Sehingga dengan
mekanisme tersebut akan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan diatas.

Asuranss Dana Pendidikan merupakan salah satu produk yang
ditawarkan oleh lembaga AJB Bumiputera untuk putra-putri yang masih
dijenjang pendidikan dimana prinsip pengelolaan dana yang terdapat
didalamnya tidak jauh beda dengan produk-produk Asuransi syariah yang lain,
namun perdebatan dikalangan masyarakat membuat peneliti tergerak untuk
meneliti pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan tersebut, apakah
pengelolaan dana yang terdapat didalamnya sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah atau tidak jauh beda dengan Asuransi pendidikan konvensional



dimana label syariah hanya dijadikan sebagai strategi untuk menarik minat
masyarakat semata.

Ada beberapa penelitian jurna yang jarang ada membahas langsung
tentang akad mudharabah antaranya yang terdapat dalam jurnal Asurans
syariah menurut Untan Azimar Rusydi menganalisis peraturan akad-akad
Asuransi syariah dan kedudukan para pihak dalam Asuransi syariah yang
ditinjau menurut syariat Islam, peraturan perundang-undangan dan menurut
hukum ekonomi syariah serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam
Asurans syariah.’

Menurut Sugeng Soedibjo dan Rachma Fitriati. Pertama, pencapaian
portofolio premi dalam mencapai titik impas sangat tergantung pada jenis
produk yang dipasarkan, biaya operasioal, hasil investas dan tingkat resiko
calon peserta Asuransi. Kedua, berdasarkan profit testing dan sensitivitas,
produk Asuransi jenis Tabarru’menghasilkan titik impas dan indikator
profitabilitas lebih baik dari pada produk yang mempunyai unsur tabungan.
Ketiga, pencapaian target portofolio peserta dari produk tabungan
membutuhkan jumlah populasi yang lebih kecil mengingat premi untuk
produk tabungan ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk Tabaru’.*°

Penelitian ini dilaksanakan di AJB Bumiputera Syariah Jember dengan
Asuranss  yang berlandaskan nilai-nila  syariah lainnya. Dengan

mengimplementasikan akad mudharabah sebagai upaya untuk meniadakan

o http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4207 (08 Maret 2015)
% http://jurnal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/605/590 (09 Maret 2015)



unsur-unsur “maghrib” (maisir, gharar, riba) yang terdapat pada pengelolaan
dananya.

Oleh karena kenyataan di atas inilah yang kemudian membuat penulis
tergerak untuk menganalisis tentang pengelolaan dana Asuransi dana
pendidikan, yang ada dilapangan apakah sama dengan konsep yang ada,
sehingga kajian hukum islam pada pengelolaan dana dalam Asuransi dana
pendidikan inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini,
sedangkan judul yang pantas menurut penulis adalah “Implementasi Akad
Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Asuransi pendidikan dalam Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus AJB Bumiputera Syariah Jember)”.

B. Fokus Pendlitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah
fokus pendlitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang
akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus
disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifikasi, operasional yang dituangkan
dalam bentuk kalimat tanya.'*

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana
produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember?

2. Bagaimana implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana
produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam

prespektif fatwa DSN-MUI?

" Tim Penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya lImiah (Jember: STAIN Jember Press,
2014), 44.



C. Tujuan Pendlitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju
dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada
masal ah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.*? Sehingga berdasarkan
fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan implementass akad mudharabah dalam
pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera
Syariah Jember
2. Untuk mendeskripsikan implementass akad mudharabah dalam
pengelolaan dana produk Asurans pendidikan di AJB Bumiputera
Syariah Jember dalam perspektif fatwa DSN-MUI
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan semoga memberikan
manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi pendliti sendiri
Berdasarkan judul penelitian yang diambil semoga nantinya dapat
menambah pengetahuan lebih mendalam tentang Asurans syariah
khususnya yang membahas tentang pengelolaan dana produk Asuransi
pendidikan. Dimana dalam ha ini penditi studi langsung di AJB

Bumiputera Syariah Jember. Sehingga dengan mengetahui langsung

2 Amrin, Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 45
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penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah dilapangan nantinya
dapat menambah keyakinan dan keimanan bagi peneliti, Aamiin.
. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi perusahaan untuk membantu
mengenalkan kepada masyarakat tentang Asuransi dimana pengelolaan
dana yang terdapat didalamnya berlandaskan prinsip syariah sekaligus
promosi bagi perusahaan yang bersangkutan.
. Bagi LembagalAIN Jember

Hasil pendlitian ini dapat menambah beberapa hasil penelitian yang
telah ada sebagai investaris perpustakaan khususnya bidang syariah
muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
referens dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu
Asurans syariah.
. Bagi Masyarakat

Semoga nantinya dapat merubah sudut pandang masyarakat
khususnya dikalangan muslim yang dulunya enggan dan seakan-akan
alergi ketika mendengar kata Asurans karena dianggap pengelolaan dana
didalamnya mengandung unsur perjudian dan unsur haram lainnya seperti
yang terdapat pada Asurans konvensional. Sehingga dengan adanya
penelitian ini nantinya masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga
Asurans yang didalamnya menerapkan sistem syariah dan bersih dari

unsur-unsur perjudian dan unsur haram lainnya yang selama ini menjadi



ketakutan dikalangan mereka khusunya kaum muslim
memanfaatkan jasa dari lembaga tersebut.
E. Definisi Istilah
Definis istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting
menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian.™®

1. Pengelolaan Dana

11

untuk

yang

Pengelola dana adalah funds management yaitu pengelolaan dana sendiri
dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan
memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan
likuiditas dan keamanan dalam mel akukan investasi.**

Mangjemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang
menyenangkan sekaligus menantang.™

Diartikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh perusahaan
dalam mengatur arus keuangan untuk melakukan serangkaian kerja dalam

mencapai tujuan.

. Asuransi Pendidikan

Asurans adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan,
sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugisecara
finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya
mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga

yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakaan atau sakit,

13 .
Ibid, 45
" http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx (17 maret 2015)
B Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Tiga (Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta, 1999), 1
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dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu
tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.®
Program Asuransi pendidikan adalah suatu bentuk perlindungan untuk
perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan.*’
Asurans pendidikan atau tabungan pendidikan yaitu produk Asuransi
yang kelak dapat digunakan oleh anak-anak mereka hingga bangku
perguruan tinggi, hal ini disebabkan karena biaya pendidikannya yang
mahal dan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib anak-anak bangsa di
Indonesia, dan juga ketidaksadaran orang tua untuk mempersiapkan
jaminan pendidikan untuk anak-anaknya.
3. Hukum Islam

Khitbah (Kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf,
baik berupa igtidla (peritah, larangan, anjuran untuk melakukan atau
anjuran untuk meninggalkan), Takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf
untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau Wadl
(ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani’ /
penghalang).™®
Hukum Islam di sini tidak membahas terlalu luas, hanya berdasarkan
dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001
sgja dan berguna untuk penilaian sgja dalam penelitian ini.

Berdasarkan definisi diatas, maka definisi konsep dari judul ini dapat

diartikan bagaimana lembaga Asuranss AJB Bumiputera syariah dalam

'® https://ayuue.wordpress.com/pengelolaan-Asuransi-dan-dana-pensiun/ (29 Juni 2015)
Y Nafis, Manajemen Asuransi Syariah (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 124
'8 Satria Effendi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2009), 36
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mel aksanakan serangkaian usahanya dalam mengelola dana peserta Asuransi

dana pendidikan bisa didasarkan pada hukum syara’ Islam.

. Sistematika Pembahasan

Sistematik pembahasan untuk memberikan gambaran secara global
tentang isi dari satu Bab ke Bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan
sehingga akan lebih mudah untuk menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya
akan dipaparkan dari Bab satu hingga Bab yang terakhir, yaitu sebagai
berikut:

BAB | : Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis
yang meliputi : latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika
pembahasan.

BAB Il : pada Bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait
kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian
terdahulu yang mencantumkan penelitian sgenis yang telah dilakukan
sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pandangan tentang
Asurans : Fungs dari Bab ini adalah sebagai landasan teori pada Bab
berikutnya untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB I11 : Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan. Fungsi
Bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa
langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam

perumusan masalah.
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BAB 1V : Bab ini memuat penygjian data dan analisis yang meliputi
gambaran objek pendlitian, penygjian data dan analisis, serta pembahasan
temuan.

BAB V : Bab ini merupakan Bab terakhir yang memaparkan tentang
kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis
dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu
gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat
membantu dalam memberikan saran-saran konstruksi yang terkait dengan

penelitian ini.



BAB |1

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pendlitian Terdahulu
Sgauh yang peneliti ketahui, sangat jarang sekali penelitian yang
meneliti tentang Asuransi, khusunya lembaga Asuransi syari’ah. Di 1AIN

Jember pun hampir tidak diketemukan penelitian yang secara khusus

meneliti tentang Asuransi sebagal bahan penelitian terdahulu. Adapun data

yang dapat dihimpun dari peneliti-peneliti terdahulu yang relevan antara
lain yaitu:

a. Luluk Fadliatul Muzayanah. Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah,
IAIN Surabaya. 2004. Judul Penelitian “Studi Komparatif Tentang
Asurans Pendidikan Di PT. Asurans Takaful Keluarga Dan Asuransi
Jiwa Bersama Bumi Putera Di Surabaya”. Jenis penelitian yang
digunakan menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif.

Hasil pendlitian, 1). Prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan
Asurans dan pindidikan oleh pemegang polis harus memenuhi syarat
perjanjian atau akad, kemudian menyerahkan premi untuk diserahkan
pada pihak asurasi. 2). Persamaan baik Asuransi takaful maupun
Bumiputera ialah sama-sama saling mengikatkan diri dengan cara
membayar premi untuk mengganti kerugian atas peristiwa yang tidak
pasti.

b. Muhammad Farhan. Jurusan Syariah, STAIN Jember. 2013. Judul

Penelitian “Implementasi Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana

15
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Asurans Pendidikan Perspektif Hukum Islam”. Jenis penelitian yang
digunakan menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif.
Hasil penelitian, 1). Implementasi akad mudharabah pada
Asurans takaful terjadi dalam dua keadaan, yaitu dalam penyerahan
premi oleh peserta kepada perusahaan Asuransi dan dalam investasi
dari perusahaan Asuransi kepada investor dimana perusahaan
bertindak sebagai mudharib sedangkan peserta sebagai rab al-mal atau
shohib al-mal, keuntungan bagi hasil yang diterima peserta Asurans
itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh peruasahaan Asuransi. 2).
Menurut Hukum Islam pelaksanaan akad mudharabah pada
pengelolaan dana pada PT. Takaful Keluarga Cabang Surabaya tidak
menyalahi ketentuan Hukum Syara’ karena implementasi akadnya
sudah sesuai dengan konsep yang ada yaitu dengan sistem bagi hasil
dimana peserta bertindak sebagai shahibul maal sedangkan perusahaan
bertindak sebagai mudharib yang penerapannya didasarkan hukum
syara’.
Nurul Hilaliyah. Fakultas Ekonomi, Universitas Issam Negeri (UIN)
Surabaya. 2008. Judul Penelitian “Aplikasi Asurans takaful dana
pendidikan dalam perspektif syari’ah”. Dimana jenis penelitian yang
digunakan menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif.
Hasil penelitian, 1). Perhitungan dana peserta (premi) langsung
di bagi 2 (dua), sebagaian dibagi ke dana kemanusiaan (tabarru’) untuk

menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan. Premi yang



17

dimaksud tidak akan hilang. Nasabah justru diuntungkan karena
menikmati bagi hasil investasi yang dikembalikan ketika kepesertaan
berakhir. 2). Dengan adanya pemisahan dana tersebut, maka tidak ada
salah satu pihak yang di untungkan sedangkan pihak lain merasa
dirugikan.
. Untan Azimar Rusydi. Fakultas Hukum, Universitas Pontianak. 2013.
Judul Penelitian “Asuransi Syariah ditinjau dari Prinsip Hukum
Ekonomi Syariah Di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak™.
Metode pendlitian yang digunakan menggunakan Metode Normatif.
Hasil pendlitian, 1). Pelaksanaan akad pada PT. Asurans
Takaful Umum Cabang Pontianak, bahwa akad yang digunakan telah
sesuai dengan Syariah Islam. 2). Peraturan perundang-udangan dan
hukum ekonomi Syariah, terhadap penyelesaian sengketa, yang
dilakukan melalui musyawarah dan arbitrase telah sesuai dengan

fatwa-fatwa DSN-MUI.

. Sugeng Soedibjo dan Rachma Fitriati. Fakultas Ilmu Sosial dan 1Imu

Politek, Universitas Indonesia. 2009. Judul penelitian “Penetapan
Target Premi Asurans Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas
dengan Pendekatan Model Profit Testing”. Jenis peneitian yang
digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif model profit Testing.
Hasil penelitian, 1). Pencapaian portofolio premi dalam
mencapal titik impas sangat tergantung pada jenis produk yang

dipasarkan, biaya operasional, hasil investasi dan tingkat resiko calon
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peserta Asuransi. 2). Berdasarkan profit testing dan sensitivitas,
produk Asuransi jenis Tabarru’ menghasilkan titik impas dan indikator
profitabilitas lebih baik dari pada produk yang mempunya unsur
tabungan. Namun demikian jumlah portofolio peserta produk Tabarru’
harus besar agar dapat menutup segala biaya. 3). Pencapaian target
portofolio peserta dari produk tabungan membutuhkan jumlah popul asi
yang lebih kecil mengingat premi untuk produk tabungan ini jauh lebih
mahal dibandingkan dengan produk Tabarru’.

Melihat kessmpulan dari penelitian sebelumnya dengan pendliti
yang akan di teliti yaitu penelitian di atas pembahasannya tentang akad
mudharabah Asuransi pendidikan dalam hukum Islam, pelaksanaan
akad dan hukum perundang-undangan Asuransi Syariah, dan
penetapan target premi Asuransi, persamaannya ialah sama-sama
meneliti tentang Asuransi dimana jenis penelitiannya ada beberapa
yang sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Namun letak
perbedaannya ialah peneliti mengkaji tentang akad mudharabah dalam
pengelolaan dana Asuransi pendidikan dalam perspektif hukum Islam,
konteks yang selama ini menjadi kontroversi dikalangan kaum muslim
karena di anggap mengandung unsur perjudian atau unsur haram
lainnya, disinilah letak pembahasan yang menjadi perbedaan dengan

penelitian sebelumnya
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B. Kajian Teori
1. Pengertian Asuransi Syari’ah

Istilah Asuransi adalah serapan dari istilah bahasa Belanda
assutantie, dalam bahasa Inggris assurance. Istilah lain berasal dari
bahasa Belanda yang artinya sama dengan assurantie adalah
verzekering, dalam bahasa Inggrisnya insurance. Dikalangan
perguruan tinggi hukum, istilah-istilah tersebut diterjemahkan dengan
“pertanggungan”.*

Dalam bahas arab, Asuransi disebut At-ta’min yang berasal
dari kata amana yang memiliki arti memberi perlindungan,
ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.? Sebagimana firman
Allah SWT, dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwal ah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”

Sedangkan pengertian menurut istilah adalah, suatu bentuk
kegiatan saling memikul risko diantara sesama manusia sehingga
antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya.

Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong.®

! Nafis, Manajemen Asuransi Syariah (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 2.

? Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), 51.

* Abdullah Amrin, Asuransi Syari’ah (Jakarta: PT. Elex Media Komputinda, 2011), 35
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Menurut fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Asurans Syari’ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong di antara sgjumlah orang/pihak melaui investasi dalam
bentuk aset dan/atau Tabarru’ yang memberikan pola pengambilan
untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai
dengan Syariah.*

Jadi dasar dari didirikannya Asuransi Syariah adalah
penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama
dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi
terciptanya kesejahteraan ummat dan masyarakat pada umumnya.®

2. Sgjarah Asuransi

Riwayat asal usul Asurans ditemukan melalui penggalian
sgjarah perekonomian dan kebudayaan manusia sgjak zaman sebelum
masehi dalam bentuk yang masih samar belum seperti Asuransi seperti
saat ini. Manusia pada umumnya mempunyai naluri selalu berusaha
menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, termasuk kekurangan
sandang dan pangan.

Salah satu riwayat® tersebut tercantum dalam ayat Al-Qur’an
surat Yusuf ayat 43-49. Diriwayatkan tetang seorang raja di Negeri

Mesir yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang kurus-kurus,

* Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 255

> Edukasi Profesional Syari’ah, sistem Operasional Asuransi Syari’ah (Jakarta: RENAISAN Anggota
IKAPI, 2005), 18.

® Am rin, Asuransi Syariah, 8.
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masing-masing menelan seekor sapi yang gemuk. Dalam mimpinya
yang kedua Raja melihat tujuh butir gandum yang kosong.

Nabi Yusuf as, atas permintaan rga menafsirkan mimpi
tersebut dalam menerangkan bahwa negara Mesir akan mengalami
tujuh tahun berikutnya berturut-turut akan mengaami masa paceklik.
Selanjutnya Nabi Y usuf as memberi salam agar pada saat panen yang
melimpah itu sebagian panen dicadangan untuk masa paceklik yang
akan datang.’

Riwayat lain, yang berpendapat bahwa benih Asuransi sudah
ada di lembah Euphart, Babylonia, (yang sekarang menjadi kota Irak)
yaitu sekitar tahun 2250 SM. Pada waktu itu perdagangan Babylonia
berkembang pesat dan bahkan para saudagar/majikan akhirnya
mengirimkan para penjua ini sampai keluar negeri sehingga banyak
memakan waktu. Para majikan ini tentu saja memita suatu jaminan
untuk menyakinkannya bahwa para penjua ini akan kembali
membawa laba dan tidak akan melarikan diri, maka para penjual itu
menjadikan harta mereka sebagal jaminan bahwa mereka tidak akan
menipu para majikan mereka.

Sayangnya sebagaian daerah yang dikunjungi para penjua ini
tidak aman. Adakalanya barang-barang dan uang mereka kena rampas
ditengah jalan dan kembali dengan tangan hampa ke negeri mereka.

Akhirnya harta yang mereka jadikan sebagai jaminan disita oleh

7 Nafis, Manajemen Asuransi Syari’ah (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 7-9.
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majikan mereka. Hal ini menimbulkan protes dari para penjual,
sehingga terjadilah perubahan pengaturan perjanjian.

Dengan sistem baru ini, majikan dan penjual membagi rata
keuntungan yang diperoleh dari penjualan dagang tersebut. Akan tetapi
jikaterjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian dana perampokan
di negeri asing dan bukan karena kesalahan penjual, maka harta
jaminan itu tidak akan disita, jadi sebagian risko usaha itu
dipindahkan dari para penjual kepada majikannya. Pemindahan atau
pergeseran risiko yang merupakan salah satu ciri-ciri Asuransi inilah
yang merupakan benih Asuransi.

Tahun 215 SM

Pada tahun 215 SM pemerintah kergjaan Romawi didesak oleh
para supplier pelengkapan dan perbekalan tentara kergjaan untuk
menerima konsep yang melindungi mereka terhadap segala risiko
kerugian yang mereka derita atas barang-barang mereka yang berada di
kapal sebagai akibat dari bahaya maritim seperti halnya serangan
musuh dan juga badai.®
Tahun 50 SM

Cicero padakira-kira tahun 50 SM memberi penjelasan tentang
praktik pemberian proteks atau jaminan terhadap keselamatan

pengiriman uang dan surat-surat berharga selama dalam perjalanan.

® Amrin, Asuransi Syariah, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 12
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Sebagai imbalan maka pihak yang diberi proteks memberikan
semacam balas jasa berupa uang premi kepada pihak pemberi proteksi.
Tahun 50-200 SM

Kaisar Cladius mengeluarkan suatu jaminan keadaan importir
terhadap semua kerugian yang mereka derita akibat angin badai.
Tentunya dalam hal ini dikenakan pula premi. Dan sekitar tahun 200
di Romawi tumbuh berbagai perkumpulan yang disebut “Collegia”.
Para serdadu Romawi “Collegia” kegiatan sosial yang diadakan antara
lain, mengumpulkan dana untuk biaya pemakaman anggota yang
meninggal atau gugur di medan perang.

Para budak belian pun membentuk collegia dengan maksud
apabila meninggal dapat dikubur dengan layak (Collegia Nititum).
Demikian pula para saudara dan para aktor di Italia membentuk
collegia yang disebut “Collegia Tennorioum” dengan maksud untuk
membantu para janda dan anak-anak yatim para anggotanya.

Tahun 1194-1266

Perkembangan perekonomian manusia dari tahun ke tahun
berjalan terus dan periode ini dikenal suatu sistem gilda “Guild
System”, yaitu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai profesi
sama, maka pada waktu itu terbentuklah gilda tukang kayu, gilda
tukang roti dan sebagainya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

para anggotanya.
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Dari data di atas dapat dikatakan bahwa “Collegia” dan “Sstem
Gilda” merupakan penemuan-penemuan sosial yang memperoleh
popularitas dan pengakuan masyarakat terhadap adanya berbagai risiko
yang harus ditanggulangi. Perkembangan lembaga yang mirip dengan
Asurans tumbuh terus dan akhirnya pada masa pemerintahan Ratu
Eleanor dari Belgia (1194-1266) dibentuk Undang-Undang Asuransi
yang tercantum dalam “Role’sde Oleron”.
Tahun 1668 M

Kemudian pada tahun 1668 M di Coffe House London
berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal Asuransi konvensional.
Sumber hukum Asuransi adalah hukum positif, hukum aami dan
contoh yang ada sebelumnya sebagaimana kebudayaan.’

3. Prinsip-prinsip Operasional Asuransi Syariah

Sistem operasional Asuransi Syariah (takaful)'® adalah saling
bertanggung jawab dan melindungi para peserta. Perusahaan Asuransi
diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi,
mengembangkan dengan jalan yang sah secara syara’ memeberikan
santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akte perjanjian.

Keuntungan perusahaan Asuransi takaful diperoleh dari bagian
keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip
mudharabah (bagi hasil). Para peserta Asuransi takaful berkedudukan

sebagal pemilik modal dan perusahaan Asuransi takaful berfungs

? Ibid., 12-14
' Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 176.
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sebagai yang menjalankan modal dan perusahaan Asurans syariah
berfungs sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang
diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan
perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.**
a. Premi dalam Asuransi Syari’ah
Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi

menjadi dua sistem, yaitu:

1) Sistem yang mengandung unsur saving (tabungan)

Setiap peserta wajib membayar uang (premi) secara
teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan
tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan
menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan.
Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam
dua rekening yang berbeda, yaitu Rekening Tabungan dan
Rekening Tabarru’. Setiap peserta dapat membayar premi
tersebut melalui rekening koran, giro atau secara langsung.
Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan,
kuartal, semesteran maupun tahunan. Setiap premi yang
dibayarkan peserta, akan dipisah oleh perusahaan dalam dua
rekening berbeda,*? yaitu rekening tabungan, yaitu kumpulan
dana yang merupakan milik peserta, dan rekening tabarru’

yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran

" Nafis, Manajemen Asuransi Syar’ah (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 92.
2 Amrin, Asuransi Syari’ah, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 35.
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kebgjikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling
membantu.
2) Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan
dimasukkan dalam rekening tabarru’ perusahaan. Yaitu,
kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran
dan kebijakan untuk tujuan saling menolong dan saling
membantu.

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai
dengan Syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investas
setelah dikurangi dari beban Asuransi (klam dan premi re-
Asuransi), akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah,
persentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam
suatu perbandingan tetap berdasarkan kerja sama antara
perusahaan dengan peserta.’®

b. Pemberdayaan dana Klaim untuk pesrta
1) Pengertian Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh
pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan
perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta

dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.*

B Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 178.
1 Nafis, Manajemen Asuransi Syariah (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 107.
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Pembayaran klam dalam Asuransi Syariah di ambil
dari dana tabarru’ semua peserta dan hasil investasi.
Perusahaan sebagai mudharib berkewajiban menyelesaikan
proses klaim secara cepat, tepat, dan efisen sesua dengan
amanah yang diterimanya. ™

2) Sumber Pemberdayaan Klaim

Pada Asuransi Syariah sumber pembayaran klaim
diperoleh dari rekening tabarru’ yaitu rekening dana tolong
menolong dari seluruh peserta, yang dari awa sudah
diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-
saudaranya apabia ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal
dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelaaan dan
sebagainya.

Dalan paradigma masyarakat yang Islami dan
memahami makna bertakaful atau saling tolong menolong
dengan landasan dan sistem Asuransi yang berlandaskan
syariat 1slam, maka pengeluaran dana tabarru’ benar-benar
dihayati dalam kontek ibadah semata-mata karena mengharap
pahala dan ridho Allah SWT*®, Allah berfirman dalam QS. Al-
Bagarah ayat 261

XN LAA Lo I K= e 9O
¢)A->00.ACGRO

> Amrin, Asuransi Syari’ah (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 198.
te Wirdiyaningsih, Asuransi Syariah dan Asuransi Islam Diindonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 217.



28

ORx SHEL O eQNE M
* oS T ONEAIR
HO%* 2RO P e+ PRIOX @D
RAJE=RAR L& ¢ @== 0]

MA@ ONVx N OCAR
DO B YOHE Eir S CEBmDATER

+ForSc o0 &O%x2E0
THROY W E3cQDDeYRO

+ o900 \ 2L gu(O)
EXRO VS EHORNEHEN AAGRO O

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166]
adalah serupa dengan sebutir  benih  yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa
yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-
Nya) lagi Maha mengetahui.*’

4. Produk-Produk Asuransi
Takaful sebagai Asuransi yang bertumpu pada konsep tolong
menolong dalam kebaikan serta menjadikan semua peserta keluarga
besar yang saling menanggung satu sama lain.*® Sistem ini diatur
dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu,
gharar, maisir, dan riba. Adapun produk yang terdapat didalamnya
iaah:
a. Produk-produk individu yang ada unsur tabungan
lalah suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan

yang dibuat secara khusus, dimana didalamnya selain mengandung

' Ai-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Depatemen Agama RI, 1993), 2:261; 65.
18 Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 636.
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unsur tabrru’ juga mengandung unsur tabungan yang kapan sgja
dapat diambil oleh pemiliknya, diantaranya:

1) Takaful danainvenstasi

2) Takaful danasiswa

3) Takaful danahaji

4) Program takaful jabatan

. Produk-produk individu (Non Saving)

Adalah produk-produk Asuransi Syariah yang sifatnya
individu dan didalamnya struktur produknya tidak terdapat unsur
tabungan atau semuanya bersifat tabarru’ dana tolong menolong
diantaranya:

a) Takaful kesehatan individu

b) Takaful kecelakaan diri individu
c) Takaful Al-khoirot individu
Produk-produk kumpulan

Adalah produk yang didesain untuk jumlah peserta relatif
banyak dan dalam struktur tabungannya ada yang mengandung
tabungan (saving) dan ada yang tidak mengandung unsur
tabungan. Diantaranya:

a) Takaful kecelakaan diri kumpulan
b) Takaful kecelakaan siswa
c) Takaful wisata dan perjalanan

d) Takaful pembiayaan



31

e) Takaful majlis ta’lim
f) Takaful Al-khoirot
g) Takaful medicare
h) Takaful Al-khairot + tabungan hgji
i) Takaful perjalanan haji dan umroh®
5. Akad-akad Asuransi Syariah
Asurans sebagal satu bentuk kontrak modern tidak dapat
terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena
dalam praktiknya, Asurans melibatkan dua orang yang terkait oleh
perjanjian untuk saling melaksanakan kewagjiban, yaitu anatara peserta
Asurans dan perusahaan Asuransi, berkenaan dengan ini Allah SWT

berfirman dalam QS. Al-maidah : 1.
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Artinya : Ha orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya.?°

¥ AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 124.
20 ’
Al-Qur’an, 5:1; 156.
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Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah adalah tijarah
(bisnis) dan akad tabarru’ (menolong orang lain). Akad tijarah yang
dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan
komersial misalnya mudharabah, wasi’ah, wakalah dan sebagainya.?*

Menurut Doktor Jafril Khalil dalam kaitan Fatwa DSN-MUI
beberapa akad yang terdapat dalam Asurans Syariah tidak hanya
sebatas pada akad Tabrru’ dan Mudharabah, tetapi ada jenis akad
tijarah lainnya seperti Al-Musyarakah (pathership), Al-Wakalah
(pengangkatan wakil/agen), Al-Wadiah (akad titipan), dan yang
lainnya yang diakui dan dibenarkan secara syar’i untuk digunakan
dalam Asuransi Syariah.?

6. Mudharabah
a. Pengertian Mudharabah
Mengenai pengertian mudharabah menurut istilah, diantara
ulama’ figh terjadi perbedaan pendapat, salah satu pengertiannya
adalah:*®
Menurut pendapat lain, mudharabah adalah akad antara dua
belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang
untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai

dengan perjanjian.*

*! Nafis, Manajemen Asuransi Syariah (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 48.

%2 Amrin, Asuransi Syari’ah (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 105.

> Rachmat Syafei, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 224.

** Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.
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Ada pula yang berpendapat mudharabah adalah transaksi
dimana seseorang membayar kepada orang lain  untuk
dipergunakan dalam perdagangan dan keuntungan yang diperoleh
dibagi. Para ulama sepakat tentang legalitas mudharabah. Masing-
masing phak dapat membatalkan transaks ini. Mudharabah dapat
dilakukan dengan mediasi uang atau barang yang dinilai sebagai

uang, asal memenuhi syarat sebagai alat pembayaran.?

b. Landasan Syar’i Mudharabah

Berikut dalil-dalil dari Al-Qur’an yang berkenan dengan

mudharabah.

OR* ¢)0€EERNOE>40 ¢)OIRORKES- ¢ 7167

JIRRS

L AN pied TR2E 1O KV AQFT Do I
c Kk Forde Puf Yoo

Artinya: Sebagaian dari mereka orang-orang yang berjalan di
muka bumi mencari sebagian karunia Allah.?®

OR JOEN L gt Gt QO QD eo
2090REHO O wae I

(7 NS B OROYN, ¢ @7 ko g ¢0
KV AT B S

JIRSRY BXAACEIAH 00
* oS = oo
AP orde BXOROAG VO €0
ALHAE R HAD A w GO ¢XI@D

D ES )0 RACED

%> Abdullah Abdul Husain, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insani

Press), 252.

%% Al-Quran, 73:20, 990.
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Artinya :apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

banyak-banyak supaya kamu beruntung.?’

O WH ORY FLSTOMHIR “=y@ee
LA HE $[XI{ hoo BN I Ams 0
ALS>ITRW<==0

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil

perniagaan) dari Tuhanmu.®

Semua ayat-ayat ini, kata az-Zuhaili, dengan sifatnya yang
menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak mudharabah.
Dari as-Sunnah pula terdapat hadist yang diriwayatkan oleh lbnu
Abbas r.a bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila
menyerahkan harta sebagai mudharabah mensyaratkan kepada
mitra usahanya supaya jangan membawa hartanya menyeberang
laut, menuruni lembah, dan membeli binatang yang hidup. Jika dia
menyalahi  peraturan tersebut, maka yang bersangkutan
bertanggung jawab atas dana tersebut. Syarat yang diletakkan oleh
al-Abbas ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau
membolehkan.?

Berikut ini beberapa hadits dan keterangan lain berkenaan

dengan al-mudharabah.

* Ibid., 62:10, 933.
% Ibid., 2:198, 48.
» Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 332.
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1) Hadist di mana Ibnu Maah meriwayatkan dari Suhaib r.a
bahwa Nabi Muhammad saw bersabda,

“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu
menjual dengan harga yang tangguh, mugaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk
keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.”*

2) Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, yaitu tatkala seorang
laki-laki membawa tiga anak wanita seperti seorang tahanan,

“wahai hamba-hamba Allah, lakukanlah ~mudharabah
dengan laki-laki tersebut, pinjami dia.””**

3) Abu Nu’aim meriwayatkan bahwa sebelum pengangkatan
Muhammad saw.sebagai Rasul, beliau pergi ke Syiria untuk
berdagang membawa barang dagangan milik Khadijah dengan
berdasar pada sistem mudharabah (bagi hasil).

c. Rukun dan Persayaratan Mudharabah
Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila: (1)
ada mudharib, (2) ada pemilik dana, (3) ada usaha yang akan
dibagihasilkan, (4) ada nisbah, dan (5) ada ijab gabul. Sementara
itu Syafi’i Antonio mengatakan bahwa rukun mudharabah adalah

(1) permodal (shohibul maal), (2) pengelola (mudharib), (3) modal

(maal), (4) nisbah keuntungan, (5) sighat (aqd).

%0 As-Sarakhsi, al-Mabsut, vol.11, 151. Saya mengutip dari Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and

General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 333.

31 . . . . , ., .
As-Sarakhsi, al-Mabsut, vol.22, 99. Saya mengutip dari Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and

General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 333.
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Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-
syarat yang harus dipenuhi.

1) Agidain adalah dua orang yang berakad yaitu pemilik
harta/penyedia dana (rab / shohibul) dan pekerja/pengelola
(mudharib).3 Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

a) Permoda dan mengelola harus mampu melakukan
transaks dan sah secara hukum.

b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil
dari masing-masing pihak.*

2) Ma’qud ‘alaih adalah sesuatu yang menjadi objek akad yaitu
usaha (amal) dan modal (ra’us Mal).>* Modal adalah sejumlah
uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola
untuk  tujuan  menginvestaskannya dalam  aktivitas
mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat
berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata
uang).

b) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membol ehkan
modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya

inventory. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya

%2 Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Referensi, 2014), 57.
3 Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.
*Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Referensi, 2014), 57.
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yang telah terkandung di dalamnya (historical cost) harus
dianggap sebagai modal mudharabah.®

3) Shighat yaitu ucapan ijab dan gabul,*®

yaitu penawaran dan
penerima (ijab dan gabul) harus diucapkan oleh kedua pihak
guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan
kontrak. Shighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:
a) Secaraeksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
b) Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak
syarat-syarat yang digjukan dalam penawaran. Atau, salah
satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi
kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
¢) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal bisajuga
secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Figih Islam
dari Organisasi Konfrensi 1slam (OKI) membolehkan pula
pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti
faksimili atau komputer.>’
4) Ribh adalah keuntungan,® adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir

mudharabah. Namun, keuntunga itu terikat oleh syarat berikut.

» Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.
*® |chsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Referensi, 2014), 58.
¥ Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.
** Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Referensi, 2014), 58.
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a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu
pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan
tanpa membagi pada pihak yang lain.

b) Propos keuntungan masing-masing pihak harus diketahui
pada waktu berkontrak, dan propors tersebut harus dari
keuntungan.

c¢) Kaau jangka waktu akad mudhrabah relatif lama, tiga
tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati
untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya
apa sgja yang ditanggung pemoda dan biaya-biaya apa
sgja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting
karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.*

Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas
(amin) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib
harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan
kemudian mengembalikan kepada rabb al-mal modal dan bagian
keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib
menerima untuk dirinya sendiri sisadari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara mudharib dan
rabb al-mal yang juga menjadi syarat dalam transaksi al-

mudhar abah.

9 Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 335.
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a) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu sgja
harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan
keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal
pemilik modal.

b) Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-
kerugian di luar modal yang telah diberikan.

¢) Mudharib ‘mitra kerja/pengelola’ tidak turut menanggung
kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak.
Apabila shohibul mal memberikan dananya, maka mudharib
mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi mudharib
dapat  berbentuk  tugas mangerial, marketing, atau

enter preneurship secara umum.

. Keunggulan sistem mudharabah

Salah satu keistimewaan dari sistem mudharabah adalah pada
peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus
mitra. Mudharib adalah wakil dari rabb al-mal dalam setiap
transaks yang ia lakukan pada harta mudharabah. Mudharib
kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal ketika ada keuntungan,
karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan,
dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas

dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan. Tetapi, ia menjadi

9 Ibid., 335.
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seorang mitra dalam sSituasi ini disebabkan oleh perjanjian

kemitraan. Harta mudharabah menjadi milik bersama antara

mudharib dan rabb al-mal. Dan saham s mudharib sekarang
berdasarkan sahamnyatidak dibagi dalam kepemilikan bersama.

Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari
konsep al-mudharabah yang diterapkan dalam bank dan Asurans
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

1) Bank atau Asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil
pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap. Tetapi, disesuaikan dengan
pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah
mengalami negative spreaud.

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan
nasabah.

4) Bank maupun Asuransi akan lebih selektif dan prudent *hati-
hati’ mencari usaha yang benar-benar haa, aman, dan
menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-
benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda
dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih

penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap
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berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun

merugi dan terjadi krisis ekonomi.*

e. Perbedaan Sistem Mudharabah dengan Riba

Dalam mudharabah, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung
oleh pemberi pinjaman. Sementara itu, pengusaha hanya rugi
waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan, dan tidak
mendapatkan imbalan apa pun dari pekerjaannya. Distribusi ini
secara efektif memperlakukan modal manusia (tenaga) sama
dengan modal finansial.

1) Investas adalah kerugian usaha yang mengandung risiko
karena berhadapan dengan unsur Kketidakpastian. Dengan
demikian, erolehan kembalinya (retrun) tidak pasti dan tidak
tetap.

2) Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang
mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga
yang relatif pasti dan tetap.

Isam mendorong praktek mudharabah (bagi hasil) serta
mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan
keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai
perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam

tabel berikut ini.

“Ibid., 337
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Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasl|

Bunga

Bagi Hasl

A. Penentuan bunga dibuat
pada waktu akad dengan
asumsi harus selalu untung.

B. Besarnya persentasi
berdasarkan pada jumlah
uang (modal) yang
dipinjamkan.

C. Pembayaran bunga tetap
seperti yang  dijanjikan
tanoa pertimbangan apakah
proyek yang dijalankan oleh
pihak nasabah untung atau
rugi.

D. Jumlah pembayaran bunga
tidak meningkat sekalipun
jumlah keuntungan berlipat
atau  keadaan  ekonomi
sedang booming.

E. Eksistensi bunga diragukan
(kalau tidak dikecam) oleh
semua agama termasuk

|slam.

A. Penentuan besarnya
rasio/nisbah bagi  hasil
dibuat pada waktu akad
dengan berpedoman pada
kemungkinan untung rugi.

B. Besarnya rasio bagi hasil
berdasarkan pada jumlah
keuntungan yang
diperoleh.

C. Bagi hasil tergantung pada
keuntungan proyek yang
dijalankan. Bila usaha
merugi, kerugian akan
ditanggung bersama oleh
kedua pihak.

D. Jumlah pembagian laba
meningkat sesuai dengan
peningkatan jumlah
penetapan.

E. Tidak ada yang meragukan
keabsahan hasil.

f. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah ada dua macam, yaitu mutlak (al-mutlagab) dan

mudharabah terikat (al-mugayyad)
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Mudharabah Mutlagab

Merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha,
waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelolaan bebas untuk
menentukan caraiamengelola modal tersebut.

Seperti berkata, ““ Saya serahkan uang ini kepadamu untuk
diuasahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita,
masing-masing setengah, atau sepertiga,dan lain-lain.”
Mudharabah Mugayyadah (Terikat)

Adaah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan
persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh
digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam
waktu tertentu. Seperti persyaratan bahwa pengusaha harus
berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, dan

lain-lain.*?

Implementasi Mudharabah pada Asuransi Syariah

Dalan rangka untuk menghindari praktek riba, maka

implementasi mudharabah pada Takaful Keluarga (Asurans jiwa)

dapat dilihat misalnya pada perhitungan rate premi. Cara

perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunga teknik) diganti

dengan skim mudharabah (bagi hasil), demikian juga dalam skim-

skim investasi dan perhitungan surplus underwriting. Penentuan

hak atas dana hasil investas (produk saving) dan hak atas dana dari

* Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2009), 59.
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surplus underwriting (produk nonsaving) semuanya bebas dari
bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen mudharabah.
Dengan demikian, Asuransi Bumiputera Syariah dalam sistem dan
operasional nya benar-benar bersih dari praktik riba.
1) Implementasi a-Mudharabah pada Asuransi Jiwa (Life
Insurance)
Berikut beberapa bagian dalam operasional di mana Takaful
Keluarga (Asurans jiwa) menggunakan sistem mudharabah
sebagal berikut.
a) Bagi hasil dalam Deposito dan Sertifikat Deposito
Bank-Bank Syariah.
b) Bagi hasil dalam Direct Invesment.
c) Bagi hasil dalam penyertaan saham, obligas,
reksadana, leasing dan invesment Syariah lainnya.
2) Implementasi al-Mudharabah pada Asuransi Umum (General
Insurance)
Pada Asuranss umum (kerugian) dengan prinsip-prinsip
Syariah, implementasi sistem mudharabah dapat kita lihat
misalnya pada operasional PT. Asuransi Takaful Umum
sebagal berikut.

a) Akad Mudharabah
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Dengan akad mudharabah berarti surplus
underwriting dari hasil operasi perusahaan dibagi
di antara operator dengan peserta atau partisipasi.
Dasar perhitungan mudharabah dihitung dengan
menggunakan rata-rata tertimbang surplus

underwriting yang diperol eh.

b) Ketentuan Mudharabah

d)

Perhitungan mudharabah harus didasarkan
kepada kinerja yang sebenarnya dari Takaful fund
(perusahaan Asuransi tersebut).

Pembayaran mudharabah tidak di-offset langsung
dengan premi renewel kecuali atas permintaan
peserta.

Mudharabah tidak dapat dibayar dimuka.

Persyaratan Pembayaran Mudharabah

Polis telah jatuh tempo.
Premi (takaful kontribusi) telah dibayar penuh.
Tidak ada pembayaran klaim selama periode

covered.

Formula Perhitungan Mudharabahn

Periode takaful.
Takaful kontribusi.

Tanggal pembayaran.
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iv. Rate mudharabah.
€) Tata Cara Perhitungan Mudharabah

i. Besarnya mudharabah yang dihitung diperoleh
dengan cara ratarata tertimbang dari surplus
underwriting.

ii. Rasio mudharabah diperoleh dengan membagi
ratarrata tertimbang mudharabah yang akan
dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan
dibulatkan ke atas.

f) Tata Cara Pembayaran Mudharabah

i. Cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta
yang selesai pertanggungnya dengan
menggunakan rate atas premi yang disetor
peserta.

ii. Peserta yang menerima mudharabah adalah
peserta yang tidak mendapatkan manfaat klaim.

iii.  Peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan
diberikan mudharabah.

iv. Peserta yang telah jatuh tempo polisnya dikirimi
surat konfirmasi untuk menentukan pembayaran

mudharabahnya.
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v. Pengiriman surat konfirmasi  mudharabah
bersama dengan pengiriman surat konfirmasi
perpanjangan yang dilakukan customer care.

vi. Konfirmas mudharabah dari nasabah segera
diserahkan ke divis keuangan untuk segera
dibayarkan.

g) Sistem Pembayaran Mudharabah
I.  Transfer melalui bank
ii. Cek atas namatertanggung
iii.  Cash (tunai)
iv. Transfer ke rekening koperasi peserta
v. Disumbangkan ke lembaga zakat.
h. Akad-akad Tijarah Dalam Praktik Asuransi Syariah
Ada beberapa akad-akad tijarah lainnya selain a-mudharabah
yang menurut hemat kami dapat digunakan juga dalam praktek
Asuransi Syariah misalnya;*
1) Akad Wakaah
a) Pengertian a-Wakaah
Wakalah atau wikalah berarti  penyerahan,
pendekatan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam

bahasa arab, ha ini dapat dipahami sebaga at-tafwidh.

3 Walaupun dalam Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah, yang dimaksud akad tijarah adalah akad al-mudharabah saja. Menurut pendapat Syakir
Sula, fatwa ini perlu dikaji ulang (revisi) dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi
Syariah (dan Asuransi Syariah) akhir-akhir ini.
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Pengertian yang sama dengan menggunakan kata al-hifzhu,
disebut dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat
173, “Hasbunallah wani’mal wakil (cukuplah Allah
sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara).”
Jadi, wakalah merupakan pelimpahan,
pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama
kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama
pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab
sepenuhnya oleh pihak pertama.
b) Landasan Syariah
a.  Al-Qur’an
Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah
adalah firman Allah berkenaan tentang ucapan Y usuf

kepadargayaitu daam QS. Yusuf : 55 yaitu:

HOM=OK FTEEHADGE = ol
7y RV IAOFT oS HxENS S $ORE
LRNNS YHORNESN NP0 AR @ROERD

Artinya: berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan
negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang
yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*

Adapun juga dalam surah Al-Bagarah : 283 yaitu:

2E> Y= ¢ BTN AO v §) R e

X, er®X+K Qoo R D6
BIQ.OD 1 ¥sF BN AA Lo
O€Q¢=@COOLOL

* Al-Qur’an, 12:55, 357.
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A P oS ez Tk J0RNRIcY dm
O JOL TR 16
Artinya........ akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; *°

OE-¢R B UEXOO00 RN+
RO F M wWa S

e 0 B [EOOUNORI a0
(7] JEL AN BXUETO00 ADrx
SN €& a3

Sl FHOCOOLORD M Wwa €0
B ASa Sk BHXFA2>00xaFK €0
OB OKXIA A P oS O RO
&P FEO QN =D M@e S

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat
siksa-Nya.*

b. Al Hadits
Hadist berikut yang dapat dijadikan landasan
tentang keabsahan dari wakalah, yaitu:
“Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. untuk
menagih utang kepada beliau dengancara kasar,
sehingga para sahabat berniat untuk ‘menanganinya.’

Beliau bersabda, ‘ Biarkan ia, sebab pemilik hak

** |bid., 2:283, 71.
* Ibid., 5:2, 157.
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berhak untuk berbicara. Berikanlah (bayarkanlah)
kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya
(yang diutang itu).” Mereka menjawab, ‘Kami tidak
mendapatkannya kecuali yang lebih tua.” Rasulullah
kemudian  bersabda, ‘Berikanlah  kepadanya.
Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian
adalah orang yang paling baik dalam membayar.(HR
Bukhari dari Abu Hurairah)*’
c. Iljma
Para ulama bersepakat dengan ijma atas

dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang
cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal
tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong
atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong
diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh
Rasulullah.

Daam hal ini Allah berfirman, daam QS. Al-

Maidah : 2
BXUeEO0 N> <0
NNO F @M @a 7] JEg AN
= (X JESTOR FRICZRENR dm
BXUEXO00 RNDeez e @0
SRS é e S OE=¢K

P OCOOLORD M e €0

v Syafi’i Antonio, 239- Saya mengutip dari Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General
(Jakarta: Gema Insani, 2004), 352.
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Artinya:  dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat
berat siksa-Nya.*®

c) Al-Wakalah dalam Praktik Asuransi Syariah

Pada prakteknya akad al-wakalah banyak dipakai
dalam Asurans Syariah. Pemasaran (marketing) adalah
manifestasi bentuk akad wakalah dalam Asuransi Syariah.
Karena itu, kurang tepat jika ada sementara perusahaan
Asurans Syariah menghindari menggunakan pemasaran
(agen) dengan alasan tidak Syariah.

Akad wakaah dapat kita lihat juga pada Asuransi
umum (kerugian), misalnya pada MAA Syariah (general
insurance), daam mekanisme pengelolaan dananya
menggunakan akad wakalah, dan selanjutnya perusahaan
Asurans terhadap perusahaan reasuransi menggunakan

akad tabaduli. Antara peserta dan perusahaan Asuransi

*® Al-qur’an, 5:2, 157.
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akan terjadi bagi hasil manakala dalam operasional terdapat
keuntungan atau surplus usaha. Di sini Dewan Pengawas
Syariah (DPS) MAA cabang Syariah, berpendapat bahwa
akad wakalah lebih tepat digunakan dalam genera
insurance dari pada akad mudharabah yang umum dipakai
dalam Asurans Syariah lainnya.
2) Akad Wadi’ah
a) Pengertian al-Wadi’ah
Al-wadi’ah dapat diartikan dengan meninggalkan

atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain
untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut istilah,
al-wadi’ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang
lain untuk menjaga hartanya/lbarangnya dengan secara
terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.

b) Landasan Syariah a-Wadi’ah
a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam QS. An-Nisaa’: 58 yaitu:

A F oI O RO
O AEAGRORECLH0O
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Artinya:  Sesungguhnya  Allah menyuruh  kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia

supaya kamu menetapkan dengan adil.*®

Ayat ini, menurut para mufasir, berkaitan dengn
penitipan kunci Ka’bah sebagai amanah Allah pada
Utsman bin Thalhah.

b. Al-Hadits

“Tunaikanlah  amanah  yang  dipercayakan
kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap
orang yang telah menghianatimu.” (HR Abu Dawud,
at-Tirmidzi, dan Hakim)>

Berdasarkan ayat dan hadits ini, para ulama figih
sepakat mengatakan bahwa akad al-wadi’ah ‘titipan’
hukumanya boleh dan disunahkan, dalam rangka saling
menolong antara sesama manusia.

c) Al-Wadi’ah dalam Praktik Asuransi Syariah

Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah

yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro.

Wadi’ah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanabh.

Daam wadi’ah amanah pada prinsipnya harta ditipkan

* Al-qur'an., 4:58, 128.
*® Ibnu Qudamah, al-Mugqni, lilid VI, 328. Saya mengutip dari Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life
and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 355.
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tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan
dalam ha wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank
atau Asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta
titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan
tersebut.

Dalan praktik Asuransi Syariah, Asurans
Mubarakah Syari’ah (life insurance) menggunakan akad
wadi’ah. Dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi
dititipkan kepada perusahaan Asuransi (Mubarokah) untuk
dikelola seperti halnya akad wadi’ah yang ada di bank
Syariah, hanya sga dalam Asuransi mengandung unsur
Syariah dengan nila pertanggungan sesuai  yang
diperjanjikan.

3) Akad Musyarakah
a) Pengertian a-Musyarakah

Musyarakah ialah perjanjian (akad) antara dua pihak
atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak
akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan kalau
terdapat keuntungan atau kerugian masing-msing pihak
mendapat margin dan menanggung risiko.

b) Landasan Syariah

a. Al-Qur’an
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Paling tidak ada dua ayat AIl-Qur’an yang
membolehkan melaksanakan akad a-musyarakah dalam

transaks bisnis Syariah yaitu QS. An-Nisa’: 12:
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Artinya: “Maka, mereka berserikat pada sepertiga.>

Allah juga berfirman dalam QS. Shaad: 24:
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Artinya : dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat
zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
shalih;>

b. Al-Hadits

“Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku pihak ketiga
dari dua orang yang bersyarikat selam salah satunya
tidak mengkhianati lainnya.”” (HR Abu Dawud, yang
disahkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum
muslimin terikat syarat-syarat mereka kecuali syarat

L Al-Quran, 4:12; 117.
>? |bid., 38:24; 735.
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yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)>

Dalam hadits lain disebutkan bahwa ketika
Rasulullah  diutus, banyak masyarakat yang
mempraktikkan kerja sama dalam syarikat. Rasulullah
membolehkannya. Berbagai hadits menjelaskan, di
antaranya, “Tangan Allah (pertolongan Allah) berada
pada dua orang yang bersyarikat, selama tidak ada

pengkhianatan.”

>3 Wahbah az-Zzuhaili, Juz VI, 793. Saya mengutip dari Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and
General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 357.
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c. Al-Musyarakah dalam Praktik Asuransi Syariah

Pada hakikatnya bentuk kerja sama dalam Asuransi
adlah bentuk kerja sama yang dilandasi oleh prinsip al-
musyarakah, di mana ad pihak yang punya dana dan
model, an ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga
dan skill serta profesionalisme.

Al-Musahamah ‘kontribusi’ adalah bagian dari al-
musyarakah. Al-musahamah oleh beberapa ahli
Asurans Syariah terkini (mu’assirah) merupakan salah
satu bentuk yang tepat untuk mengantikan istilah
tabarru’ yang oleh sementara beberapa ulama dianggap
kurang pas betul khususnya untuk Asuransi kerugian
(general insurance), di mana masih ada bagi hasil
manakala tidak terjadi klaim.

Perjanjian Takaful dalam kerja sama mutual yang
mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu
pihak tapi kedua pihak, sehingga pengelola juga secara
sama terikat dengan perjanjian tadi dan dalam ganti-
rugi dan keuntungan. Pada bagian lain M.M. Billah
mengatakan bahwa sebenarnya istilah premi pada
Asurans Syariah lebih tepat dikatakan al-musahamah,
turunan dari al-musyarakah. Dengan demikian, adanya

pengembalian sebagaian dari premi karena tidak ada
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klaim-bagi hasil (pada Asurans kerugian dan produk
term insurance pada Asurans jiwa), menjadi lebih
tepat, dibandingkan dengan penggunaan istilah
tabarru’.>
Hukum Syara’ Islam
Secara etimologi kata hukum (al-hukm) berarti “mencegah”
atau “memutuskan”. Ada pula yang berpendapat™ Hukum menurut arti
bahasa adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu menurut terminologi

Uhul Figh, hukum berarti:

gjj\j\ N,LJW ;wyu u.a.l&d\ Jw U allazd) a0 u\.!a.r

Artinya: “Khitab (Kalam) AIIah yang mengatur amal perbuatan orang

mukallaf, baik berupa Iqtidal (perintah, larangan, anjuran untuk
melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), Takhyir
(kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakkan
dan tidak melakukan), atau Wadl (ketentua yang menetapkan
sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani’/penghalang) *.>°

Hukum syara menurut istilah Ulama Ushul, iadah doktrin
(khitab) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang
mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa

ketetapan (tagrir), seperti firman Allah:

> gin) g 5
Artinya: “Penuhi janji”’, yang maksudnya adalah khitab syari’ yang
bersangkutan dengan memenuhi janji yang dituntun untuk
mengerjakannya.>’

> Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 345-358.

>> Fadlil Saiid an-Nadwi, Ushul Figh, Terjemah Syarah Al-Warogot (Surabaya: Al-Hidayah), 14.
>® Efendi, Ushul Figh, 36.

>’ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Hmu Ushul Figh) (Jakarta: CV. Rajawali,

1989), 153.
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8. Pembagian Hukum Syara’ Islam
Secara garis besar para ulama’ Ushul Figh membagi hukum
kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i. Hukum
taklifi menurut para ahli Ushul Figh adalah:
e S
Artinya: “Ketentuan-ketentuan Allah dan rosul yang berhubungan langsung
dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah,
larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk
memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.”
Sedangkan yang dimakud dengan hukum wadh’i adalah:
Gl 0 2 3 S (s 5 g S
Artinya: ““Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tetang sebab,
syarat, dan mani’ (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan
untuk melakukan hukum taklifi).”
9. Hukum Taklifi
1) Wagjib
Suatu perintah yang harus dikerjakan (wgjib), dimana orang
yang meninggal kannya berdosa.*
2) Mandub (Sunnah)
Mandub adalah perbuatan yang di anjurkan oleh Syari’
(Allah) untuk dikerjakan. Atau suatu perintah, yang apabila
dilaksanakan maka akan mendapat pahala, sedangkan jika

ditinggalkan tidak akan disiksa. ©

** bid., 41
** Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 30.
% Abu Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 46.
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3) Haram
Haram ialah larangan Allah yang pasti terhadap suatu
perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang qoth’i maupun dalil
dzanni. **
4) Makruh
Menurut pendapat jumhur Fugaha’ makruh adalah larangan
syara’ terhadap suatu perbuatan, tapi larangan tersebut tidak
bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas
haramnya perbuatan tersebut.
5) Mubah
3;3\34;5!3\‘51;?5%;3;‘5 ‘\sﬁjwu—’m‘@w‘ﬁb
Artinya: ““Yaitu sesuatu yang diberi pilih oleh syariat apakah seorang
mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak
ada ubungannya dengan dosa dan pahala.”
10. Sumber Hukum Islam
Seperti dikemukakan Abd al-Mmajid Muhammad al-Khafawi,
ahli hukum Islam berkebangsaan mesir, ada 4.° Yaitu Al-Qur’an,
Sunnah, Rosulullah Ijma’ dan giyas. Mengenai keharusan berpegangan
kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surah an-
Nisa’.

L B2 AN o O&@08% T 60
BXURDONCOW BWHXMURGOE @7

E-ORD0NCOL S0 A # o Se
O WOl & $I0ER®Wa S
*! Ibid., 50.
® Ibid., 309.

®3 Effendi, Ushul Figh, 78.



62

ORAve B OHAECRYE BOIvT Do &
AT E*, @V wOANVIRIOVO G+
* oS 7] _[=INe) €CH0xORKO o
2@ANVEAGT RO FHAER O W S @]

* o6 NS ARG A ¢=> &
RO W EeRNo e QPO 0Mw@a o0
<OJBONIFH ANE, 1w @@ g

NG OXIOBOose e IO OOLI @0

Artinya : Hal orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika
kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.**

Perintah menaati Allah dan Rosul-nya, artinya perintah untuk
mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah Rosulullah, sedangkan perintah
untuk menaati Ulil Amri, menurut Abdul Wahab Khallaf ialah perintah
untuk mengikuti ijma’ yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh
para mujtahidin, karena mereka itulah ulil amri (pemimpin) kaum
muslim dalam hal penetapan-penetapan hukum-hukum Islam.

Sumber Hukum Islam® adalah Al-Qur'an dan Sunnah
Rosulullah. Dua sumber tersebut juga disebut dalil-dalil pokok hukum
Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada
Hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur’an dan Sunnah
seperti giyas, istihsan, dan istihlah, tetapi ketiga dalil disebut terakhir
ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu

untuk sampal pada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur’an dan

* Al-Qur’an., 4;59, 128.
® Effendi, Ushul Figh, 77
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Sunnah Rosulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami
Al-Qur’an dan Sunnah, sebgaian ulama’ menyebutnya sebagai
istimbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil kita gunakan
untuk Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur’an dan
Sunnah seperti ijma’, giyas, istishlah, naslahah, mursalah, istishab,
‘urf, dan sadd az-zari’ah tidak digunakan istilah dalil. Oleh karena
yang disebut sebagai “dalil-dalil pendukung” diatas pada sisi lain
diebut sebagai metode istinbat, maka ketika menjelaskan pembahsan
mengenai metode istinbat melalui magasid Syariah, akan dijelaskan

sepintas kaitan dali-dalil tersebut dengan metode istinbat.



BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang
dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya
dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, pendliti tindakan kelas, dan atau jenis
lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.*
Pendekata penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif an jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Karena penelitian ini
berasarkan pada ketertarikan peneliti di AJB Bumiputera Syari’ah Jember. Sedangkan
adasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin
mendeskripsikan pendangan hukum islam terhadap pengelolaan dana asuransi
pendidikan.
B. Lokas Pendlitian
Lokasi penelitian menunjukan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.?
Dengan demikian peneliti memilih AJB Bumiputera Syariah Jember sebagai lokas
penelitian dengan adasan karena AJB Bumiputera Syariah Jember selain dikenal
sebagai lembaga Asurans syariah yang terdapat di kota Jember, lembaga asuransi
daam kegiatan pengelolaan dananya juga dianggap mampu menerepkan prinsip-
prinsip syariah dengan meniadakan unsur-unsur maisir, gharar, dan riba yang
terdapat di dalam pengelolaan dananya. Sehingga peneliti memiliki lebih banyak

peluang untuk mengumpulkan data secara objektif sesuai yang diharapkan.

! Tim Penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya lImiah (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 46.
% Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 107.
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C. Subyek Pendlitian
Penelitian menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu teknik
pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya
dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informas yang
dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.®

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:
a. Pimpinan AJB Bumipitera Syariah Jember
b. Karyawan/ Pegawai
c. Nasabah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpula data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam
kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan
berurusan dengan terlibat langsung pada situasi ini, tidak cukup meminta bantuan
orang atau sebatas mendengar penuturan secarajarak jauh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan
teknik wawancara atau interiew, observasi, dan metode library research (Studi
Pustaka).4 Untuk itu, sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sumber data, maka
pengumpulan data dalam penelitian ini pun terdiri atas teknik pengumpulan data
dengan jalan: wawncara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Observas

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), 218-219.
* Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.
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Observasi adalah teknik pengumpula data dengan jalan pengamatan dan
pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang
disdlidiki.’

Dalam penelitian ini observas dilakukan untuk mengamati secara
langsung lokasi sekaligus implementasi akad mudharabah yang dilakukan oleh
karyawan AJB Bumiputera. Disini menggunakan observasi partisipas pasif
dimana peneliti datang di tempat penelitian instansi yang diamati, tetapi tidak ikut
terlibat didalamnya.

2. Interview/Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu.’° Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk
“semi structured”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan
sgumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam
dengan menggali keterangan lebih lanjut. Denga demikian jawaban yang diperoleh
meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.” Yang
akan di wawancarai diantaranya pimpinan AJB Bumiputera Syariah Jember,
sebagian dari karyawan/pegawai, dan nasabah yang menggunakan asurans
pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwva yang sudah berlalu. Dokume

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life

> Suharsimin Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 128.
¢ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 231.
7 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik, 227.
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histories), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar,
misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif.®
E. AnalissData
Andlisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung, dan setelah selesa pengumpulan data dalam periode tertentu.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakaan analisis data Miles and Huberman
yakni mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampa datanya jenuh.
Miles menyebutkan bagi peneliti yang mempunyai waktu yang leluasa dan sedang
menjelgjah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-
fenomena, atau readlitas socia yang sangat kompleks, penelitian-penelitian yang
dirancang secara dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi. Namun
bilamana seseorang tertarik kebudayaan atau sub kebudayaan yang telah akrab,
penggunaan, rancangan yang longgar dan sangat induktif merupakan ha yang
mubazir.? Proses menganalisis dataini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:
a. Reduks Data
Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak
sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus
mereduks data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti
untuk memperoleh gambaran di lagpangan dan memudahkan pendliti

mengumpulkan data berikutnya.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 240.
° Miles dkk, Analisis data kualitatif (Jakarta: Ul Press), 28.
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b. Penygian Data
Daam pendlitian kualitatif, penygjian data biasa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sgenisnya. Dalam
penelitian ini saya menyajikannya dalam betuk deskriptif atau uraian singkat.
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikas
Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagai dari suatu kegiatan
konfigurass yang utuh. Kesimpulan juga diverifikass selama penelitian
berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan
kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.
F. Keabsahan Data
Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi,
triangulas adalah teknik pengumpulan data yang bersifaa menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.*® Adapun teknik
triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulas
sumber adalah membandingkan dan mengecek balik dergat kepercayaan suatu
informasi yang diperolen melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif.
Hal ini dapat dicapa dengan jalan di antaranya:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi;
c. Membandingkan apa yang dikataka orang-orang tentang situasi penelitian dengan

apa yang dikatakannya sepanjang waktu,

10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 241.
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d. Membandingkan keadaan dan presperktif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang lain;
Membandingkan hasil wawancara dengnan isi suatu dokumen yang berkaitan.**
G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksaaan penelitian mulai dari penelitian
terdahulu, pengembangan desain, pendlitian sebenarnya dan sampa pada penulisan
laporan.

Tahapan pertama peneliti mengajukan judul kejurusan Syari’ah dan judul
tersebut diterima.

Tahapan kedua peneliti membuat surat keterangan tugas yang diserahkan
kepada pembantu ketua bidang akademik sebagai laporan, ketua prodi, dosen
pembimbing skripsi yang diserahkan ke ketua jurusan dan membuat surat untuk
permohonan bimbingan skripsi penelitian.

Tahapan ketiga peneliti melakukan proses penyusunan proposal penelitian
yang diawali dengan studi pendahuluan terhadap obyek yang akan diteliti yaitu AJB
Bumiputaera Syariah Jembaer serta penggunaan kajian teori yang diambil dari
literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian.

Tahapan keempat peneliti melakukan pengembangan desain penelitian,
peneliti menentukan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data yang sesual
dengan penelitian kualitatif.

Tahapan kelima peneliti melakukan penelitian sebenarnya di lapangan. Peneliti
menggunakan metode dan prosedur penelitian yang diuraikan pada Bab Il dalam

penyusunan skripsi. Uraian ini dapat berupa data yang disgjikan dengan topik sesuai

11Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 331.
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dengan pertanyaan penelitian. Kemudian hasil temuan di lapagan, oleh peneliti diolah
dan dikaitkan dengan teori yang telah ditentukan sehingga menjadi data yang valid.
Tahapan keenam peneliti melaporkan, dalam hal ini peneliti menyusun hasil

data yang diperoleh dari lapangan menjadi karyailmiah yang sistematis.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum AJB Bumiputera Cabang Jember
Daam pembahasan ini menjadi objek penelitian adadah AJB
Bumiputera, berikut ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum
terdapat di lokas penelitian tersebut.
1. Sgarah AJB Bumiputera

Asurans Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Divisi Asuransi
Syariah merupakan Coorperasi Bisnis dari AJB Bumiputera 1912 yang
merupakan asuransi jiwa nasional milik Bangsa Indonesia yang
pertama dan tertua. 1zin pembentukan Unit Syariah diperolen AJB
Bumiputera 1912 pada bulan November 2002, sedangkan
operasionalnyadimulai pada bulan April 2003.

PT. Asurans Umum Bumiputera 1967 Syariah, disingkat
BUMIDA BumiputeraSyariah, memperoleh izin pendirian sgak 19
Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan R
No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sgjak bulan April
2004.

Induknya sendiri, PT. Asuranss Umum Bumiputeramuda 1967
atau BUMIDA Bumiputera, memperoleh ijin operasi dari Direktorat

Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri,

! profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015

68



69

Departemen Keuangan Republik Indonesia No.
KEP.350/DIM/111.3/71973 tanggal 24 Juli 1973.

BUMIDA Bumiputera didirikan atas ide pengurus AJB
Bumiputera 1912, sebagai induk perusahaan, yang diwakili oleh Drs.
H.l.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte
No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo
Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan
dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20
Februari 1970.

BUMIDA BumiputeraSyariah merupakan bagian kelompok
bisnis AJB Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak di bidang
asuransi umum/kerugian Syariah. Induknya sendiri merupakan
perusahaan yang mempelopori industri asuransi di Indonesia.®

Kantor pusat Divisi Asuransi Syariah Berkedudukan di Gedung
Bumiputera lantai 3, J. Woltermongisidi No. 86 Jakarta Selatan. Pada
awa pendiriannya, Divisi Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912
memiliki 1 kantor Wilayah dengan 11 kantor Cabang Syariah yang
beroperas di DKI Jakarta. Karena perkembangan pasar yang cukup
pesat, dalam kurun waktu 3 tahun sgjak didirikan. Divisi Asuransi
Syariah AJB Bumiputera 1912 memperluas jaringan pelayanan

nasabah menjadi 7 Kantor Wilayah dengan 49 Kantor Cabang.

*http://ragilass.blogspot.com/ (15 April 2015)
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Memiliki Induk Usaha yang besar baik secara jaringan maupun
finansial membuat Cabang Syariah AJB Bumiputera tidak tersaingi.
Cabang Syariah yang mulai beroperasi sgjak 2004 ini membukukan
perolehan premi bersih tahun 2006 sebesar RP 93.2 miliar, naik dari
tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48.1 miliar, dengan aset yang
dimiliki per 2006 sebesar Rp 121.8 miliar naik dari angka Rp 52
miliar.®

Dengan semakin berkembangnya AJB Bumiputera di Jakarta,
maka menuntut para pengurus untuk mendirikan cabang di beberapa
daerah dan salah satunya di Jember, karena di Jember banyak
memberikan peluang untuk mengembangkan usaha tersebut. Karena
itu, perusahaan AJB Bumiputera mendirikan di Jember pada tanggal
AJB Bumiputera cabang di Jember di Gedung Bumiputera lantai 3, JI.
Jenderal Ahmad Y ani, No. 18 Jember.

2. Vis
Bumiputeraingin menjadi Asuransinya Bangsa Indonesia.
3. Misi

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati
masyarakat |ndonesia, dengan:

a. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan

perjuangan Bangsa Indonesia.

* Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015
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b. Mengembangkan korporasi dan koorperasi yang menerapkan
prinsip dasar gotong royong.
c. Menciptakan berbagi produk dan layanan yang memberikan
manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan
sosia.*
4. Dewan PengawasSyariah

AJB Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah:

Ketua : K.H. M.A. Sahal Mahfudh
Anggota : Dr.H. Enddy M.Astiwara, MA
Anggota : Drs. H.A. Fattah Wibisono, MA.

5. AJB BumiputeraSyariah
AJB BumiputeraSyariah adalah Perusahaan asuransi jiwa yang
beroperas berlandaskan nilai-nilai Syariah. Beroperas sgak 2004
berdasarkan izin operasional dengan akte pendirian : Keputusan
Menteri Keuangan RI No. Kep-268/KM-6/2002 Tgl 7-Nov-2002.
Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.21/DSNMUI/X Tgl. 17-Okt-2001.
6. Reasurandur dan Bank
a Reasurandur Nasional:
1) PT. Maskapa Reasurans Indonesia
2) PT. Reasurans Internasional Indonesia

b. Reasurandur Internasional

* Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015



1)
2)
3)
4)
5)

6)

Dai-ichi M.L.1.C — Jepang

Swiss Re-Swiss

Universal Reinsurance — Philipina

ERC Frankona Reinsurance Ltd. Singapura
Hannover Ruckversichreugs— Malaysia

Munich Re - Jerman

Bank Pemerintah

1)
2)
3)
4)
5)

6)

1)

2)

Bank Rakyat Indonesia (BRI)
BRI Syariah

Bank Mandiri

Bank Mandiri Syariah

Bank BNI 46

Bank BNI 46 Syariah

. Bank Swasta

Citibank, NA

Bank Mega Syariah

Bank Swasta Nasional

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Bank Bumiputera
Bank Niaga
Bank Bukopin
Bank BTPN
Bank Mayapada

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
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7) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

8) Bank Pembangunan Daerah Maluku®

> Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015
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7. Struktur Organisasi
Tabd 4.1

Struktur Organisasi

BADAN PERWAKILAN ANGGOTA

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

DIVISI ASURANSI PERORANGAN
DIVISI ASURANSI JWA KUMPULAN
DIVISI ASURANSI JIWA SYARIAH
DIVISI MANAJEMEMN DANA
DIVISI PROPERTI
DEPARTEMEN AKUNTASI
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN UMUM
DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMATIKA
DEPARTEMEN HUKUM
DEPARTEMEN PENGADILAN INTEREN
DEPARTEMEN PERENCANAAN PERUSAHAAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
DEPARTEMEN AKTUARIA
DEPARTEMEN PERTANGGUNGAN
DEPARTEMEN KLAIM
DEPARTEMEN KONSERVASI




75

8. Saranadan Prasarana AJB Bumiputera Jember

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Jember berada ditempat

yang sangat strategis, dan mengenal sarana dan prasarana sudah cukup

memadai, baik sarana untuk peningkatan SDM pemasar maupun bagi

para karyawannya, yaitu diantaranya:

a

b.

K.

Gedung ber- lantai 3

Ruangan — ruangan ber-AC

Ruang rapat dan pelatihan pengangkatan SDM Pemasaran
Telepon masing-masing ruangan ada 5
Komputer 9 unit

Mesin fax 3 unit

Mesin fotokopi 2 unit

Kursi dan meja 10 set

Almari 10 unit

Papan tulis 2 unit

Proyektor 1 set di ruang rapat

Kamar mandi 4°

9. Profil Produk Mitra Igra’ (Asuransi Dana Pendidikan)’

a Definis

Mitra Igra’ Plus AJB Bumiputera 1912 merupakan program

asuranss dalam mata uang Rupiah didasarkan pada Syariah dan

® Hasil Observasi, Tanggal 17 April 2015.
” Profil Produk Mitra Igra’, Tanggal 15 April 2015.
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dirancang untuk memberikan perlingungan dan membiayai pendidikan
bagi anak-anak hingga akhir pendidikan mereka.

Setiap orang tua menginginkan agar anak mereka memiliki awal
yang terbaik dalam hidup mereka, dengan mendapatkan pendidikan
yang baik, dan mencemaskan hal yang mungkin terjadi kepada mereka
jika tidak dapat memenuhi biaya yang terus meningkat untuk
pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, atau jika mereka meninggal
dunia lebih awa dan meninggakan anak-anak mereka tanpa
perlindungan dan tidak mampu menyel esaikan pendidikan mereka.

Anda dapat meningkatkan dana untuk pendidikan anak Anda
sgjak awal dengan menabung sebagian dari pendapat Anda secara
teratur. Kami siap untuk mengelolanya melalui program Mitra Igra’
AJB Bumiputera 1912.

Dengan Mitra Igra’ Plus, anda bukan hanya mempersiapkan
dana pendidikan, tetapi juga melindungi anak-anak anda jika sesuatu
hal yang tidak di inginkan terjadi sewaktu-waktu.

Dengan mendapatkan pengetahuan pada tingkat tertinggi, putra-
putri anda akan menjadi orang yang baik dan tetangga yang baik. Allah

berfirman dalam An-Nisaa’; 9:

BOLOOON WO TN A A Lo e dv®
B3O 40+ =« 3 TTQO ARV, HAcH A
BCOXPELZ 220204 OHOADR[VIBA U
Do ¢G AL NV SOREHONB -2 D *J @ 0Oc
HeoA Lo BH-U7w0>00 00w e0C
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Artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan Perkataan yang benar.?

b. Manfaat Asuransi

1)

2)

3)

4)

Tabungan pendidikan

a) Diambil pada saat anak masuk sekolah (TK, SD, SMP,
SMA, PT dan 4 tahun di PT)

b) Bagi hasil dari investass yang dikembangkan secara
syari’ah dengan nisbah 70% : 30% (70% untuk nasabah :
30% untuk perusahaan)

Bila peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, peserta

akan memperoleh nilai tunai yang merupakan saldo tabungan

ditambah bagian keuntungan atas hasil investasi dana.

Bila anak sebagai penerima hibah meningga dalam masa

perjanjian atau 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir,

kepada peserta atau ahli warisnya akan diberikan santunan
duka sebesar 10% dari manfaat asuransi awa (Premi x Masa

Perjanjian)

Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian:

a) Polisbebas premi

b) Ahli waris mendapatkan:

& Ai-Qur'an, 4:9; 116.
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1) Santunan, 50% apabila meninggal bukan karena
kecelakaan atau apabila cacat tetap total karena

kecel akaan.

Santunan, 100% apabila meninggal karena kecel akaan.
2) Nilai Tunai
(saldo tabungan ditambah bagi hasil investasi)
c) Anak penerima hibah mendapatkan:
1) Danatahapan masuk sekolah (TK, SD, SMP, SMA, PT)
2) Beasiswa setigp tahun sgjak anak masuk sekolah s.d 4
tahun di Perguruan Tinggi.
5) Bila peserta mengalami musibah dalam masa 4 tahun setelah
masa perjanjian berakhir.
a) Ahli waris akan mendapatkan :
Saldo rekening tabungan, jika meninggal bukan karena
kecel akaan atau cacat tetap total karena kecelakaan.
b) Anak penerima hibah mendapatkan :
Beasiswa sampai empat tahun di perguruan tinggi.’
B. Penyajian Data dan Analisis
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan,
diperoleh data-data yang berkaitan dengan Pengelolaan dana asurans
pendidikan perspektif hukum Islam, khusunya data yang sesua dengan

rumusan masalah vyatu tentang implementas akad mudharabah

*http://asuransimitraigra.blogspot.com/ (18 April 2015).
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Pengelolaan dana asuransi pendidikan dan akad mudharabah dalam

prespektif hukum Islam. Adapun hasil temuan-temuan yang telah pendliti

lakukan akan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut.

1. Implementass Akad Mudharabah dalam pengelolaan dana produk

Asurans Pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember

a

Implementasi Akad Tabarru’ dan Mudharabah pada AJB
Bumiputera

Dalam pengguan untuk menjadi anggota pada AJB
Bumiputera maka akan terjadi suatu akad. Di mana pelaksanaan
akad diwujudkan dalam bentuk Ijab dan Qobul. Karena dengan ijab
dan qobul maka akan diketahui setiap pihak yang melaksanakan
akad. Dan dalam prakteknya pada perusahaan asuransi dana siswa
kesediannya peserta dinyatakan dalam bentuk tertulis artinya
peserta menyatakan kesediaannya itu dengan mengisi formulir
yang disediakan perusahaan.

Sedangkan akad yang diterapkan pada asuransi dana
pendidikan ada dua akad yaitu akad tabarru” dan akad mudharabah.
Dimana implementasi dari akad tabarru’ ialah dimana peserta
menyertakan dananya khusus untuk kebaikan dan dimaksudkan
hanya untuk tolong menolong antar peserta. Sedangkan akad

mudharabah dimaksudkan, ialah dimana peserta selaku pemilik
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modal menyertakan dananya kepada perusahaan untuk dikelola
dengan prinsip bagi hasil.*°

Dalam prakteknya, pada asuransi Syariah Bumiputera,
peserta asurans bertindak sebagai rab al-mal (pemilik modal) dan
perusahaan asuransi bertindak sebagai ‘amil (pekerja). Oleh karena
peserta asuransi berkedudukan sebagai rab al-mal, maka ia berhak
mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan
asuransi. Keuntungan yang diterima peserta asurans itu terjadi
pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Maksudnya
apabila peserta asuransi syari’ah tertimpa musibah (meninggal
dunia), maka ahli warisnya akan mendapatkan pembayaran klaim
dari perusahaan asuransi berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil
dan tabungan tabarru’.

Daam aplikass mudharabah ini, perusahaan asurans
bertindak sebagai mudharib (penerima pembayaran dari peserta
untuk di administrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip
syari’ah). Sedangkan yang bertindak sebagai rab al-mal atau shahib
al-mal adalah peserta asuransi Syariah (yang akan menerima
manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan
perusahaan asuransi).

Akad tabarru’ tujuan utama, yaitu terwujudnya kondisi

saling tolong-menolong antar peserta asuransi untuk saling

O\, Ichsamuddin, Wawancara, Jember, Tanggal 18 April 2015.
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menanggung (asuransi) bersama. Sedangkan akad mudharabah
tujuannya, yaitu berdasarkan prinsip profit and loss sharing
(berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul
dalam total rekening tabungan dapat diinvestasikan oleh
perusahaan asuransi yang resiko investasi ditanggung bersama
antar peserta dan perusahaan.

Dalam praktiknya, akad mudharabah terwujud tatkala dana
yang terkumpul dalam perusahaan asurans itu diinvestasikan
dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan
(profit). Karena landasan dasar awanya dari akad mudharabah ini
adalah prinsip profitandlosssharing, maka jika dalam investasinya
mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama
sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati. Sebaliknya jika
dalam investasinya mengalami kerugian maka kerugian tersebut
juga dipikul bersama antar peserta dan perusahaan.™*

Untuk mendayagunakan dananya AJB BumiputeraSyariah
Jember menginfestasikan assetnya dalam bentuk deposito Syariah,
diantaranya:

a. BRI Syariah
b. Bank Mandiri Syariah

c. Bank BNI 46 Syariah

1 https://syafaatmuhari.wordpress.com/2012/02/09/mudharabah-mutlagah-dan-mudharabah-
mugayyadah-dalam-penghimpunan-dpk-bank-syariah/ (20 April 2015)
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d. Bank Mega Syariah™

Bapak Ichsanuddin selaku Unit Manager Asuransi
Syariahmengatakan bahwa :

Dalam asuransi Pendidikan, akad yang dipakai ada 2 macam.
Akad tersebut adalah akad tabarru’ dan akad mudharabah yang
penerapan dan kejelasannya harus dimengerti oleh kedua belah
pihak (perusashaan dan peserta) agar sah atau tidaknya
muamalah secara syar’i dapat ditentukan. Akad tabarru’ adalah
semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan
tolong-menolong, tidak ditujukan untuk komesia berupa hibah
yang dilakukan secara bersama-sama antara para peserta guna
menanggung di antara keduanya. Besarnya hibah tersebut
berkisar antara 5-10% dari total premi dan selebihnya 95-90%
akan dimasukkan ke dalam tabungan investasi peserta. Maksud
dari akad tabarru’ dalam asuransi takaful adala di mana pihak
pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi)
tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang
menerima, kecuali hanya mengahramkan keridhaan Allah.
Setelah akad tabarru’ diketahui maka selebihnya dana yang
terkumpul masuk pada akad mudharabah. Akad mudharabah di
asuransi Bumiputera aplikasinya atau peneragpannya dalam dua
keadaan, yaitu dalam penyerahan premi oleh peserta kepada
perusshaan asurans dan dalam investas dari perusahaan
asuransi kepada investor.
Jumlah peserta yang ikut asurans syariah pendidikan (Mitra
Igra’) 215 peserta, perusahaan yang dijadikan sebaga tujuan
investasi tidak ada tetapi di ivesatasikan di bursa keuangan yaitu
dana reksa, obligasi, OJK (pasar uang) yang bersistem
syari’ah.’®

Selain itu lbu Setyorini selaku karyawan di AJB
Bumiputera mengatakan bahwa:

Daam asurans syariah yang di gunakan di AJB Bumiputera ini
sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI
No0:21/DSN-MUI/X/2001 yang ada di produk asuransi
Pendidikan, akad yang dipakai ada 2 macam yaitu akad tabarru’
dan akad mudharabah yang penerapan dan keelasannya harus
dimengerti oleh kedua belah pihak (perusahaan dan peserta)
agar sah atau tidaknya muamalah secara syar’i dapat ditentukan
Saya sebagai karyawan sekaligus perantara untuk peserta
membayar Asuransinya, dan saya yang mentransfer uang

2 profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015
Bm. Ichsanuddin, Wawancara, Jember, 15 April 2015.
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tersebut langsung ke maang atas nama peserta yang
berasuransi.**

Menurut hal diatas menurut salah satu dari nasabah AJB
Bumiputra yaitu TN. Hidayatus Sofyan mengatakan bahwa:

Saya mengansuransikan pendidikan buat anakdan istri saya di
AJB Bumiputra itu karena sesuai dengan hukum Islam dan
fatwa yang sudah ditentukan oleh negara Indonesia dengan
demikian saya percaya dan mengansuransikan agar keluarga
saya terjamin dalam hal pendidikan.
Saya membayar asurans setigp 3 bulan sekali sebesar Rp.
303.000, dengan cara pihak asuransi / karyawan mendatangi
rumah saya setiap 3 bulan sekali. Setelah berjalan 3 tahun saya
mendapatkan uang atau premi sebesar Rp. 1.800.000.
Tetapi saya sekarang sudah berhenti, karena karyawan yang
biasanya mengambil uang kerumah 3 bulan sekali itu sudah
lama tidak pernah kerumah dan saya sudah males untuk
mengurusin itu. Saya tidak tau apakah uang saya nantinya cair
atau kembali ke saya apa tidak? Biarkan sudah, saya capek yan
mau ngurusin itu sudah. Cair ya alhamdulillah, kalau gak cair ya
ikhlas buat di sedekahkan sgja’®

Kesimpulan dari wawancara di atas, menjelaskan
bahwa ada ketidak puasan dari nasabah karena kebanyakan
nasabah hanya berhenti dipertengahan asuransi / perjanjian tidak
ada yang selesai sampa batas akhir perjanjian. Akad yang
digunakan sudah sesuai dengan akad mudharabah, tetapi
kebanyakan peserta tidak selesai sampai batas akhir perjanjian.
Karena ada ketidak puasan dari pelayanan yang diberikan oleh

pehak AJB Bumiputera Syariah Jember.

14 Setyorini, Wawancara, Jember, 22 April 2015.
B Hidayatus Sofyan, Wawancara, Jember, 23 April 2015.



Aplikass mudharabah ini dapat dikemaskan sebagai terlihat dalam
gambar di bawah ini :

Tabel 4.2

Aplikasi Mudharabah

PERUSAHAAN [ Biaya Operasional ]

# Hubungan 1
_'[ Hasil Investasi ]

Mudharabah f /

Bagian
Perusahaan

Beban Surplus
Asuransi operasion

A 4

Bagian
Peserta

Kumpulan
dana
Peserta

Penjelasan tentang Aplikasi Mudharabah di atas adalah :

a. Setigp premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi Biaya
Pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (Kumpulan
dana).

b. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Hasil Investas dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta,
kemudian dikurangi dengan beban asuranss (Klaim dan Prmi

Reasurnsi).
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d. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (al-
mudharabah) misalnya 70% peserta dan 30% perusahaan.*®

Akad identik ijab atau proposal dan qobul atau ekseptasi.
ljab atau proposal merupakan niat yang dinyatakan oleh pemilik
resiko (peserta) untuk berbagai resiko dengan pemilik resiko
lainnya yang dikelola oleh operator asuransi syari’ah dan
kesanggupannya untuk melakukan tanggung jawab tertentu, seperti
membayar kontribusi dan mengikuti ketentuan/ kondisi perjanjian
atau akad asuransi syari’ahnya.

Untuk memudahkan dokumentasi dan standardisas ijab,
operator asurans biasanya mengembangkan satu formulir proposal
standar untuk di isi dan ditandatangani oleh peserta program
asuransi syari’ah. Desain proposal dan informasi yang dimuat
penyelenggara bebas mengembangkannya, yang terpenting adalah
dalam proposal harus ada pernyataan untuk mendokumentasikan
ijab.t’

Contoh pernyataan dalam proposal atau ijab (mudharabah):

Sayalkami menerangkan bahwa semua pertanyaan di atas dan
dokumen lain yang diserahkan bersamaan dengan aplikasi ini
lengkap dan benar. Sayalkami setuju bahwa surat keterangan ini
dan semua pernyataan di atas menjadi dasar kontrak asuransi
Syariah antara saya/kami dijadikan Dana Asuransi Syari’ah dan
pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan Dana
Asuransi Syari’ah dan pihak operator berhak mengelola dan

'® http://bambangsujatmiko605.blogspot.com/2012/06/asuransi-syriah.html (20 Maret 2015)
v https://syafaatmuhari.wordpress.com/2012/02/09/mudharabah-mutlagah-dan-mudharabah-
mugayyadah-dalam-penghimpunan-dpk-bank-syariah/ (20 April 2015)
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menginvestasikan Dana Asuransi Syari’ah saya/kami untuk
kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip a-mudarabah
seperti yang dirumuskan oleh penyelenggara dan sesuai dengan
syari’ah. Saya/kami selanjutnya setuju kontribusi saya/kami
dijadikan sebagai tabarru’ (sumbangan) dan digunakan untuk
membantu peserta lain yang kurang beruntung. Keuntungan
investasi  dan/atau  pengeoperasian  asuransi  syari’ah,
dikembalikan kepada sayalkami setelah dikurangi porsi
mudharabah untuk operator sebesar ......... % dari surplus
investasi.'®

Setelah ijab atau proposal dilakukan oleh peserta maka
diperlukan qobul atau akseptas dari penyelenggara atau
perusahaan. Hal ini baik dilakukan secara langsung dari proposal
atau pun aplikasi peserta yang bersangkutan, atau apabila pihak
operator tidak dapat menyetujui proposal/aplikasi peserta secara
langsung, operator dapat mengusulkan untuk menganti atau
mengubah sesuai ketentuan dan kondisi produk asuransi syari’ah
yang dikelolanya.Untuk yang terakhir ini dianggap sebagai tawaran
balik keadaan peserta untuk meneruskan atau menghentikan
program tersebut.

b. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi
1) MekanismePembayaranDana Premi
Daam operasional asuransi, sgjak awa nasabah telah
diberi tahu dari mana dana yang diterimanya berasal. Bila ia
meninggal atau mengalami musibah atau kecelakaan. Hal ini

dimungkinkan sebab setigp pembayaran premi sgjak awa telah

'® Hasil Dokumentas Surat Perjanjian. Tanggal 16 April 2015.
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dibagi menjadi 2 (dua). Yaitu pertama, masuk ke dalam rekening
pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke
rekening khusus (tabarru’) peserta yang diniatkan untuk
membantu saudaranya yang lain. Hal ini senada dengan prinsip
asuransi syari’ah yang saling bertanggungjawab dan bantu-
membantu antara satu masa lain.

Pembayaran premi ini wajib dibayar nasabah, karena
dengan membayar premi maka nasabah akan mendapatkan
haknya untuk mendapatkan perlindungan yang sepantasnya dan
sesuai dengan produk yang diikuti. Pembayaran premi masing-
masing produk berbeda, untuk produk saving dapat dibayar pada
bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan. Setiap peserta
dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro atau
membayar langsung. Besar premi yang akan dibayar oleh peserta
tergantung kepada kemampuannya. Akan tetapi, perusahaan
menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan.

Dalan menentukan jumlah uang dibayarkan peserta
(premi) perusahaan asuransi Bumiputera dengan penetapan premi
yang ada pada asuransi konvensional, sebab penetapan jumlah
premi pada perusahaan asuransi BumiputeraSyariah, sebenarnya
pihak perusahaan hanya menetapkan beberapa uang tabarru’ yang

nantinya dijadikan dana peserta sebagai sumber uang kebajikan.



88

Adapun penentuan jumlah premi keseluruhan itu ditentukan oleh
para peserta sendiri tanpa campur tangan pihak perusahaan.™®

Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan premi yang
dibayarkan oleh setiap peserta asuransi dana siswa adalah sebagai
berikut:

a) Setiap peserta Asuransi akan menyerahkan premi asuransi
sesuai dengan kemampuannya, tetapi tidak boleh kurang
dari minimal yang ditetapkan oleh perusahaan Asurans dan
pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan,
triwulan, setengah tahun (6 bulan) dan setiap tahun. Seperti

padatabel | sebagai berikut :

' http://asuransitakaful.net/landasan-syariah/pedoman-umum-asuransi-syariah/ (19 Mei 2015)
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Tabel 4.3
Penentuan Jumlah Premi
Cara Angsuran Jumlah Minimal
Bulanan Rp. 250.000
Triwulan Rp  400.000
Setengah tahunan Rp 600.000
Tahunan Rp 1.000.000

b) Setiap premi yang dibayarkan dibagi dalam kedua rekening

yaitu:

Rekening peserta, yang merupakan rekening
tabungan peserta

Rekening khusus peserta, yang merupakan rekening
tabarru’ (Chanty Account) rekening yang digunakan
untuk membayar klaim peserta kepada Asurans
mengalami musibah keluarga atau ahli waris

Uang asurans (premi) akan disatukan ke dalam
pembiayaan-pembiayaan produks yang dibenerkan
oleh syari’ah

Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesual
dengan perjanjian Mudharabah yang telah disepakati
sebelumnya misalnya 70% untuk peserta dan 30%

untuk perusahaan.
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v. Bagian keuntungan peserta 70% akan dikreditkan ke
dalam rekening peserta dan rekening khusus peserta

secara proposional . %

2) Pemberian Santunan atau Klaim Dana Siswa

Orang tua mengingikan anaknya hidup lebih baik dari
mereka, baik dari segi agama, harta maupun pendidikan. Namun
keinginan tersebut gagal karena orang tua tersebut tidak
mempunyai dana yang cukup untuk pendidikan mereka,
dikarenakan biaya pendidikan sangat mahal. Maka orang tua
tersebut dapat mempersiapkan dana pendidikan sejak anak masih
usiadini atau kecil.

Dalam mempersiapkan dana dapat direncanakan setiap
tamat belgjar dan melanjutkan ke sekolah yang lebih atas. Oleh
karenanya asuransi keluarga ini membantu untuk mempersiapkan
dana pendidikan yang cukup tinggi. Adapun manfaat yang
diperoleh disesuaikan dengan besaran premi yang dibayarkan,
sebagaimana contoh di bawah ini:**

a) Jika tertanggung hidup pada masa asuransi maka pada
pemegang polis atau yang ditujukan dana kelangsungan

belgjar, yakni seperti tabel berikut:*

M. Ichsanuddin, Wawancara, Jember, 3 Agustus 2015.
! https://www.facebook.com/pages/bumiputera-asuransi-syariah/217946541560720 (12 Maret

2015)

2 Karyawan AJB Bumiputera, Wawancara, Jmber, 5 Agustus 2015



Tabel 4.4

Pembayaran Dana Siswa

Anak Masuk Sekolah Dana yang Diperoleh

Sekolah Dasar 10% dari manfaat Asurans
SMP 15% dari manfaat Asurans
SMA 20% dari manfaat Asurans
Perguruan Tinggi 25% dari manfaat Asuransi

Misalnya ada llustrasi sebagai berikut :

Bapak Putera berusia 30 tahun mengikuti program
dana Mitra Igra’, dengan membayar premi Rp.

2.000.000,- tigp tahun untuk jangka waktu 17 tahun,

asumsi tingkat hasil investasi 10%

Manfaat yang didapat dari llustrasi di atas yaitu :

1. Bila Pak Putera panjang umur hingga perjanjian berakhir maka

anak yang dibeasiswakan menerima dana pendidikan sebagai

berikut:
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s | T e [ e
TK 3.400.000 TAHUN I 2.429.298
SD 3.400.000 | TAHUN I11 2.729.316
SLTP 6.800.000 | TAHUN IV | 2.711.770
SLTA 8.500.000 | TAHUN YV 2.902.594
PT TAHUN | 11.900.000

2. Bila Pak Putera meninggal dalam masa perjanjian (misal pada

tahun ke 10)

- Santunan Kebijakan Rp. 14.000.000,-
- Rekening Tabungan Rp. 9.980.000,-
- Bagi Hasil (Mudharabah) Rp. 4.798.474.-
- Tota Penerimaan Rp. 28.778.474,-

3. Penerima dana hibah tetap menerima dana pendidikan sesuai
tahapan, tetapi untuk di Perguruan Tinggi akan menerima
Tahapan Dana Pendidikan dengan ketentuan : Tahun Il =
15% MA, Tahun 11l = 20% MA, Tahun IV =20% MA dan

TahunV =25% MA

b) Pada masa kontrak asurans berakhir, kepada yang

ditujukan masih diberikan dana pembayaran siswa secara
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sekaligus ataupun berkala. Dalam hal ini disesuaikan
dengan saldo akhir tahun kontrak, asurans tersebut
berakhir kemudian dikalikan 25%.%

4. Implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk
Asurans pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam
Prespektif Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001

Di dalam pengelolaan dana produk Asuransi Pendidikan di
AJB Bumiputera ini sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada
dan sudah sesuai dengan fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL
(DSN) - MAJELIS ULAMA’ INDONESIA (MUI) No: 21/DSN-
MUI/X/2001 yaitu: Firman Allah tentang perintah untuk saling
tolong-menolong dalam perbuatan positif sesuai dengan surah Al-

Maidah ayat 2:

&@LU E @O A=
NAO C M@ S (7] JEE AN =40
22 gu ™y S[3X JEOR FRVCPAPRRIR Al

71 PR B-U€r 00 DD s

e
g HQOCSOFORD V1ws S €0
B ASaSe  BXOS00s6 560
COOYN OX 4 Asorde  OQRO

XD ERa QN =D MWBe Fe

Artinya. “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebagjikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada
Allah,Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.?*

2 Brosur Mitra Igra’. 5 Agustus 2015.
** Al-qur’an, 5:2, 157.
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Dan rosulullah bersabda:

208 Ror \ Z-0 8 o &

Qﬁfﬁ&j?‘eﬁw&‘cjﬁ’d«'m‘gofuj%fg}wofzjﬁ’w
[ olgy] o T 050 3 0l 13 Ul 0 3 b1y el

Artinya: *“ Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim

suatu kesulitan dari dunia, Alah akan melepaskan kesulitan darinya

pada hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamban-Nya
selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu

Hurairah)®

Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asurans syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha
saling melindungi dan tolong-menolong di antara sgumlah
orang/pihak melalui investas dalam bentuk aset dan atau
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi rissko melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan
syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud dengan poin
(1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir
(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang
haram dan maksiat.

3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk
tujuan komersial.

4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan

dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong, bukan semata

untuk tujuan komersial.

> AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 217.
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5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan
sgjumlah dana perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan
dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : Akad Dalam Asurans

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri
dari atas akad tijarah dan atau akad tabarru’.

2. Akad tijarah: yang dimaksud dalam ayat (1) adaah
mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.

3. Daam akad, sekurang-kurangnya harus dibedakan
a. Hak d an kewagjiban peserta dan perusahaan;

b. Caradan waktu pembayaran premi;

c. Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru’ serta syarat-syarat
yang disepakati, sesua dengan jenis asuransi yang
diakadkan.

Ketiga : Kedudukan para Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru’

1. Daam akad tijarah(mudharabah), perusahaan bertindak
sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai
shahibul mal (pemegang polis).

2. Daam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang

akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena
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musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola
dana.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru’

1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’ bila
pihak yang tertahan haknya, dengan sukarela melepaskan
haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum
menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad
tijarah.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu sendiri atas asurans
kerugian dan asuransi jiwa

2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asurans tersebut adalah
mudharabah dan hibah

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis
akad tabarru’

2. Untuk menentukn besarnya premi perusahan asurans syariah
dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk
asurans jiwa dan tabel morbidita untuk asurans kesehatan,
dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam

penghitungannya.
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3. Premi yang berasa dari jelas akad mudharabah dapat
diinvestasikan dan hasil investasinya dibagihasilkan kepada
peserta.

4. Premi yang berasa dari jenis akad tabarru’ dapat
diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal
perjanian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang
dibayarkan.

3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta,
dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad tabarru’, merupakan hak peserta dan
merupakan kewgjiban perusahaan, sebatas yang disepakati
dalam akad.

Kedelapan : Investas

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan
investasi dari dana yang terkumpul.

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

Asurans syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada

perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kesepuluh : Pengelolaan
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1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu
lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari
pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijaah
(mudharabah).

3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah (fee) dari
pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan
diawas oleh DPS.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyel esaiannya
dilakukan melalui Badan Artbitrase Syariah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fatwa ini berlaku sgak tangga ditetapkan, dengan ketentuan
jikadi kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagai mana mestinya.?®

Ha diatas sangat jelas bahwa anjuran dalam tolong
menolong terutama dengan maunya zaman ini  di
selenggarakannya ansuransi terutama dalam ansuransi pendidikan.

Hal ini di buktikan dengan adanya prespektif hukum Islam tentang

2 https://www.asuransisyariah.com/pages/fatwa-pedoman-umum-asuransi-
syariah/217946541560720 (15 September 2015)
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akad Mudharabah di AJB Bumiputera Syariah Jember tidak
menyalahi ketentuan Hukum Syara’ karena implementsi akadnya
sudah sesuai dengan konsep figih yang ada yaitu peserta bertindak
sebagai shohibul maal sedangkan perusahaan bertindak sebagai
mudharib. Dimana dalam hal keuntungannya berdasarkan sistem
bagi hasil sesuai perjanjian mudharabah sebelumnya.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak
mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena
satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi
yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diambil kembali.Jika
habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asurans
yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan
perusahaan Asuransi, sehingga yang terjadi salah satu pihak
diuntungkan sedangkan pihak lain merasa dirugikan atau dikenal
dengan istilah maisir.Dan asuransi Syariah di AJB Bumiputera
Syariah Jember sudah terhindar dari Gharar (ketidak pastian),
Maisir (perjudian), dan Riba. Untuk menghindari semua unsur
tersebut harus dilakukan:

a. Gharar : dengan cara semua peserta menjadi penolong, dan
penjamin satu sama lainnya, dan peserta asurans sgjak awal
telah diberi tahu dari mana dana klaim akan diterimanya

apabila mendapatkan musibah.



100

b. Maisir . apabila peserta tidak mengalami musibah atau
kecelakaan selama menjadi peserta, ia masih berhak
mendapatkan premi yang disetorkan kecuali dana yang
dimasukkan kedalam dana tabarru’.

c. Riba : untuk menghindari unsur riba sebagaimana firman
Allah SWT dalam surat Al-Bagarah ayat 275, maka dalam
asuransi Syariah tidak ada yang namanya bunga, akan tetapi
dana yang terkumpul diinfestasikan dengan prinsip bagi
hasil (Mudharabah).?’

C. Pembahasan Temuan
1. Implementasi Akad Tabarru’ dan Mudharabah pada AJB Bumiputera
serta dalam M ekanisme Pengelolaan Danannya

Akad yang dipakai dalam produk Asuransi Dana Pendidikan di

AJB Bumiputera Cab. Jember terdiri dari 2 macam, yaitu akad tabarru’
dan akad mudharabah. Akad mudharabah dalam bidang muamalah
sudah ada ketentuan dalam hukum Islam, kecuali akad tabbaru’
merupakan suatu yang baru dalam hukum Islam. Untuk itulah
diperlukan kejelasan yang pasti antara teori dan praktik.
a Akad Tabarru’®
Akad tabarru’ yang secara khusus dari awal diniatkan untuk
kebaikan dan tolong menolong di antara para peserta asuransi

dalam bidang muamalah bisa disamakan dengan hibah dan juga

*7 http://panpages.co.id/listings/id1598681-asuransi-jiwa-bersama-bumiputera-1912-jember-
kota (18 April 2015)
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sebagai mana tercantum dalam pedoman polis, karena di dalamnya
mengandung unsur memberi tanpa mengharapkan apa-apa kecuali
ridha Allah.®Dan juga sebagaimana pengertian hibah ialah Akad
yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya penggantian ketika
masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

Rukun dalam akad hibah menurut hukum Islam itu terdiri
dari 4 macam, yaitu orang yang menghibahkan / pemberi (wahib),
orang yang menerima hibah / penerima (mauhub lah), barang /
harta yang dihibahkan (mauhub) dan lafaz hibah / sighat (ijab dan
gabul).*® Keempat rukun tersebut apabila dimasukkan dalam
prakteknya adalah peserta asuransi berkedudukan sebagai
pemberi (wahib), peserta asuransi yang mengalami kemalangan
berkedudukan sebagai penerima (mauhub lah), dana peserta yang
diambil 5-10% untuk menolong peserta yang mengalami
kemalangan berkedudukan sebagai barang yang dihibahkan
(mauhub), dan perjanjian tertulis yang harus diisi oleh peserta
serta ditandatangani sebagai bentuk setuju melakukan transaksi
tersebut berkedudukan sebagai sighat (ijab dan gabul). Dalam
pernyataan tersebut, Perusahaan Asuransi tidak diikutsertakan
karena akad tabarru’ diperuntukkan antar para peserta asuransi
dan dalam akad ini Perusahaan Asuransi hanya sebagai amil

(pekerja) yang mengaturdana dari para peserta asuransi. Untuk

%% Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta: Referensi, 2014), 72.
2 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam Jilid Ill: Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 76.
*® Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 244.
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itu, rukun hibah sudah terpenuhi dan menunjukkan dibolehkannya
akad tersebut.

Syarat akad hibah menurut hukum Islam itu disesuaikan
dengan rukun hibah yang terdiri dari 4 macam. Untuk pemberi
disyaratka barangnya milik sendiri, tidak dibatasi hakya oleh
sesuatu alasan, cakap bertindak menurut hukum, dan tidak
dipaksa. Syarat tersebut bisa dilihat dari formulir pendaftaran
yang mencantumkan pekerjaan peserta untuk menentukan
kedewasaan peseta melakukan transaksi, pernyataan sudah
dimengerti para peserta dan ditandatangani menunjukkan tidak
dipaksa.

Untuk penerima disyaratkan orang tersebut harus benar-
benar ada pada waktu hibah, dalam asuransi dapat ditunjukan
dengan dana yang diberikan kepada peserta yang mengalami
kemalangan posisinya pada waktu tersebut masih dalam keadaan
hidup meskipun nantinya ada peserta yang mengalami
kemalangan berupa kecelakaan, sakit, bahkan meninggal dunia
baru dana tersebut diberikan.

Untuk benda yang dihibahkan disyaratkan benda tersebut
benar-benar ada, mempunyai nilai, dapat dimiliki zatnya, diterima
peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan dan dapat
dipisahkan dan diserahkan kepada penerima. Kesemuanya dapat

dilihat dari dana tabarru’ yang diambilkan dari pada peserta yang
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melakukan transaksi asuransi dalam berbagai macam produk,
dikumpulkan dalam tabungan khusus dengan nilai ketentuan 5-
10% dari premi asuransi dan diserahkan ketika ada salah satu
peserta yang mengalami kemalangan. Porsi 5-10% dalam akad
tabarru’ yang ditetapkan pihak asuransi memang sedikit
dipaksakan untuk peserta (dinamakan derma bersyarat), padahal
dalam ketentuan hibah menurut hukum Islam tidak ada batasan
nilai amta uang yang diberikan. Hal ini dibolehkan, karena alasan
untuk mengkoordinir dana para peserta guna menimbulkan
keadilan di antara para peserta dengan menyamakan nilai dana
yang diambil dan mencegah pemberian peserta semaunya
sendiri.®

Untuk sighat (ijab dan gabul) disyaratkan ada pernyataan
yang mewakili transaksi tersebut baik berupa ucapan maupun
tulisan.® Hal ini terbukti dari perjanjian yang dibuat Perusahaan
Asurans kepada peserta dengan bentuk tulisan dan tanda tangan
peserta sebagal bentuk persetujuan dalam mengikuti prosedur
produk asuransi.

b. Akad Mudharabah

Akad mudrabah merupakan akad investasi dana peserta

yang porsinya 90-95% setelah diambil dari 5 - 10% dana tabarru’

di kelola oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam

3! Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 83-85.
%2 Hendi Suhendai, Figih Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20011), 47.
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hal ini, perusahaan berkedudukan sebagai ‘amil (pekerja)
sedangkan peserta asuransi berkedudukan sebagai rab a-
mal (pemilik modal), sehingga akad ini diperuntukkan antara
Perusahaan Asuransi dengan peserta asuransi. Hal tersebut sesuai
dengan fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 hukum
Islamdan dalam hadits yang berbunyi, “Tiga macam yang dapat
berkah Allah SWT vyaitu jua beli dengan masa temponya,
memodali orang dan mencampur gandum kasar dan gandum halus
di rumah tetapi bukan untuk jualan”.

M ekanisme Pengelolaan Dana

Asuransi adalah suatu bentuk mu’amalah dimana hal
tersebut adalah kerjasama mudharabah antara dua orang dengan
penggambaran satu orang sebagai pemilik modal dan lain pihak
sebagal pengelolamodal.

Dalam operasional asuransi, bila peserta meningga atau
mengalami musibah, hal ini dimungkinkan sebab terjadinya premi
sejak awal telah dibagi menjadi 2 yaitu pertama, masuk ke dalam
rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua,
dimasukkan ke rekening khusus (tabarru’) peserta yang diniatkan
untuk membantu saudaranya yang lain. Pembayaran premi ini
wagjib dibayar nasabah, karena dengan membayar premi maka

nasabah akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan
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perlindungan yang sepantasnya dan sesuai dengan produk yang

diikutinya.

2. Dalam Prespektif fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001

Asuransi dalam kegiatan pengelolaan dananya bertumpu pada
konsep tolong menolong dalam kebaikan dan takwa (wata’awanu alal
birri wat tagwa), serta perlindungan (at-ta’min), menjadikan semua
peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu samalain.
Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang bertentangan
dengan ajaran Islam, yaitu magrib (gharar, maisir dan riba).** Ketiga
unsur tersebut dianggap masih terkandung dan tersirat dalam konsep
asuransi konvensional. Dengan berasaskan saling bertanggungjawab,
saling kerjasama dan bantu membantu, serta saling melindungi dari
berbagai kesusahan. Asuransi memberikan bentuk perlindungan yang
sesuai dengan syari’at Islam. Sebagaimana Sabda Rosulullah SAW:
Artinya: “Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari
Abu Musaal-Asy’ari).**

Selagi tidak mengandung unsur yang dilarang seperti maisir,

gharar, dan riba pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah itu

3 Syakir Sula, Asuransi Syari’ah, Life and General (Jakarta: Gema Insani, 2004), 304.
4 Hasan, Asuransi dalam perspektif Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 218.
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boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya, dalam kaidah figh
disebutkan:
ol e 5 U O Vi Sy sl s 1Y)

Artinya “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

i
Artinya “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”*

Namun dalam praktek pengelolaan dananya, dalam asuransi
konvensional dikenal adanya “dana hangus”. Dikatakan dana hangus
bila peserta tidak bisa melanjutkan pembayaran premi dan ingin
mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan
asuransi jiwa konvensiona non saving (tidak mengandung unsur
tabungan) atau asuransi kerugian. Jika habis masa kontrak dan tidak
terjadi klaim, maka premi asurans yang sudah dibayarkan hangus
atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi, sehingga yang terjadi
salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain merasa dirugikan
atau di kena dengan istilah maisir (Perjudian).

Dalam konsep asuransi syari’ah, mekanismenya tidak mengenal
dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain
hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya
sudah dibayarkan bisa diambil kembali. Kecuali sebagian kecil yang
sudah diniatkan untuk danatabarru’, yang tidak bisa diambil.

Sehingga untuk menghindari ketiga unsur tersebut yang dilarang

oleh agama, maka pada kegiatan pengelolaan dananya lembaga

*Ibid., 219.
*® Ibid., 220.
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asuransi Syariah ditanamkan nilai-nilai kelslaman yang didasarkan
pada hukum syara’ dengan merubah sistem yang dianggap

mengandung ketiga unsur tersebut, yakni:
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Menghindari Gharar (ketidakpastian)

Dalam syariat Islam kita tidak diperbolehkan bertransaksi
yang menyangkut unsur ketidak pastian. Seperti dalam asurans
konvensional, peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan
klaim atau tidak, karena klaim sangat bergantung pada risiko yang
menimpanya. Jika ada risiko, maka ia akan mendapatkan klaim,
jika tidak ada risko, maka ia tidak mendapatkan klaim.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

o o ooy e i Lo U5 1065 s
o LA e ey L

“Abu Hurairah mengatakan bahwa rosulullah SAW melarang jual
beli hashah dan jual beli gharar”(HR. Bukhari Muslim)*

Salah satu upaya untuk menghindari unsur gharar tersebut
yaitu dengan cara semua peserta menjadi penolong, dan penjamin
satu sama yang lainya, dan peserta asuransi sgjak awal telah diberi
tahu dari mana dana klaim akan diterimanya apabila mendapatkan
musibah.

Menghindari Maisir (perjudian)

Unsur Maisir artinya adalah salah satu pihak diuntungkan
sedangkan dilain pihak merasa dirugikan. Hal ini tampak jelas
apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan
kontraknya sebelum masa reversing periode, biasanya tahun ketiga

maka yang brangkutan tidak akan menerima kembali uang yang

% Ibid., 134-135.
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sudah dibayarkan kecuali sebagian kecil sgja. Dalam hal ini Allah

SWT berfirman pada QS. Al-maidah: 90:

O AAForde  arO&e@08%OCe0
s RNO#* LHNO BXVMURG O IO
ROJTOQONEa I
€O0[[000AONMWwWa 00

= YENPARAL - JEEE oI g AR Jpy |

(2L Re§%X6, RED @O FT Do F €0
T AOR SITQHE
KO DN0O@ P 1@a

€U EEQ VI a e

¢ AC NHEHSAD AL7E+HRAID @
CAE D

Artinya. Hal orang-orang yang beriman, Sesngguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuata itu agar kamu mendapat
keberuntungan®

Upaya untuk menghindari unsur maisir dalam asurans
Syariah apabila peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan
selama menjadi peserta, ia masih berhak mendapatkan premi yang
disetorkan kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana tabarru’.
Sedangkan kelebihan dana klam yang diterimanya hanya
merupakan tabarru’ atau kebaikan yang diberikan oleh pesertalain.

c. Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari

khususnya dalam berasuransi. Kontribusi (premi) yang dibayarkan

# Al-Qur’an, 5:90; 176.
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nasabah harus diinvestasikan pada investas yang sesuai dengan
Syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan
sistem asuransi Syariah juga harus menerapkan sistem sharing of
risk yang bertumpu pada akad tabbaru’. Sehingga menghilangkan
unsur riba pada pemberian manfaat (klaim) asuransi kepada

nasabah.*® Firman Allah SWT dalam QS. Al-Bagarah: 275:

N A Lo 3 OB HOO + 03
FEVWRYEHOrORG BHURCOILI—@7

N6 ORODPHDODIWe I FITQHE
2 %X 6 JH [C e QVOPaRail 7] _[=INe)
FNLICH WA NP R Ju|
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7] 1ENe) ZOUBE W
0.6 ORODHDDWa 3
SHORg OO &>DEB O # O wwiONL]
& O&0N JE=2 B B0 O we I
EYNG P &MHO>a0 N:-ORB
Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
Padahal Allah telah menghaakan jual beli dan mengharamkan
riba. orang-orang yang telah sampa kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.”.*°

% Amrin, Asuransi Syari’ah (Jakarta: PT. Elex Media Komputinda, 2011), 202.
* Ai-Qur'an, 2:275; 69.
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Allah SWT juga telah mengingatkan dalam firmannya pada QS.
An-Nisa’: 29:

&ICENAA Lo rde o AV
oo BXURZOE -7
BXMADPHEHOE e &

¢ >ZO0= 0 ¢ L SRRICIESR 4N AN m 8]
SO Pe RO Q20N Wwa e R
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[ 287]; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.**

Untuk menghindari unsur riba sebagaimana firman Allah
SWT diatas, maka dalam asuransi Syariah tidak ada yang namanya
bunga, akan tetapi dana yang terkumpul diinfestasikan dengan

prinsip bagi hasil (Mudharabah).

“Ibid., 2:29; 122.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Implementasi Akad Mudharabah pada asuransi terjadi dalam dua keadaan, yaitu
dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan dalam
investas dari perusahaan asuransi kepada investor dimana 90-95% dari
pembayaran premi diperuntukkan untuk investasi berdasarkan akad mudharabah
dan 5-10% diperuntukkan untuk dana hibah (tabarru’). Dimana perusahaan
asurans bertindak sebagai mudharib (penerima pembayaran dari peserta untuk
diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari’ah). Sedangkan
yang bertindak sebagali rab a-mal atau shahib al-ma adalah peserta asuransi
syari’ah (yang akan menerima manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari
keuntungan perusahaan asuransi).

Keuntungan bagi hasil yang diterima peserta asurans itu terjadi pada saat
pembayaran klam oleh perusahaan asuransi. Maksudnya adalah apabila peserta
asuransi syari’ah keluarga tertimpa musibah (meninggal dunia), maka ahli
warisnya akan mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi berupa
tabungan peserta, porsi bagi hasil dan tabungan tabarru’.

Dalam persepektif fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001asuransi syariah
adalah usaha sading melindungi dan tolong-menolong di antara sgjumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risko melalui akad (perikatan)
yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud
adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Hukum Islam akad

111
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Mudharabah di AJB Bumiputera Syariah Jember tidak menyalahi ketentuan
Hukum Syara’, karena implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep figih
yang ada yaitu peserta bertindak sebagal shahibul maal sedangkan perusahaan
bertindak sebagai mudharib. Dimana dalam ha keuntungannya berdasarkan
sistem bagi hasil sesuai perjanjian mudharabah sebelumnya misalnya 70% untuk
peserta dan 30% untuk perusahaan, sehingga dari penerapan akan akad
mudharabah pada AJB Bumiputera Syariah Jember ini intinya akan terhindar dari
unsur riba.
B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan selama ini, peneliti ingin memberikan saran kepada

pihak Perusahaan AJB Bumiputera Syariah Jember dan peneliti selanjutnya.

1. Sosidisass yang gencar perlu terus dilaksanakan oleh semua komponen
Perusahaan AJB Bumiputera Syariah Jember dalam memasarkan produk asuransi
dana pendidikan (mitra igra’). Bukan hanya demi keberlangsungan usaha asuransi
sendiri, sedlain untuk menarik minat masyarakat, tetapi juga demi
terselamatkannya umat Islam dalam berusaha/ berniaga.

2. Pendliti selanjutnya supaya bisa mengkaji lebih dalam mengenai produk-produk
yang ada di AJB Bumiputera Syariah Jember terutama produk Asuransi Mitra
Amanah, karena sudah hampir tidak ada yang menggunakannya lagi misalnya
Asuransi Kesehatan yang sekarang sudah ada BPJS untuk Asuransi Kesehatan itu
sendiri, sehingga peneliti selanjutnya nanti dapat menemukan sesuatu yang baru

untuk ditdliti.
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“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

(kesgjahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

(QS. An-Nisa’, Ayat 9)*

' Ai-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Depatemen Agama RI, 1993), 116.
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Junia Paramudita, 2015: Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan
Dana Asuransi Pendidikan Perspektif Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera Syariah Jember)

Asurans  syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling
bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat, demi terciptanya kesgahteraan ummat dan masyarakat pada
umumnya

Latar belakang dari penelitian ini yaitu, ditengah-tengah gencarnya
perbincangan tentang lembaga asurans yang menua kontrofers tentang
mekanisme pengelolaan dananya yang dianggap mengandung unsur maghrib
(maisir, gharar, dan riba), AJB Bumiputera berusaha menjawab beberapa
keraguan yang ada dikalangan masyarakat dengan memperkenalkan produk
asurans yang didasarkan pada nilai-nila keislaman didalamnya, diantaranya
produk asuransi dana pendidikan dengan beberapa sistem yang ada, yakni dengan
menerapkan akad tabbaru’ dan mudharabah didalamnya. Oleh karena kenyataan
diatas inilah yang kemudian membuat penulis tergerak untuk menganalisis
tentang pengelolaan dana asuransi pendidikan, yang ada dilapangan apakah sama
dengan konsep yang ada.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana
implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk asuransi
pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember?. 2) Bagaimana implementasi
akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk asuransi pendidikan di AJB
Bumiputera Syariah Jember dalam prespektif Fatwa DSN-MUI?

Tujuan dari penditian ini untuk mendeskripsikan implementasi akad
mudharabah dalam pengelolaan dana produk asuransi pendidikan di AJB
Bumiputera Syariah Jember. Sekaligus untuk mendeskripsikan implementasi akad
mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi Pendidikan di AJB
Bumiputera Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan
metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menganalisis implementasi dari akad
mudharabah sekaligus hukum dari penerapan akad mudharabah tersebut. Adapun
tehnik pengumpulan data dengan obseravasi, wawancara, dan dokumntasi.

Sehingga pendliti ini memperoleh kesimpulan 1) Implementasi Akad
Mudharabah pada asurans terjadi dalam dua keadaan, yaitu dalam penyerahan
premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan dalam investasi dari
perusahaan asuransi kepada investor. Dimana perusahaan bertindak sebagai
mudharib, sedangkan peserta brtindak sebagai rab al-mal atau shahib al-mal
pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. 2) Dalam persepektif fatwa DSN-
MUI Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di
antara sggumlah orang/pihak melaui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’
yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi rissko melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah hukum Islam akad Mudharabah di AJB
Bumiputera Syariah Jember tidak menyalahi ketentuan Hukum Syara’, karena
implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep yang ada.

DAFTAR IS
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Judul: IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA
PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pertanyaan/\WWawancara yang akan digjukan:

A. Asurans secaraumum

1. Bagaimana prinsip-prinsip operasional asuransi syariah?

2. Keuntungan apa yang diperoleh dari perusahaan asuransi dalam pengembangan
dana?

3. Apasgakah produk-produk yang terdapat di asuransi syariah AJB Bumiputera
ini?

4. Produk apa sgja yang paling banyak digunakan oleh masyarakat/peserta asuransi ?

5. Apakelebihan produk tersebut sampai-sampai masyarakat banyak yang memilih
menggunakan produk tersebut?

6. Bagaimanadengan produk asuransi pendidikan di perusahaan ini? Banyak yang
menggunakannya juga apa tidak?

7. Apakelebihannya produk asuransi pendidikan ini? Dan kekurangannya apa saja?
Jelaskan

8. Bagaimanaimplementasi akad mudharabah pada asuransi syariah?

9. Bagaimanaimplementasi akad mudharabah pada produk asuransi pendidikan?

B. Pengelolaan dana asurans pendidikan

1. Bagaimana ketentuan/aturan-aturan dalam pengembangan dana?

2. Apakah di dalam pengembangan dana ada pembagian untuk para peserta dan
perusahaan sesual ketentuan yang telah disepakati? (presentasenya)

3. Bagaimana pelaksanaannya pengembangan dana tersebut?

4. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) itu terbagi berapa? Dan apa sgja?

5. Jikapeserta mengalami kerugian apa mereka mendapatkan pertanggungan dari
pihak perusahaan? (Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat
memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut)

6. Berapa persen pertanggungan biasanya yang diberikan kepada peserta?

7. Apakah ada kendalanya dalam pengelolaan dana asuransi pendidikan ini? Dan
apa sg a kendalanya?

8. Bagaimana cara menyel esaikan kendala-kendala tersebut agar peserta tetap
memilih asuransi pendidikan yang terdapat di AJB Bumiputeraini sedangkan

masih banyak perusahaan asurans lainnya?



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Di AJB Bumiputeraini dalam pengelolaan dana asuransi pendidikan ada berapa
akadnya yang digunakan? Akad apa sgja ?

Apakah disini bener-benar menggunakan akad mudharabah dalam pengelolaan
dana asurans pendidikan?

Seperti apa bentuk akad mudharabahnya dalam pengelolaan dana asuransi
pendidikan?

Berapa presentase masing-masing produk asuransi pendidikan untuk nasabah dan
perusahaan/lembagaini?

Ada berapa orang yang mengurusin akad mudhrabah dalam pengelolaan dana
asuransi pendidikan tersebut?

Apasgadampak positif dan dampak negatifnya dari akad mudharabah ini?
Aparukun dan persyaratan dalam akad mudharabah di produk Asurans
Pendidikan?

Ada berapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dalam sistem/konsep akad
mudharabah?

Bagaimana ketentuan bagi hasil dalam akad mudharabah? Dan apa saja ketentuan
tersebut?

Bagaimana contoh praktik perhitungan pengelolaan dana dengan akad

mudharabah, produk asuransi pendidikan ?
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Kepuasan Bapak/Ibu merupakan kebahagiaan kami untuk terus memberikan pelayanan yang
terbaik.

Wassalamu’'alaikum Wr,Wb.

MADJDI ALI

Direktur Utama

MLGSS201409000074/21430020610/15.MLGP.0000093 Hal 1 Dari 6
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: ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912

i DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)
' NOMOR POLIS ~ : 21430020610
' BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :
: NAMA : TN. AGUS KHAERI
ALAMAT : JL. SUKOWONO NO.49 RT03/09

: AJUNG KALISAT JEMBER JAWA TIMUR

) PEKERJAAN : WIRASWASTA WIRASWASTA
(SELANJUTNYA DISEBUT PESERTA)
BADAN DAN PESERTA DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS DIRI :

i NAMA : TN. AGUS KHAERI
| TEMPAT LAHIR : JEMBER
TANGGAL LAHIR  : 08-08-1958
' ALAMAT : JL. SUKOWONO NO.49 RT03/09

AJUNG KALISAT JEMBER JAWA TIMUR

PEKERJAAN : WIRASWASTA WIRASWASTA
(SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK YANG DIASURANSIKAN)

i PESERTA MENYETUJUI DAN MENYANGGUPI UNTUK MEMBAYARKAN KONTRIBUSI KEPADA BADAN,
DI KANTOR PUSAT BADAN ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH BADAN, SELAMA POLIS INI
b MASIH BERLAKU.

l BADAN MENYETUJUI DAN MENYANGGUPI UNTUK MENGELOLA. KONTRIBUSI PESERT AN
MEMBERIKAN MANFAAT ASURANSI| SESUAI KETENTUAN DI DALAM POLIS INI. &

:
POLIS INI MENGGUNAKAN AKAD TABARRU’, AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD MUDHA

' POLIS INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN
SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH, SYARAT-SYARAT KHUSU

} ASURANSI JIWA SYARIAH, DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912, YANG MERJ%(AN
SATU KESATUAN DAN BAGIAN MUTLAK YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI POLIS INI. §CD

' DITERBITKAN DI JAKARTA,20 FEBRU%EBZMS

' PESERTA AJB BUMIPUTERA 1912
]
g
| &
: R %
| - = §88 %5
TN. AGUS KHAERI MADJDI ALI 22D 83
; s
' Direktur Utama 3 8 -
N
MLGSS201409000074/21430020610/15.MLGP.0000093 Ha 2. Daf 675 2
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Nomor Polis

Nama Peserta

Nama Pihak Yang Diasuransikan
Tempat / Tanggal Lahir

Umur Pada Saat Masuk Asuransi
Macam Asuransi

Rincian Polis Syariah

1 21430020610

: TN. AGUS KHAERI

: TN. AGUS KHAERI

. JEMBER

. 56 Tahun

: MITRA MABRUR PLUS

/ 08-08-1958

DENGAN PEMERIKSAAN DOKTER kelas 1
Masa Asuransi 19 Tahun
Mulai Asuransi : 29 SEPTEMBER 2014
Akhir Asuransi : 28 SEPTEMBER 2023
Manfaat Awal : Rp. 36.000.000
Kontribusi : Rp. 4.137.200 / Tahunan
Jenis Kontribusi luran Tabarru Ujrah Dana Investasi Total
- Pokok Rp. 556.000 Rp. 1.223.600 Rp. 2.220.400 Rp. 4.000.000
- Extra Premi Rp. 137.200 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 137.200
- Kecelakaan Diri Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0
- Waiver of Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0
- Aviasi Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0
- Titipan Kontribusi Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0
Total Rp. 693.200 Rp. 1.223.600 Rp. 2.220.400 Rp. 4.137.200

Kontribusi dibayar setiap tanggal 29 SEPTEMBER selama 9 tahun atau sampai pihak yang diasuransikan
meninggal dunia dalam masa asuransi.

Ujrah tahun | sebesar 30,59%, tahun Il sebesar 15,84%, tahun Ill dan seterusnya sebesar 9,34% dari jumlah

Kontribusi setiap Tahunan.

Dalam hal kontribusi dibayar sekaligus maka titipan kontribusi awal akan digunakan untuk membayar
kewajiban kontribusi yang jatuh tempo.

Nisbah Bagi Hasil
(Mudharabah)

Surplus Underwriting

. Peserta 70% dan Badan 30% (berlaku ketentuan Pasal 20 SSUP Asper Syariah)

: Polis ini memberikan Surplus Underwriting (jika ada) sesuai ketentuan Pasal 21

Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah yang akan
didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’, 20% ke
Badan, dan 30% ke Peserta yang akan menambah Nilai Tunai.

Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi :

SRI RAHAYUNINGSIH
DAVID RENOLF

ISTRI

ANAK

MLGSS201409000074/21430020610/15.MLGP.0000093
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Manfaat Asuransi :

1. Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka Peserta akan menerima
Nilai Tunai yang terdiri dari:

a. Saldo Dana investasi yang telah disetor.
b. Bagi Hasil (mudharabah) atas hasil investasi dari dana investasi.

2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam masa asuransi, maka Pihak Yang ditunjuk akan
menerima:

a. Santunan Kebajikan sebesar Manfaat Awal

b. Nilai Tunai, yang terdiri dari :

*

Saldo Dana Investasi yang telah disetor

* Bagi Hasil (mudharabah) atas hasil investasi dari dana investasi.

3. Apabila Peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka Peserta akan menerima Nilai
Tunai yang terdiri dari :

a. Saldo Dana Investasi yang telah disetor

b. Bagi Hasil (mudharabah) atas hasil investasi dari dana investasi.

MLGSS201409000074/21430020610/15.MLGP.0000093 ' Hal 4 Dari 6
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1. Ketentuan Pengambilan Sebagian Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Syarat-syarat Umum
Polis berlaku untuk Macam Asuransi ini.

MLGSS201409000074/21430020610/15.MLGP.0000093 : Hal 5 Dari 6
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Nomor Polis

Nama Peserta

Rincian Polis Syariah

CATATAN PEMBAYARAN

PENGAMBILAN SEBAGIAN NILAI TUNAI

Nama Pihak Yang Diasuransikan

: 21430020610

: TN. AGUS KHAERI
: TN. AGUS KHAERI

FENGANBILAN | FEMBATAFAN DAR PEMBATARAN | aAvan || TARDA TANGAN TOAN STEMPEL.
NO KAS KEPALA CABANG

P.1

P.2

P.3

MLGSS201409000074/21430020610/15.MLGP.0000093
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SYARAT-SYARAT UMUM POLIS

ASURANSI JIWA PERORANGAN SYARIAH

Pasal1

AJB BUMIPUTERA 1912

ISTILAH

Dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah ini

yangdimaksud dengan:

Badan

AsuransiJiwa
Syariah Bumiputera

Badan Perwakilan
Anggota

Dewan Komisaris

Dewan Pengawas
Syariah

Direksi

AsuransiJiwa
Syarizh

Perjanjian Asuransi

Polis

Peserta

PihakYang
Diasuransikan

PihakYang Ditunjuk

Kontribusi

luranTabarru’

DanaTabarru’

Ujrah

www.bumiputera.com

: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

disingkat AJB Bumiputera 1912.

: Cabang usaha dari AJB Bumiputera 1912 yang

mengelola usah asuransi jiwa dengan prinsip
syariah.

Lembaga perwakilan tertinggi AJB Bumiputera
1912yang mempunyaikekuasaan tertinggi.

Lembaga yang mengawasi jalannya Perusahaan

yang dikelola oleh Direksi.

Lembaga independen di bawah naungan Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) yang tugas utamanya adalah mengawasi
lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan
ketentuan dan prinsip syariah yang telah
difatwakan oleh DSN-MUI.

- DireksiAJBBumiputera1912
: Usaha saling tolong menolong (ta’‘awun) dan

melindungi diantara para Peserta melalui
pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru’)
yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk
menghadapirisiko tertentu.

Perjanjian asuransi jiwa perorangan syariah
antara Badan dengan Peserta terkait dengan
Pihak Yang Diasuransikan oleh Peserta.

: Akta Perjanjian Asuransi Jiwa Perorangan Syariah

antara Peserta dengan Badan.

. Seseorang atau lembaga yang mewakili Pihak

Yang Diasuransikan guna bertindak sebagai
pihak yang mengadakan Perjanjian Asuransi
denganBadan.

: Seseorang yang atas jiwanya diasuransikan

dengan Badan.

: Ahli waris yang ditunjuk oleh Peserta dan

namanya tercantum dalam Polis, yang akan
menerima Manfaat Asuransi.

. Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta

yang terdiri dari luran Tabarru, Ujrah, dan Dana
Investasi.

Bagian kontribusi yang dihibahkan oleh Peserta
dan akan dimasukkan ke dalam Dana Tabarru’
untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan
saling menanggung di antara para Pihak Yang
Diasuransikan.

Kumpulan dana yang berasal dari luran Yabarru’
para Peserta yang mekanisme penggunaannya
sesuaidengan Akad Tabarru'yang disepakati.

Bagian kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta
kepada Badab yang digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional Badan dalam rangka
pangelolaan asuransi jiwa syariah.

Syarat - syarat Umum Polis

Danalnvestasi

Manfaat Awal

Manfaat Asuransi

NilaiTunai

Santunan Kebajikan

Akad

Qardh

Incontestable
Period

AkadTabarru’

Akad Wakalah Bil

Ujrah

Akad Mudharabah

Klaim

Pasal2

: Bagian kontribusi yang merupakan dana

tabungan Pesertayang dikelola oleh Badan.

: Sejumlah dana yang disepakati antara Peserta

dengan Badan sebagai dasar perhitungan untuk
menentukan Manfaat Asuransi.

: Sejumlah danayang akan dibayarkan oleh Badan

kepada Pihak Yang Ditunjuk jika persyaratan
asuransinya terpenuhi.

: Jumlah Dana Investasi ditambah dengan bagian

keuntungan atas Hasil Investasi (Mudharabah).

: Sejumlah dana yang diambil dari Dana Tabarru’

yang dibayarkan melalui Peserta, apabila Pihak
Yang Diasuransikan meninggal dunia atau
mengalami risiko yang dipersyaratkan dalam
Masa Asuransi.

: Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan

tertentu, beserta hak dan kewajiban antara
Badandengan Peserta sesuai prinsip syariah.

: Pinjaman dana dari Badan kepada Dana Tabarru’

untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan
Dana Tabarru’ untuk membayar santunan/klaim
kepada Peserta.

: Periode dimana Badan tidak dapat mrninjau

ulang keabsahan kontrak asuransi.

: Akad Hibah dalam bentuk pemberian dana dari

Peserta ke dalam Dana Tabarru’ untuk tujuan
tolong menolong diantara para peserta, yang
tidakdan bukan untuk tujuan komersil.

. Akad yang menberikan kuasa kepada Badan

sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana
Tabarru, sesuai kuasa atau wewenang yang
diberikan denganimbalan berupa ujrah (fee).

. Akad yang memberikan kuasa kepada Badan

untuk mengelola investasi Dana Tabarru dan
Dana Investasi, sesuai kuasa atau wewenang
yang diberikan, dengan prinsip bagi hasil sesuai
nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

: Tuntutan hak dari Peserta kepada Badan untuk

mendapatkan Manfaat Asuransi karena syarat-
syaratyang diperjanjikan telah terpenuhi.

AKAD TABARRU’

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk mengikatkan diri
dengan Peserta lainnya dalam suatu Akad Tabarru’ untuk melakukan
ta'awuni (saling menolong), takafuli (saling menanggung) dan ta'min
(saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah.

2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Ayat
1 Pasal ini, para Peserta akan saling memberi luran Tabarru’ atas
Pihak Yang Diasuransikan dan mengumpulkannya dalam suatu
Dana Tabarru” untuk menerima Manfaat Asuransi jika terjadi suatu

musibah.

Pasal3

AKAD WAKALAH BIL UJRAH

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk memberi kuasa kepada
Badan, berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah untuk mengelola Dana
Tabarru, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang
ditetapkanoleh Badan.

2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam
Ayat 1 Pasal ini, maka Badan berhak mendapatkan Ujrah yang telah
disepakatidalam Polis.




Pasal4

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju melakukan akad dengan
Badan untuk menyerahkan sejumlah dana dari pengelolaan investasi
DanaTabarru’dan Dana Investasi untuk dikelola berdasarkan prinsip
bagihasil dengan nisbah yang telah disepakati dalam Polis.

2. Peserta dengan ini menyatakan setuju porsi bagi hasil Peserta dari
investasi DanaTabarru'ditambahkan ke dalam DanaTabarru.

Pasal 5

1. DanaTabarru’hanya dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran Santunan Kebijakan kepada Pihak Yang Ditunjuk

atau pihaklainyang berhak.

Pembayaran Reasuransi.

Pembayaran kembali Qardh kepada Badan.

d. Pengembalian Dana Tabarru’ akibat pembatalan Polis dalam
periode yang diperkenankan.

oo

2. lJika Dana Tabarru’ tidak mencukupi untuk membayar Manfaat
Asuransi maka Badan akan memberikan Qardh untuk menutupi
kekurangan tersebut secara tunai, yang wajib dikembalikan oleh
Peserta kepadaBadan.

Pasal 6

1. Adanya hubungan kepentingan (insurable interest) antara Peserta
dengan PihakYang Diasuransikan.

2. Seluruh Calon Pihak Yang Diasuransikan dalam Asuransi Jiwa Syariah
harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang
dalam perawatan dokter.

3. Bagi Calon Pihak Yang Diasuransikan yang pada saat diasuransikan
penutupan tidak masuk kerja karena sakit atau dalam perawatan
dokter atau sedang dalam perawatan di Rumah Sakit, maka
keikutsertaan dalam asuransi atas dirinya mulai berlaku sejak yang
bersangkutan dinyatakan sehat dan aktif bekerja.

4. Usia Calon Pihak Yang Diasuransikan sesuai dengan ketentuan
underwritingyang berlaku.

Pasal7

1. Lembagayang bermaksud mengadakan Perjanjian Asuransi dengan
Badan, diwajibkan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan
Asuransi Jiwa Perorangan Syariah beserta formulir pendukung dan
persyaratanyang ditentukan oleh Badan.

2. Seluruh keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada
Ayat 1 Pasal ini menjadi dasar Perjanjian asuransi antara Badan
dengan Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Polis.

3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa keterangan-keterangan
yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi jiwa Perorangan
Syariah dan formulir pendukung serta persyaratan-persyaratan lain
sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini tidak benar atau tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya, sedangkan perjanjian telah berjalan,
maka Perjanjian Asuransi tersebut batal demihukum.

www.bumiputera.com

E

Syarat - syarat Umum Polis

.

Pasal 8

1. Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku setelah terbitnya Polis dan
pembayaran kontribusinya telah dilunasi.

2. Perjanjian Asuransi ini berahkir dengan sendirinya sesuai dengan
berahkirnya kontrak asuransi atau saat risiko meninggal dunia atau

saat penebusan Polis.

Pasal9

1. Pembayaran kontribusi dilakukan sesuai kesepakatan Peserta yang
dihitung berdasarkan Tabel Kontribusi.

2. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan secara sekaligus, tunggal,
tahunan,setengahtahunan, dan triwulanan sesuai dengan ketentuan
Badan.

3. Kontribusi dibayar dimuka secara penuh di Kantor Pusat Badan atau
tempatlainyangditetapkanoleh Badan.

4. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan Kontribusi
tidak dapat dilakukan tepat pada waktunya oleh Badan, tidak
membebaskan kewajiban Peserta untuk melakukan pembayaran
Kontribusi kepada Badan.

Pasal10

1. Pembayaran Kontribusi Lanjutan diberikan masa leluasa selama 30
(tigapuluh) harikalender terhitung mulaitanggal jatuh tempo.

2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa
Leluasa, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sesuai ketentuan
yang berlaku.

3. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah Masa
Leluasa, maka kepada Pihak Yang Ditunjuk akan dibayarkan Nilai

Tunai.

Pasal11

Untuk produk yang memiliki fasilitas Pengambilan Sebagian Nilai Tunai
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengambilan Sebagian Nilai tunai dapat dilakukan atas permintaan
tertulis dari Peserta.

2. Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku) dan telah berjalan 3 (tiga)
tahun.

3 Pengambilan sebagian Nilai Tunai dapat dilakukan satu kali dalam
tahunyang sama, maksimal 3 (tiga) kali selama masa asuransi.

4. Maksimal pengambilan adalah 50% dari Nilai Tunai saat pengajuan.

Pasal12

1. Apabila sampai akhir masa leluasa Kontribusi belum dibayarkan,
maka Peserta dapat menentukan salah satu pilihan sebagai berikut:

a. Memperoleh Nilai Tunai, dengan menyerahkan Polis dan Kuitasi
pembayaran kontribusiterakhir kepada Badan,dengan demikian
Perjanjian Asuransi dinyatakan berakhir dan Polis menjadi tidak
berlaku.

LT T [
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b. Membayar luran Tabarru' dan Ujrah dengan cara
memperhitungkan Nilai Tunai.

1. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan sampai akhir Masa Leluasa
dan Peserta tidak secara aktif menyatakan pilihan atas ketentuan
Pasal 12 Ayat 1.a. atau Ayat 1.b., maka secara otomatis Badan akan
memberlakukan Pasal 12 Ayat 1.b.

2. Apabila Nilai Tunai tidak mencukupi dan/atau telah habis untuk
membayar luran Tabarru' dan Ujrah maka secara otomatis asuransi

berakhir.

Pasal13

1. Polis yang pembayaran Kontribusinya tertunggak dan Polis masih
aktif, maka dapatdipulihkan kembali.

[

Pemulihan Polis dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan
Kontribusi Lanjutan dan dikenakan Biaya Administrasi.

3. Dengan melunasi seluruh tunggakan Kontribusi Lanjutan, maka
Dana Investasi dan Mudharabahnya diperhitungkan sejak tanggal
Pemulihan Polis.

Pasal14

k dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi setelah
isuransi berjalan 3 (tiga) tahun.

Pasal15

1. Peserta dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima
pembayaran Manfaat Asuransi sebelum Pihak Yang Diasuransikan
meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan
asuransidan mendapat persetujuan pihakyang digantikannya.

2. Penggantian Pihak Yang Ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh
PesertakepadaBadan.

Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh
Badan.

w

Pasal16

1. Peserta dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu
dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai
Peserta sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.

2. Jika Peserta bukan Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia
maka Pihak Yang Ditunjuk yang sudah dewasa menggantikan
kedudukannya sebagai Peserta. Jika terdapat lebih dari satu nama
Pihak Yang Ditunjuk maka salah satu diantara mereka akan bertindak
atasnama lainnya sebagai Peserta.

3. Jika Peserta bukan Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dan
ternyata tidak ada Pihak Yang Ditunjuk atau Pihak Yang Ditunjuk
belum dewasa maka Pihak Yang Diasuransikan dapat menjadi Peserta
dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Badan.

Pasal17

1. Perubahan Polis dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari Peserta
dengan ketentuan Polis masih dalam keadaan aktif (berlaku).

www.bumiputera.com

Syarat - syarat Umum Polis

2. Perubahan Polis dapat meliputi: Peserta, alamat, Pihak Yang Ditunjuk,
dan carabayar.

3. Perubahan Polis atas permintaan Peserta/Pihak Yang Diasuransikan
akan diproses oleh Badan sesuai dengan ketentuan underwriting

yang berlaku, serta dikenakan Biaya Administrasi.

Pasal18

1. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, yang berhak
menerima Manfaat Asuransi adalah Pihak Yang Ditunjuk.

2. Dalam hal Pihak Yang Ditunjuk tidak ada maka penerima Manfaat
Asuransi ditentukan berdasarkan fatwa waris yang dikeluarkan oleh

instansiyang berwenang.

3. Manfaat Asuransi dibayarkan sesudah persyaratan yang diperlukan
lengkap diterima oleh Badan.

4. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan di Kantor Pusat Badan atau
ditempat lainyang ditetapkan oleh Badan.

Pasal19

1. Dokumenyangdiperlukan untuk mengajukan Klaimialah:
a. Persyaratanumum klaim:

Surat Pengajuan kiaim.

(M

(2) Polisasli/Polis pengganti.

(3) Kuitansi Kontribusiyang terakhirdansah.

(4) Foto kopi identitas diri (KTP/SIM/Pasport) yang masih

berlaku.
b. KhususuntukKlaim Meninggal Dunia, dilengkapidengan:

(1) SuratKeterangan Kematian yang disahkan oleh instansiyang
berwenang (Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat) atau
foto kopiyang telah dilegalisir.

(2) Surat Keterangan sebab kematian dari Dokter dalam hal
Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam perawatan
Dokter/Rumah Sakit.

(3) Surat Bukti mengenai kecelakaan diri dari Kepolisian
setempat termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam
hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena
kecelakaan.

(4) Daftar pertanyaan klaim.

(5) Bahan-bahanlainyangdiperlukan.

2. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, jangka waktu
pengajuan Klaim beserta bukti-bukti pendukungnya selambat-
lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Pihak Yang Diasuransikan
meninggal dunia, di luar jangka waktu tersebut Badan berhak
menolak pengajuan Klaim.

3. Badan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang
dianggap perlu dalam proses pengajuan Klaim.

Pasal 20

1. Polisiniterdapat bagihasilinvestasi dalam bentuk mudharabah.

2. Pembagian prosentase atas mudharabah antara Badan dan Peserta
ditentukan oleh Badan pada saat terjadinya akad.




3. Mudharabahdihitung berdasarkan hasil investasibersih.

4. Mudharabah hasil investasi atas Dana Investasi akan menambah Nilai
Tunai.

5. Mudharabah hasil investasi atas Dana Tabarru' yang menjadi porsi
Peserta seluruhnya dihibahkan ke dalam DanaTabarru'

Pasal 21
SURPLUS UNDERWRITING

1. Badandapat memberikan Surplus Underwriting Asuransi Jiwa Syariah
dalam setiap akhirtahun keuangan sesuai ketentuan Badan.

2. Surplus Underwriting tidak diberikan kepada Peserta apabila:

a. Masih mempunyaiQardh dalam kewajiban DanaTabarru, atau
b. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' tidak memenuhi ketentuan
perundang-undangan.

3. Pesertaberhakatas Surplus Underwriting dengan ketentuan bahwa:

Diberikan dengan nisbah sebagaimanatercantumdalam Polis.

b. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
bulan pada saat perhitungan Surplus Underwriting yaitu pada
akhirtahunkeuangan.

¢. Surplus Underwriting akan dihitung berdasarkan masa Polis
setelah 12 (duabelas) bulan Polis berlaku.

d. Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima
pembayaran Manfaat Asuransi (selain Nilai Dana Investasi) dalam
3 (tiga) bulan sebelum perhitungan Surplus Underwriting.

e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus

Underwriting.

o

4. Badan tidak berkewajiban untuk membayar imbalan atau
pembayaran tambahan lain sejak saat Surplus Underwriting harus
dibayarkan sampai saat Surplus Underwriting tersebut benar-benar
diterima oleh Peserta.

Pasal22
PENGECUALIAN

1. Badan bebas dari kewajiban membayar Santunan Kebajikan, jika
Pihak Yang Diasuransikan mengalami risiko meninggal dunia
sebagaiakibatdarisalah satu sebab dibawahini:

a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang
yang telah memiliki ketetapan hukumyang mengikat.

b. Sebagai akibat perbuatan kejahatan secara sengaja yang
dilakukan oleh Ahli Waris dengan atau tanpa bantuan pihak lain
yang berkepentingan dalam Polis ini.

c. Setiap tindakan kejahatan yang dilakukan Pihak Yang
Diasuransikan atau terlibatnya Pihak Yang Diasuransikan dalam
setiap perkelahian kecuali tindakan membela diri, kerusuhan,
huru-hara, pemberontakan, peperangan, atau kegiatan-
kegiatanlainyang serupa.

d. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol dan zat adiktif
lainnya sebagai akibat gaya hidup Pihak Yang Diasuransikan
yang menyimpang.

e. Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) yang timbul karena penyimpangan
perilaku PihakYang Diasuransikan, atau

f.  Akibat perang, latihan perang, perang saudaradanrevolusi.

g. Bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi,
banjir,dan angin topan.

h. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dimana
Pihak Yang Diasuransikan pada saat itu bertindak selaku Pilot/
Awak dan tidak membayar Kontribusi tambahan Aviasi sesuai
ketentuan.
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Syarat - syarat Umum Polis

i. Perbuatanyangdilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar
oleh merekayang berkepentingan dalam Polis ini (Peserta/Pihak
Yang Diasuransikan/AhliWaris).

2. Sehubungan dengan Ayat 1 Pasal ini maka Badan hanya membayar
NilaiTunai

Pasal 23
PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEURE)

1. Dalam keadaan luar biasa (force majeure) seperti keadaan perang
atau krisis ekonomi nasional, Direksi dapat mengambil keputusan
atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat
persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.

2. Keputusan atau tindakan pada Ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan
kepada Dewan Komisaris dan/atau BPA selambat-lambatnya
dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Keputusan Direksi.

3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus
dipertanggungjawabkan dalam Sidang BPA berikutnya yang
terdekat

Pasal 24

SYARAT-SYARAT KHUSUS/TAMBAHAN

Syarat-syarat khusus/tambahan lainnya merupakan ketentuan tambahan
yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Syarat-syarat Umum
Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah dan yang mengikat antara Badan
dengan Peserta.

Pasal 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dari Polis ini, maka Badan dan yang
berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara
musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyeleszian
perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS
yang keputusannya mengikat Badan dan yang berkepentingan
sebagaikeputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pasal26
TEMPAT KEDUDUKAN

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 25 tidak dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS), Badan dan Peserta memilih tempat kedudukan yang tidak
berubah (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat
kedudukan Kantor Pusat Badan maupun kantor-kantor di daerah dimana
Kantor Pusat Badan mempunyai kantor.

1 T o oo
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ANGGARAN DASAR
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

MUKADIMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa dengan- dilandasi niat yang tulus ikhlas serta itikad baik
untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan para anggota Persatoean
Goeroe-Goeroe Hindia Belanda (PGHB) pada awalnya, maka oleh tiga
orang guru Hindia Belanda yaitu Mas Ngabel Dwidjosewojo, Mas Karto
Hadi Soebroto, dan Mas Adimidjcjo, didirikanlah suatu perkumpulan
yang bergerak dibidang asuransi jiwa dengan nama Onderlinge
Levensverzekering Maatschappl] Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia
Belanda yang disingkat OLMij PGHB pada tanggal 12 Februari 1912
Magelang. >

Namanya kemudian berubah menjadi Olmij Boemi Poetera pada
7 November 1914, selanjutnya berubah menjadi Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 padd tanggal 29 oktober 1966 Bahwa OLMij PGHB yang
didirikan dengan Akta Notaris De Hontyang berkedudukan diYogyakarta
sah menurut hukum sejak berdirinya sebagai suatu bentuk usaha untuk
melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban
Sarseroan Terbatas vang sah sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10
keputisan Kerajaan Belanda Tanggal 28 Maret 1870 No. 2 5tb. 64 sesuai
Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.

Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya
berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemi Poetra 1912 yang
Anggaran Dasamya disahkan oleh Dewan Komisaris Pertanggoengan
Diiwa menurut ketetapannya tanggal 29 juni 1956 Nomor 94/451.7.
Kemudian mengalami perubshan menjadi Anggaran Dasar 1967
yang disahkan oleh Direktorat Perasuransian Departemen Keuangan
RI tanggal 9 Desember 1966 No. D.AD/05/66 didaftarkan dikantor
Pengadilan Negeri Jakarta No. 1782 dimuat dalam Berita Negara tanggal
12 Desember 1967 Nomor 99.

Bahwa OLMij PGHB didirikan tanpa modal. Adapun Dana
Operasionalyangdidapat adalah bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda
yang diberikan setiap bulan sebesar 300 (tiga ratus) Guiden dari bulan
Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun 1923 Bahwa bidang usaha jasa
perasuransian jiwa adalah bidang usaha yang berupaya menanggulangi
risiko kerugian finansial yang dihadapl oleh anggota masyarakat dan
sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga
berpotensi sebagai sarana penunjang dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur,

Bahwa sebagai badan usaha yang lahir di masa pergerakan nasional
vang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa. Maka Asuransi
Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa terus berupaya meningkatkan
uszhanya secara sehat dan bertanggung jawab sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta norma-normayang berlaku dalam
industri asuransi.

Bahwa Rapat Anggota yang diadakan pertama kali pada tanggal 7
Nopember 1914 di Semarang dihadiri oleh semua anggota OLMij PGHB.
Dalamperkembangannya, Eaﬁatanggntatidakmungkindisetepggarakan
sehingga diambil kebijaksanaan untuk mengganti Rapat Anggota
menjadi Rapat Majelis Perwakilan Anggota pada tahun 1955 yang dalam
perkembangannya pada tahun 1966 berubah menjadi Badan Perwakilan
Anggota yang merupakan lembaga tertinggi di Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912

Bahwa Badan Perwakilan Anggota sebagai lembaga tertinggi di
Serusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Sidang Luar
Biasa pada tanggal 3 Nopember 1984, tanggal 6 September 1993, tanggal
28 Agustus 1995, tanggal 29 Nopember 1995, tanggal 31 Juli 1996,
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Anggaran Dasar

tanggal 15 Agustus 1998 dan tanggal 19 Juni 2008, telah memutuskan
serta mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 sehingga dalam diharapkan memenuhi tuntutan
kemajuan zaman serta dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan
usaha bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.Dengan mempelajari
perkembangan intern perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912 dan dunia perasuransian di Indonesia, serta -mengantisipasi
berbagal kendala, ancaman dan peluang yang diperhitungkan akan
dihadapi oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam awal
abad ke 21, maka pada tanggal 23 Mei 2008 Badan Perwakilan Anggota
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengadakan Sidang Luar Blasa
dan telah memutuskan dan mengesahkan Anggaran Dasar Asuransi
Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang baru, sebagai hasil perubahan dari
Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912,

BAB |
PERATURAN UMUM

Pasal 1
Nama Perusahaan

1) Perusahaan ini bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912 (dalam bahasa Inggris : Bumiputera 1912 Mutual Life
Insurance Company) yang merupakan kelanjutan dari Onderlinge
Levensverzekering Maatschappij (OLMij) "Boemi Poetera” Badan
Hukum, selanjutnya disingkat AJB Bumiputera 1912,

2) Onderlinge Levensverzekering Maatschappij {ol. Mij ) “Boemi Poetera”
kelanjutan dari Onderlinge Levensverzekerig Maatschappij Persatuan
Guru Hindia Belanda (OL Mij PGHB) yang didirikan pada tanggal dua
belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus dua belas (12-2-
1912) di Magelang, Indonesia.

Pasal 2
Tempat Kedudukan

1) AJB Bumiputera 1912 berkedudukan di Jakarta dan apabila dianggap
periu, dapat dipindahkan ke tempat lain.

2) AJB Bumiputera 1912 dapat membuka kantor perwakilan di tempat-
tempat yang dipandang perlu.

Pasal 3
Asas, Tujuan dan Usaha

1) AJB Bumiputera 1912 berasaskan Pancasila.

2) AJB Bumiputera 1912 bertujuan untk mewujudkan kesejahteraan
anggota beserta keluarganya dan ikut serta dalam membangun
Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3) AJB Bumiputera 1912 menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi
Jiwa dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 4
Prinsip Pengelolaan

1) AJB Bumiputera 1912 bersifat Usaha Bersama {Mutual) dan dikelola
dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku pada konsep dan
praktek Good Corporate Governance, serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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2) Usaha Bersama sebagaimana tersebut ayat (1) pada hakekatnya
adalah kebersamaan para Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912,

Pasal s
Organ Perusahaan

1) Organ AJB Bumiputera 1912 terdiri dari Badan Tertinggi dan
Pengurus.

2} Badan Tertinggi AJB Bumiputera 1912 adalah Badan Perwakilan
Anggota.

3) Pengurus AIB Bum;pu{era 1912, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB Il
MODAL

Pasals
Modal

OL Mij PGHB berdiri tanggal 12 Februari 1912 tanpa modal dasar.

BAB il
KEANGGOTAAN AJB BUMIPUTERA 1912

Pasal 7 -
Keanggotaan dan Tanda Anggota AJB Bumiputera 1912

1) Anggota AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang
berkewarganegaraan Indonesia secara perorangan maupun selaku
pengurus yang mewakili badan hukum atau lembaga yang tunduk
pada hukum Indonesia dan mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan
AJB Bumiputera 1912,

Pemegang polis produk Syariah dan unit link atau sejenisnya bukan
anggota AJB Bumiputera 1912,

Polis-polis yang dimiliki sebagaimana ketentuan tersebut pada ayat
(1) pasal ini merupakan tanda anggota.

Setiap anggota AJB Bumiputera 1912, memiliki hak atas Reversionary
Bonus sebagaimana tercantum dalam polis masing-masing. -

Setiap anggota AJB Bumiputera 1912, mempunyai hak memilih dan
dipilih menjadi anggota BPA dalam setiap pemilihan anggota BPA
untuk daerah pemilihan dimana yang bersangkutan berdomisili.
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BAB IV
BADAN PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal g
Kedudukan dan Kewenangan BPA

1) Badan Perwakilan Anggota, selanjutnya disingkat BPA merupakan
lembaga tertinggi di AJB Bumiputera 1912 yang menentukan Pokok-
pokok Kebljaksanaan AJB Bumiputera 1912,

2) BPA mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan
Direksl.

3} Dalam melaksanakan tugasnya, BPA dibantu oleh Sekretariat BPA.

Pasal9

Susunan BPA

1) BPA terdiri dari Ketua dan Anggota.

2) Anggota BPA terdiri dari Anggota BPA yang mewakili Pemegang Polis

www.bumiputera.com
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sesual Daerah Pemilihan.

3} Anggota BPA yang mewakili pemegang polis dipilih dari dan oleh
anggota AJB Bumiputera 1912,

4) Salah seorang diantara anggota BPA dipilih dalam Sidang BPA untuk
menjadi Ketua.

5) Ketua BPA dipilih oleh Sidang BPA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
sepanjang yang bersangkutan masih menjadi anggota BPA.

Pasal 10
Daerah Pemilihan

1} Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) adalah
sebagai berikut
a. Wilayah | Sumatera Bagian Utara meliputi Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam dan Sumatera Utara,

b. Wilayah I Sumatera Bagian Tengan meliputi Provinsi Sumatera
Barat, Riau dan Kepulauan Riau,

<. Wilayah il Sumatera Bagian Selatan meliputi Provinsi Sumatera
Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung.

d. Wilayah IV DKl Jakarta.

. Wilayah V Jawa Bagian Barat meliputi Provinsi Jawa Barat dan
Banten.

f. Wilayah VI Jawa Baglan Tengah meliputi Provinsi Jawa Tengah dan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah Vi jawa Bagian Timur meliputi Provinsi Jawa Timur.
Wilayah VIl Bali dan Nusa Tenggara meliputi Provinsi Bali, NTT dan

NTB.

i, Wilayah IX Kalimantan meliputi Provinsi Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

J. Wilayah X Sulawesi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan
Gorontalo.

k. Wilayah Xi Maluku meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua
dan Papua Barat.

Setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimiaksud ayat {1) sebanyak-

sebanyaknya diwakili oleh 3 {tiga) orang.

Perubahan Jumlah Daerah Pemilihan dan komposisi keterwakilan

pemegang polis asuransi kumpulan ditentukan dalam Sidang BPA.
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Pasal 11
Pemilihan Anggota BPA

1

Pemilihan Anggota BPA diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan
Angota BPA,

Panitia Pemilihan Anggota BPA terdiri dari unsur BPA vang tidak
mengikuti pemilihan, Direksi, Karvawan AJB Bumiputera 1912 dan
unsur independen yang diusulkan Direksi,

Panitia Pemilihan Anggota BPA disahkan dalam Sidang BPA.

Anggota AJB Bumiputera 1912 yang memiliki polis lebih dari 1 (satu)
hanya memililki 1 {satu) hak suara dalam pemilihan Anggota BPA.
Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA yang mewakili pemegang
polis adalah anggota AJB Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif
dan berlaku, serta sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
sebelum pemilihan dilaksanakan, dan kontrak asuransinya belum
akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun berikutnya.
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yang jangka waktunya sudah berakhir.
Tatacara Pemilihan Anggota BPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Perusahaan yang disahkan dalam Sidang BPA.

7)

Pemilihan anggota BPA baru untuk mengganti sejumiah anggota BPA

—
—
.
=&
“—
_—
_—
a5
"
“—_
. 0
B
. =
=5
-5
e
.=
-
__u
j‘
.=
.
‘ =N
-
N
N
N
N
.
5 I
—




S
I
% i@ = et
= o =
(o] - 2 b7 <1
[ W e n
= -5 L o o
nmw foes L pi wxu.,
o a. & @
— & o g 5
] © c 4 g 5
o S g8¢2 2
e o ¢ =
. <2 .,mw m.uu,. .@ v
5 o3 B
A ] o L & mm
= L i Wy r
Evl o o o0 o
I o w& e M"m
- >, .
& o B O & ] 3 £
22 cd = % < >
W m e ] il i -
5 i%w = WY ﬁu 0
g O ™ C d et o) -
AR 1 o . 5 = =
EE ] : o ] =l
W o g c ] o 5 =
TR = & = o 5
=z 5§ o | 2 B £ T W
AR h | £ ; T
£3EQ ' e ! & I o o L
] & o ! & o e i R Mw.m .
i ] st e ls i
o R | - ,ﬁn = 3
] @ =
o 3
[ 4 b
TG i
E I o
o E &Y ®
“l o S
# g 33 ® £
r @ - i
g Y © = <%
@ k)
(M I (@]
. o~
7 o
vt ar
e ]
& A
ot L4
] o
.o ol
£ 5 o~
o B v
B roli v} s
w D =
o =
o, v
[ ) o
& B '
e ¢
R v
o
€=
[}
T u.@
oo
« E
[ ]
oy
m
kg
£
[ R v
o
Lo )
.ﬁp -
e
b =
E
=]
o
o
by
7]
, 5
“ ot a.
pon pids =
T = - :
g 3 - E
N W 3
£ [ Vi 2
5 g




M

bumiputera

proven over time

Pasal 19 :
Pimpinan Sidang BPA

1). Sidang Tahunan dan Sidang Luar Biasa BPA dipimpin oleh ketua BPA,
dalam hal ketua BPA berhalangan sidang dipimpin oleh salah seorang
anggota BPA yang hadir dipilih oleh anggota sidang.

2) Pemilihan Pimpinan Sidang dilakukan dengan cara musyawarah dan
mufakat, jika cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pemilihan
dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 20 :
Hak Suara Anggota BPA

1) Setiap anggota BPA mempunyai 1(satu) hak suara dalam Sidang
Tahunan maupun dalam Sidang Luar Biasa BPA.

2) Dalam hal seorang anggota BPA berhalangan hadir dalam sidang
dapat memberikan kuasa kepada anggota BPA yang lain untuk
mengeluarkan suara/pendapat atas namanya dalam Sidang Tahunan/
Sidang Luar Biasa BPA.

3) Seorang anggota BPA hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota
lainnya.

Pasal 21
Keputusan Sidang BPA

1) Segala keputusan baik dalam Sidang Tahunan maupun dalam Sidang
Luar Biasa BPA diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan untuk mencapai mufakat, :
Apabila telah diusahakan tidak juga tercapai kata sepakat,maka akan
diadakan pemungutan suara. :
" Khusus mengenai diri seorang dilakukan pemungutan suara secara
tertulis.

Apabila dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (2) diperaleh suara yang sama, maka diadakan pemungutan
suara ulang sampai tercapai jumlah suara yang dapat menentukan
untuk mengambil keputusan.

Ringkasan hasil keputusan sidang BPA diumumkan dalam 2 (dua)
media cetak nasional dan melalui website AJB Bumiputera 1912,
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Pasal 22
Hak Anggota BPA

Anggota BPA berhak atas uang representasi sebagai penghargaan
dalam jumlah yang wajar dan ditetapkan dalam sidang BPA.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS

Pasal 23
Kedudukan dan Susunan Dewan Komisaris

1) Dewan Komisaris asalah badan yang melakukan pengawasan dan
memberi nasehat atas pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan
AJB Bumiputera 1912 yang dilakukan oleh Direksi.

2) Anggota dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Sidang
BPA.

3) Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang.

www.bumiputera.com
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Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah tiga orang, makas satu
orang berasal anggota BPA dan dua orang berasal dari kalangan
independen.

Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah lima orang, maka dua
orang berasal anggota BPA dan tiga orang berasal dari kalangan
independen.

Salah seorang diantara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat
oleh Sidang BPA menjadi Ketua Dewan Komisaris merangkap anggota
dengan sebutan Komisaris Utama.

Anggota Dewan Komisasris tidak diperbolehkan merangkap jabatan
pada jabatan yang berada dibawah Direksi. -

5
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8) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh

Sekretariat dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat
(3) Anggaran Dasar ini.

Pasal 24
Syarat dan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

1) Syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris :

a. Tidak ada hubungan keluarga baik derajat ke atas dan ke bawah
maupun ke samping sampai derajat kedua dengan anggota
Dewan Komisaris dan atau Direksi yang telah ada.

b. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kegiatan usaha
perasuransian di Indonesia.

¢, Memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan vang
ditentukan oleh lembaga pembina dan pengawas perusahaan
perasuransian. :

2) Khusus untuk anggota Dewan Komisaris dari kalangan Independen
harus memenuhi kriteria sebaga berikut:

- Syarat Formal
a. Mampu melakukan perbuatan hukum.

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
Direksi atau Dewan Komisaris yang bersalah menyebabkan
perusahaan dinyatakan pailit.

¢.. Tidak pernah dipidana karena merugikan negara.

d. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BPA, Komisaris dan
Direktur.

e, Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya
yang terafiliasi dengan AJB Bumiputera 1912,

f. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau
hubunganlainyangdapatdiinterprestasikanakanmenghalangl
atau mengurangi kemampuan komisaris independen uniuk
bertindak dan berfikir independen demi kepentingan AJB
Bumiputera 1912.

Kriteria dan Kompentensi

a. Memiliki Integritas dan kejujuran.

b. Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan atau keuangan
perusahaan,.

¢. Memiliki wawasan yang luas dan kemampuan berfikir
strategis.

d. Memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya
sebagai komisaris independen.

e. Memiliki kemampuan untuk berfikir obyektif dan independen
secara Profesional.

3) Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima} tahun dengan
tidak mengurangi hak BPA untuk memberhentikannya sewakiu-
waktu, -

4) Setelah masa Jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris dapat
diangkat kembaii.

e
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5} Masa labatan Dewan Komisarls maksimal adalah 2
berturut-turut.

=anggotaan Dewan Komisaris

a: Masa jabaten berakhin;

b. Mengundurkan diri;

€. Anggota Komisaris vang berasal darl BPA berakhir Jabatannya

apabila berakhir masa keanggotaan BPA.

. Meningal dunia;

idak mampu menjalankan tugasnya;

Telah mencapai usia 65 tahun;

7} likas seorang anggota Dewan Komisaris meninggal Dunia atau tidak
mampt menjalankan tugasnya mengudurkan dirl, atau diberhentikan
oleh BPA sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengganti
anggota Dewan Kemisaris tersebut, BPA mengangkat anggota Dewan
Komisaris Pengganti.

8] Anggota Dewan Komisaris Pengganti tersebut meneruskan masa
jabatan dafi anggota vang digantikannya,

{dua) period

akhir, apabila:

[
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Pasal 25
Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris

1} Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan kevja dan pengelolaan
anggaran AJB %;‘;'*ﬁfzra 1912 yang dilakukan Direksi serta
menyampaikan hasil penilaiann wa kepada BPA.

} Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat melakukan kunjungan kerja
ke kantor-kantor AJB Bumiputera 1912 dalam rangks menjalankan

3} Dewan komisaris berwenang untuk sewaltu-waktu menanyakan

kepada Direksisegalasesuatuyang berhubungandengan pengelolaan

AJB Bumiputera 1912

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan anggota Direksi

untuk sementara bila anggota Direksi yang bersangkutan melakukan

tindakan yang bertentangan dengan anggaran Dasar AJB Bumiputera

1512 atau bertentangan dengan maksud dan tujuan Perusahaan atau

malalalkan kewajiban dan merugikan Perusahaan.

Jika pemberhentian untuk sementara anggote Direksl tersebut

menimbulkan kekosongan dalam seluruh kepengurusan sehari-hari,

maka tugas Direksi untuk sementara dilaksanakan oleh seorang
atau iet;sé*; anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

)
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&1 Selambat »igfsba;r‘}a 30 (tigapuluh) hari setelah peristiwa tersebut,
Dewan Komisarls harus memints Sidang Luar Biasa BPA untuk
memutuskan tentang pemberhentian sementara itu,

} Sidang Luar Biasa BPA tersebut diselenggarakan atas undangan ketu

BPA dan dalam sidang tersebut anggota Direksi yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri dan akhirnya akan diputuskan

apakah anggota Direksi yvang bersangkutan terus diberhentikan atau
dipuiihkan nama baik dan jabatannya,

Jjika tindakan Dewan Komisaris dibenarkan oleh BPA dan anggota

Direksi yang bersangkutan diberhentikan, maka BPA mengangkst
penggantinya untuk meneruskan masa jabatan yang tersisa.

Jika tindakan Dewan Komisaris tidak dibenarkan oleh Sidang Luar
BPA, atau zér‘a*m i}gr Biasa ﬁ?ﬁi iiéék éz;&%ﬁg arakan i§§§§§§§

i
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Biasa

sementara maka %&piﬁ’mﬁ;ﬁ Dewan Kﬂm&&*fsteﬁiaqﬂ t**"‘?“v::"'?ﬁr?ﬁ&ﬁ
a anggota Direksi yang bersangkutan termasuk semua

alasan pemberhentikan sementara tersebut kembali memangku

jabatannya dan dipulihkan nama ba

WA
fniya.
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10} Dewan komisarls atas persetujuan BPA dapat membentuk komite-
komite yang berfungsi membantu AJB Bumiputera 1912,

11)Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Komisaris
bertanggung kepada BPA.

12) Dewan Komisaris diwajibkan menyusun Pedoman kerja berdasarkan

- Anggaran Dasar ini dan yang disahkan oleh sidang BPA,

13} Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi
terhadap keruglan AJB Bumiputera 1912 yang disebabkan oleh faktor
kesalahan pribadi dari vang bersangkutan dalam melakukan tindakan
yang menyimpang dari Tata Tertib menurut Anggaran Dasar, dan
aturan-aturan yang berlaku di AJB Bumiputera 1912,

14)Dalam membantu pelaksanaan tugasnys, dewan Komisaris dapat
membentuk komite-komite, antara laln komite Audit, komite Good
Corporate Governance, komite Manajemnen Risiko dan Investasi, atau
komite lain yang dianggap periu.

Pasal 26
Hak Dewan Komisaris

Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium, emolumen dan
jaminan harl tua yang besamya ditentukan oleh Sidang BPA.

Pasal 27
Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

1) Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan
satu kali atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

2} Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ketua Dewan komisaris.

3} Dalam hal ketua berhalangan, Rapat dipimpin oleh anggota yang
hadir yang dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh anggota
yang hadir.

4; Apabila diperiukan, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi

untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris,

Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah

untuk mencapal mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan,

maka keputusan diambil berdasrkan suara terbanyak.

Rapat Dewan komisaris sah dan dapat mengambil keputusan apabila
dihadirt oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota komisaris.

7} Untuk mengambil keputusan terhadap suatu tindakan hukum
tertentu yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika
dihadiri dan disetujul oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
anggota komisaris yang hadir.

8) Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara langsung maupun

relalui evaluasl terhadap laporan berkala yang diterima dari Direksi

secara bulanan.

Keputusan Rapat Dewan Komisarls dituangkan dalam Risalah Rapat

yang diketahui oleh anggota Komisaris dan ditandatangani oleh

pimpinan Rapat.
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BAB VI
DIREKSI

Pasal 28

Kedudukan dan Susunan Direksi

i} D

ireksi adalsh Badan vang menjalankan usaha AJB Bumiputera 1912,
am pengertian menjalankan usaha termasuk pengelolaan
raan dan melakukan segala tindakan AJB Bumiputera 1912,

M. R
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Pasal 29
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proven over time

) Direksi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 {tiga) orang, salah seorang
diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama, dalam Sidang BPA.

) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Sidang BPA.

) Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama mewakili AIB

Bumiputera 1912 di dalam dan di luar Pengadilan.

Apabila Direkiur Utama berhalangan, maka sekurang-kurangnya

separuh dari jumlah anggota Direksi yang ada bertindak untuk

dan atas nama mewakli AJB Bumiputera 1912 di dalam dan di luar

Pengadilan.

Pembagian dan mekanisme kerja anggote Direksi diatur dalam

Peraturan tersendiri yang disusun oleh Direksi dengan mendapat

persetujuan Dewan Komisaris.

b

Masa Jabatan Anggc;ta Direksi

1

4

5
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} Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi

hak BPA untuk memberhentikannya sewaktu-waktu jika Direksi yang

. bersangkutan melakukan tindsakan-tindakan sebagai berikut:

a. Melanggar Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan,

b. Terlibat Tindak Pidana secara langsung maupun tidak langsung.

<. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

d. Tidak aktif melaksanakan tugas sebagai Direksi selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut,

Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat

kembali, )

Masa jabatan Direksi maksimal adalah untuk 2 (dua) periode secara

berturut-turut sejak diangkat sebagai anggota Direksi dalam tingkat

yang sama.

Usia maksimum pada saat pengangkatan pertama sebagal Direksi

adalah 60 tahun.

Syarat untuk menjadi anggota Direksi:

a. Warga negara Indonesla dan diutamakan karyawan AJB
Bumiputera 1912 yang berprestasi,

b. Berjiwa Pancasila dap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

<. Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
dan/atau Direksi yang telah ada sampal dengan 2 (dua) derajat
baik ke atas dan kebawah maupun kesamping.

d. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kegiatan usaha
perasuransian jiwa diindonesia.

e. Memenuhi persyaratan  kemampuan dan kepatutan yang
ditentukan oleh lembaga pembina dan pengawas perusahaan
perasuransian.

Anggota Direksi yang berakhir masa Jabatan atau meletakkan jabatan

atau meletakkan jabatan wajib membuat memori jabatan,

vl
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7} Dalam hal seorang anggota Direksi meletakkan jabatan atau

i

berhalangan menjalankan tugasnya, maka Tugas dan Kewajiban
Direksi yang bersangkutan untuk sementara dirangkap oleh anggota
Direksi yang lain sampal ada ketetapan lain sampai ada ketetapan lain
yang ditetapkan oleh Sidang BPA.

Dalam hal terfadi kekosongan akibat seluruh anggota Direksi
tidak dapat melaksanakan tugas dan atau meletakkan jabatan,
Dewan Komisaris dapat menjalankan Tugas dan Kewajiban Direksi
untuk sementara sampal diselenggarakan Sidang Luar Biasa BPA
berikutnya.

Sidangluar Biasa BPA mengangkat Direksi- Pengganti untuk
meneruskan masa jabatan yang tersisa.

o

e
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Paszal 20

Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
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Setiap anggota Direksi wajib dengan iktiked baik dan penuh
tanggungjawab menjalankan tugas pengelolaan untuk kepentingan
dan perkembangan usaha AJB Bumiputera 1912,

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi terhadap
kerugian AJB Bumiputera 1912 yang disebabkan oleh fakta kesalahan
pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang
menyimpang dari Tata Tertib menurut Anggaran Dasar, dan aturan-
aturan yang berlaku di AJB Bumiputera 1912

Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan pada perusahaan lain di
luar lingkungan AJB Bumiputera 1912, kecuali untuk jabatan Komisaris
setelah mendapatkan persetujuan dari Sidang BPA atas usul Dewan
Komisaris.

Setiap anggota Direlsi dapat duduk sebagaianggota Dewan Komisaris
pada badan usaha di lingkungan AJB Bumiputera 1912, sebanyak-
banyaknya 1 {satu) jabatan setelah mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris dengan tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun
dari jJabatan tersebut.

Direksi diperbolehkan mengikat AJB Bumiputera 1912 dengan orang
atau Badan lain, akan tetapl diwajibkan memperoleh persetujuan dari
Dewan Komisaris dalam hal melakukan tindakan di bawah inl untuk
kepentingan AJB Bumiputera 1912

a. Meminjam uang atau meminjamkan uang selain pinjaman polis.

. Mendirikan bangunan;

Membeli dan mengagunkan tanah bangunan;

. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta tetap;

® o n oo

Mendirikan badan usaha baru atau membubarkan badan usaha
yang sudah ada,

£ Membeli atau menjual saham-saham dalam ranfka penyertaan.
g. Memberikan garansi ("borgtocht”).

Dalam  hal  Dewan memberikan
sebagalmana ketentuan ayat (5) di atas, maka Dewan Komisaris
ikut bertanggungjawab bersama-sama Direksi apabila perusahaan
mengalami kerugian sebagai akibat persetujuan yang diberikan.
Direksi mempunyal kewajiban menyampaikan laporan mengenai
kegiatan usaha AJB Bumiputera 1912 kepada Dewan Komisaris setiap
3 (tiga) bulan sekali.

Direksi mempunyal kewajiban untuk menyampaikan Rencana Kerja,
Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan kepada BPA sebagai
bahan Sidang Tahunan BPA,

Direksi dapat menunjuk ahli-ahli dan membentuk Komite-komite
guna melaksanakan tugas khusus atas beban Bumiputera 1912
dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Komisaris persetujuan

10} Khusus untuk penunjukan ahli-ahli guna melaksanakan tugas dalam

jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun) Direksi dapat melakukan

penunjukan terlebih dahulu kemudian dilaporkan kepada Dewan
Komisaris.

11) Direksi wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dalam hal

menyusun dan merubah struktur organisasi AJB Bumiputera 1912,

12) Direksi diwajibkan menyusun Pedoman Kerja berdasarkan Anggaran

Dasar inl yang terlebih dahulu dilaporkan kepada Dewan Komisaris
dan untuk kemudian disahkan oleh sidang BPA.

o ¢ ¢ O ¢
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Pasal 31
Hak Anggota Direksi

Kepada anggota Direksi diberikan gaji tiap bulan, emolumen dan
jaminan hari tua yang bentuk dan besarnya ditetapkan oleh sidang BPA.

Pasai32
Tata Tertib Kerja Direksi

1

ot

Rapat-rapat Direksi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu} kali

dalam sebulan atau bila dipandang perlu.

Rapat Direksi menentukan keputusan strategis sebagal pelaksanaan

Keputusan Sidang BPA mengenal Rencana Kerja dan Anggaran AJB

Bumiputera 1912, !

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur

Utama berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota

Direksi yang disepakati.

4] Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari % {setengah)
jumlah anggota Direksi.

5] Rapat Direksi untuk mengambil keputusan terhadap suatu tindakan
hukum tertentuu yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh
Direktur Utama dan disetujui oleh lebih dari % {setengah) dari jumiah
anggota Direksi.

6] Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah .untuk
mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

7} Keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam suatu Risalah Rapat yang

diketahui oelh peserta rapat dan ditandantangani oleh Pimpinan

Rapat.
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BAB VIl
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 33
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi

1) Masa Pembukuan AJB Bumiputera 1912 berjalan mulan tanggal
1 (satu} Januar dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember tiap-tiap tahun,

2} Pada akhir setiap masa pembukuan disusun neraca yang memuat
penjefasan atas kekayaan dan kewajiban AJB Bumiputera 1912, dan
perhitungan laba/rugl, yang memberikan gambaran jelas mengenai
hasil usaha selama masa kerja tahun yang bersangkutan.

Pasal 34
Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sidang BPA menunjuk salah satu darl minimal 3 {tiga) Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang diusulkan oleh Direksi dan telah disetujui
Dewan Komisaris untuk melakukan audit laporan keuangan AJB
Bumiputera 1912 untuk setiap tahun buku.

Pasal 35
Pengesahan oleh Sidang Tahunan BPA

1) Sekurang-kurangnya 2 {dua) minggu sebelum Sidan Tahunan BPA

www.bumiputera.com
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menurut Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar ini, neraca dan perhitungan
laba/rugi harus disampaikan kepada pada anggota BPA.

2} Pengesahan oleh Sidang BPA atas neraca dan perhitungan laba/
rugi memberi pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam tahun vang
bersangkutan. -

BAB IX
PEMBAGIAN LABA, DANA CADANGAN DAN KERUGIAN

Pasal 36
Pembagian Laba

} AJB Bumiputera 1912 mengeluarkan jenis asuransi dengan hak

reversionary bonus dan tanpa hak reversionary bonus.

Pemegang Polis jenis asuransi dengan hak reversionary bonus atau

pembaglan laba mendapatkan hak atas reversionary bonus tersebut

dimulal pada akhir tahun polis kedua.

Laba seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang

telah disahkan dalam Sidang Tahunan BPA, dibagi sebagai berikut :

a. 80 % (delapan puluh persen) untuk para pemegang polis dengan
hak pembagian laba. :

b. 20 % (dua puluh persen) untuk dana-dana cadangan.

Jika polis ditebus, habis kontrak atau tertanggung meninggal dunia,

sehingga harga tunai atau uang pertanggungan harus dibayarkan,

maka laba menurut ayat (2) di atas harus dibayarkan kepada yang

berhak.
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Pasal 37
Dana Cadangan

1

o

Dana-dana cadangan pada pasal 36 Ayat (3) Sub b di atas terdiri dari :

a. Dana Cadangan Umuny;

b. Dana Jaminany

<. Dana Beasiswa dan Sumbangan,

2) Dana Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk guna
menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi,

3} Dana Jaminan adalah dana yang dibentuk untuk menambah jaminan
kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis.

4} Dana Beasiswa dan Sumbangan adalah dana yang disediakan untuk
memberikan beasiswa dan sumbangan yang bersifat soslal,

Pasal 38

Kerugian

1

.

Jika AJB Bumiputera 1912 menderita kerugian, maka kerugian

pertama-tama akan ditutup dengan Dana Cadangan Umum.

Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan

Dana Jaminan dan ekuitas lainnya,

3} Jika Dana Jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian,
maka diadakan Sidang Luar Biasa BPA dengan berpedoman pada
Pasal 40 guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi
atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha
bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya.

4} Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa

kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera

1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA.

2
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BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39
Syarat-syarat Perubahan Anggaran Dasar

1) Segala perubahan dari Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan
keputusan Sidang Luar Biasa BPA yang sengaja diadakan untuk
keperluan itu.

2) Sidang Luar Biasa BPA untuk keperluan merubah Anggaran Dasar AJB
Bumiputera 1912 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya % {tiga per
empat) dari seluruh jumlah anggota BPA,

3) Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar sah apabila disetujui oleh
sekurang-kurangnya % (tiga per empat) dari jumlah anggota yang
hadir termasuk yang diwakili secara sah.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 40
Pembubaran

.Pembubaran AJB Bumiputera 1912 hanya dapat terjadi atas
permintaan sekurang-kurangnya % (setengah) ditambah 1 (satu) dari

seluruh jumlah anggota AJB Bumiputera 1912, yang mewakili sekurang- .

kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh uang pertanggungan AJB
Bumiputera 1912,

Pasal 41
Likuidasi

1) DalamSidangluarBiasayangmemutuskan pembubarantersebut, BPA
akan menunjuk pihak ketiga sebagai Likuidator untuk menyelesaikan
likuidasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Perhitungan likuidasi dilaporkan dan disahkan oleh Sidang BPA.

Sisa lebih atas perhitungan likuidasi (jika ada) akan dibagikan kepada

anggota AJB Bumiputera 1912,

4) Asset yang berasal dari dana yang dikelola secara terpisah seperti
asuransi syariah, unit link atau sejenisnya, dalam hal terjadi likuidasi
diperhitungkan secara terpisah dari asset-asset perusahaan.

5} Pembubaran AJB Bumiputera 1912 diumumkan ke seluruh wilayah
Indonesia.

L)
—

Pasal 42
Tanggung Jawab Likuidasi

Sesudah perhitungan likuidasi oleh Sidang Luar Biasa BPA, maka
Likuidator mendapat pembebasan penuh darl tanggung jawab likuidasi,
dan dengan demikian maka pembubaran AJB Bumiputera 1912
dinyatakan telah selesai.

www.bumiputera.com

Anggaran Dasar

BAB XII
PERATURAN KEADAAN LUAR BIASA
(FORCE MAJEURE)

Pasal 43
Tindakan Direksi Dalam Keadaan Luar Biasa (Force Majeure)

1) Dalam keadaan luar biasa (force majeure) sepertl keadaan perang,
bencana alam atau krisis ekonomi nasional, Direksi dapat mengambil
keputusan atau tindakan tanpa harus mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.

2} Keputusan atau tindakan Ayat (1) tersebut harus diberitahukan
kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota BPA selambat-
lambatnya dalam waktu 1 {satu} bulan sejak Keputusan Direksi.

3) Keputusan atau tindakan tersebut pada ayat (1) di atas harus
dipertanggung-jawaban dalam Sidang BPA berikutnya yang terdekat
dan/atau Sidang Luar Biasa BPA yang diadakan untuk itu.

BAB Xl
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 44
Ketentuan Masa Peralihan

1) Segala peraturan pelaksanaan yang lama masih tetap berlaku
selama dan sepanjang peraturan tersebut belum dicabut, diubah,
disesuaikan dan diganti dengan peraturan pelaksanaan baru dan
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

2) Pemilihan anggota BPA sebagal akibat penyesuaian Anggaran Dasar
ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan
dalam Sidang BPA,

BAB XIV
PERATURAN PENUTUP

Pasal 45
Ketentuan Penutup

1) Anggaran Dasar ini dilengkapi dengan Penjelasan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar ini.

2} Hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur
dalam Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Sidang BPA.

3} Anggaran Dasar dan Penjelasan ini mulai berlaku terhitung sejak
disahkan oleh Sidang Luar Biasa BPA tanggal 26 Januari 2011,

. -
M. RI
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PTG1.01.Sy-Vs.2

" Nomor P (LSS 2O ALO 8]

T aoFq
ID Peserta . M L[(\M[] o123 &9 ] Tol Pengisian s [ AG] - [@1Y] - [[]ﬁ
Sebutan (Tn,Ny,Nn,Ps) : Jenis Kelamin 1 = Laki-laki 2 = Perempuan
Nama Lengkap : riemm 37378 27 1 A I A O
Gelar Depan [LT L LT LT 1T ] Gelrelakang:[STp] | [ [ [ [ [ [ []]
Tempat Lahir . GEIMBERI [T T T TT1] Tol Lanir: [0 17]- [017] - [£]3]
Nama bu Kandung Bkl Solemilar [ [ [ T T T T T T T T TTTTT1T]
Bukti Identitas [ kTP 2.5IM 3. Paspor
Nomor Identitas . [[7leBr Rz BEEeReEl 1]
Narga Negara : 1.WNI 2.WNA Status: 1=Kawin 2 =Belum Kawin 3 =Janda/Duda
E-Mail SN 5
Telepon | : (&7 12719160 12I8IE] ]

tatus / Jabatan E ﬁ/m (IRIAlE WA va

st Tl T T T T T T T T TTTTTTITT]

iama Lembaga / Perusahaan o 1 A Y A O I

Alzmat .WIIIl||Ill!\lllll\lllllllllllJ
CT T 11 [T T T T T T T T T T T T T T T TTITITITTT]
RELC T [ [ Rw:[ [ [ [ |

slurahan S I A I O B

Kecamatan L 1 T A I O I O A

Kota / Kabupaten : Hefd T 1T T T T T 1T [T T T TTTT]

o Telepon/HP waj i . O A

Propins  AWA TV IMAR [ [T T[T [[TTTTTTTTT]

Nomor NPWP c CLL T T I TIT T T T TTT1]

Alamat AT I g T T T [ T[T T T TTTT]
N N I A O I A

: RT;E[@@ RW:

Kelurahan S 711 1. 2 I

Kecamatan EACCAT [T LI T T T T T[]

Kota / Kabupaten . MENEER T L LT T[T [ [[[[[T]

Kode Pos S I T Y N A O A O

Propinsi :‘WWWMIIHHIIIII!IIHHU

Alamat Surat Menyurat 1 =Alamat Rumah 2 = Alamat Pekerjaan ;

Tempat Bayar Kontribusi ; 1 =Kantor Bumiputera 1912 2 = Alamat Pekerjaan 3 =Rumah 4= BankA

Mengambil Asuransi Atas % 1=Sama dengan calon peserta 2 = tidak sama dengan peserta

Jiwa Pihak Yang Diasuransikan

Wajib Di isi oleh peserta atau pemilik dana (orang tua/suami) jika Peserta Ibu Rumah Tangga / Pelajar :

Penghasilan Kotor Per Tahun [ ] Re<10juta [ ] Re50juta-Rp 100juta [ ] Rp300juta-Rp500juta
D Rp 10 juta - Rp 50 juta [:] Rp 100 juta - Rp 300 juta [:] Rp >500juta
Sumber Penghasilan. D Gaji [:] Bonus/ Insentif / Komisi D Usaha Pribadi
: , Hasil Investasi (sebutkan) ..........cccveiniiiiiiininn. Lain-lain (sebutkan) .............. L
Diisi jika Peserta lbu Rumah Tangga / Pelajar :
Pekerjaan Orang Tula suam 1 A I I A A O
Nama Lembaga/Jenis Usaha A T A O Y I B A

AJB Bumiputera 1912 Wisma Bumiputera, Lt. 17-21  T:+6221 2512154, 251 2157
JI. Jend. Sydirman Kav. 75 F:+62212512172

Jakarta 12910 E : info@bumiputera.com
www.bumiputera.com HALO BUMIPUTERA: 0800 188 1912 NO SERI 1 2 i O 8 8 6 2 5

SR

Halaman 1 dari 4 halaman
®
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A O I I B B
JenisKelamin [ ] 1=Laki-laki 2=Perempuan
I I A O O
[ T ] GelarBelakang: [ 1
[ L1 1] motani: [ J- T 1-C L]
I I O O I A A
Nnop: [T [ [ [ [T 11

1=Kawin 2= Belum Kawin 3 = Janda/Duda

[T T T 11

ID Pihak Yang Diasuransikan LT 1T 11
Sebutan (Tn,Ny,Nn,Ps) ?
Nama Lengkap
Gelar Depan

Tempat Lahir

Nama Ibu Kandung
Bukti Identitas

Warga Negara Status

EMail 'TllI%IIIllll\lIlll'il\l\llylllwl

2.SIM  3.Paspor

Status / Jabatan 1 A A O O [ | [T T T 1

Nama Lembaga / Perusahaan T T I I I T T T T T T T T T T T [ 1

Alamat S 1 I I I I A A [ [T T T T T T[]
BEEEEREEEEERRENEREE [T [T T T T TTT]
Ref T [ [ JRw:[ [ [ T]

Kelurahan T 1 11 T T T T 1T [T T TT T [ ]

Kecamatan T 1L 1T 1 T T T T T TTT T[] [ 1]

Kota / Kabupaten CIL 1 T LT T T 1T 1T 11T ITll [T T 1]

Kode Pos [:[:[j:[_—_]

No Telepon/HP wajib di isi Jrx:[ T 1T 1 J-CL T T LT T T T

l

11
O
i

Propinsi

Alamat :FfﬂﬂlllllillllllHlllll\l
|

Kelurahan S 1 I I I A A A
Kecamatan LTIt rrrrr il
Kota / Kabupaten S T T A B
Kode Pos : Telp: r [ ] l_l [—f | |‘ ]I ]| II ]l t‘%

Propinsi S T I O B A

1 = Istri / Anak / Orang tua kandung dengan Peserta
2 = Badan Hukum (PT, CV, FA, Koperasi dengan Karyawan)

Hubungan Pihak Yang Diasuransikan

Umur Calon Pihak Yang Diasuransikan Jenis Pertanggungan : [ 2] 1.Non Medical 2.Medical

Tahun

Macam Asuransi ML TIRIAL MIATBIRIGI&L [ [ [ [ ]| Kode:
Masa Asuransi [@]0 ] Tahun  Jenis Mata Uang : ‘7 1=Rupiah ~ 2=StandarUS$
Cara Pembayaran Kontribusi :ﬂ 2 =Triwulanan 3 = Setengah Tahunan ‘4 =Tahunan 5 =tunggal 6 = Sekaligus

Masa Pembayaran Kontribusi
Manfaat Awal / MA

Aviasi

Mulai Asuransi

Jenis Resiko :

Kelas Rider  : I:]

KelasWaifer : [ ] Kelipatan

- 2171

@19 ]

1.Crew=A 2.Crew=B 3.Crew=C

O@'{é‘

[

e :
luran Tabbaru’

[T ] xmAawal Ujrah ( Biaya Pengelolaan)
Ektra Tabbaru

Catatan Underwriter
Medikal Kelas : [ |

Dana Investasi
Kontribusi Rider

Kontibusi Aviasi

]

Kode Seleksi 1] II [ ]

Kontribusi Waiver

[ 1]

I I I

www.bumiputera.com

Jumlah Kontribusi

Kurs Tengah

Biaya Polis

Jumlah Kontribusi Sekaligus

'_‘ i

Bea materai dalam pembayaran kontribusi menjadi beban Peserta
sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

tahun atau sampai akhirtah‘un polis jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia

. [T DB OBIE000 . [0

-

-

T

A

1

ERERERIAICERE
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[T T 111
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s LTI T T T T T T] |
al LITTTTTTTTT] I

K=Keterangan: 1=Laki-laki 2=Wanita 3 =Perusahaan/Badan Hukum
HDP = Hubungan Dengan Pihak Yang Diasuransikan : 1 =0Orang Tua 2=Anak 3=Cucu 4=Suami 5=lstri 6=Kreditur Berbadan Hukum
7 =Badan Hukum 8 =1ain-1ain (......cccooviiiiiiiiiiiiiii i i e )

2] L5l
] &l @
1 OO
OO

o=
Q.
o

=~

Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan mempunyai cacat atau kehilangan salah satu fungsi anggota tubuh?

o o

Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan sekarang dalam keadaan sehat?

0

Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan biasanya dalam keadaan sehat ?
d. Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan pernah dirawat di Rumah Sakit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir ini ?

e. Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan pernah menderita penyakit antara lain : Malaria, Kanker, TBC, Kencing Manis, Hati, Ginjal
Jantung, Ayan, Lumpuh, Syaraf, Tekanan darah Rendah / Tinggi, Kelamin, AIDS, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir ?

Ya
[]
V]
g
[]
[]
[]

|
O
O
M
o]
=
T
&)
O
Il
O
il

f.  Apakah atas jiwa Calon Pihak Yang Diasuransikan pernah diajukan suatu permintaan Asuransi Jiwa ?
Jika pernah, Pada perusahaan: dan bagaimana hasilnya
1=Diterima 2 = Ditolak karena Kesehatan 3 = Ditolak karena bukan kesehatan

g. Apakah diantara orang tua dan saudara sekandung Calon Pihak Yang Diasuransikan ada yang pernah/sedang menderita penyakit
Tubercolose, sawan (epilepsi), Kanker, Kencing Manis (Diabetes), Pitam, Sakit Jantung?
Jika ada siapa ?

h. Apakah diantara Orang tua / saudara sekandung Calon Pihak Yang Diasuransikan ada yang pernah melakukan percobaan bunuh diri?
Jika ada Siapa ?

i Berat badan Calon Pihak Yang Diasuransikan : @z@] kg, Tinggi Badan Calon Pihak Yang Diasuransikan : cm
j.  Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan saat ini sedang dalam keadaan hamil ? Berapa Usia Kehamilan ?

k. Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan seorang perokok ? Jika ya berapa batang perhari: [:]:] batang

0RO O C

I Apakah Calon Pihak Yang Diasuransikan seorang kidal ?

Copy bukti Identitas : D 1.KTP 2.SIM 3.Paspor No.ldentitas:[ [ T T T T T I T T TITTIITTITILITLILTL T

Data Dokumen Pemeriksaan Kesehatan : :

D Pemeriksaan Lama No. KD/SP : | ] ] | I I l I I l | 1 I l ]

D Pemeriksaan Baru '
Persyaratan Kesehatan yang Dilampirkan :

Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) - PTG1.04

Urine Lengkap

|:] Thorax Photo

[ ] HIvTest

Hematologi / Darah rutin
Kimia Darah dan Lipid ;
Elektrokardiogram dengan Interprenta§i (EKG) 5 D -Lembar WawancaraPenelitfiah Rrgdu

Pemeriksaan Treadmill test

RN

D Pernyataan Petugas Penu?ﬁp -PTG.03"

[TITT

T [T 1me ] 1o

‘Manfaat Awal

[T T T 1]

[T [T

P L] mu 1

[ LT T T TT 11|

[ L1 kol |

TEE .

~ Manfaa Awal

[TTTTTTTTT

e [T mu [

www.bumiputera.com
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Sehubungan dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Perorangan Syariah yang kami ajukan, dengan ini kami sebagai (Calon) Peserta Asuransi Jiwa
Perorangan Syariah-AJB Bumiputera 1912 menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1.
2;

vos W

13

Nama Agen
Kode Blok Produksi

Nomor Agen

Kami adalah (Calon) Peserta Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor SP:

Calon Pihak Yang Diasuransikan pada saat penutupan asuransi ini dalam kondisi kesehatan yang baik dan sedang aktif bekerja dan dlbuktlkan dengan

Surat Pernyataan Kesehatan yang ditandatangani oleh Calon Pihak Yang Diasuransikan.

Calon Pihak Yang Diasuransikan pada saat penutupan asuransi ini tidak sedang dalam keadaan sakit atau dalam perawatan dokter.

Calon Pihak Yang Diasuransikan tidak mempunyai kebiasaan hidup yang buruk termasuk penggunaan obat terlarang.

Saya menerangkan bahwa isian keterangan-keterangan dalam surat ini maupun dalam keterangan pemeriksaan kesehatan telah saya berikan sesuai

dengan yang sebenarnya dan saya menyadari jika ada keterangan-keterangan yang tidak benar, AJB Bumiputera 1912 berhak membatalkan asuransi ini

dan tidak diwajibkan mengembalikan uang Kontribusi yang telah diterima AJB Bumiputera 1912 maupun membayar Manfaat Awal.

Saya menyetujui bahwa dengan ditunjuknya tempat pembayaran Kontribusi di alamat pekerjaan/lain atau di alamat rumah, tidak dapat membebaskan

saya dari kewajiban menyampaikan pembayaran Kontribusi kepada AJB Bumiputera 1912. Jika karena sesuatu hal pemungutan oleh AJB Bumiputera

1912 tidak dilakukan tepat pada waktunya.

Semua keterangan/data Calon Pihak Yang Diasuransikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sanggup memenuhi ketentuan :

a. Membayar Kontribusi sesuai perhitungan dan kesepakatan.

b. Asuransi setelah keikutsertaan disetujui oleh AJB Bumiputera 1912 dan Kontribusi telah dilunasi.

Bersedia menyerahkan dokumen persyaratan klaim sesuai ketentuan yang berlaku saat pengajuan klaim.

Saya menyetujui bahwa asuransi ini mulai berlaku sejak Polis diterbitkan atau akseptasi dikeluarkan, dan jika kewajiban membayar Kontribusi Pertama

telah saya lunasi.

Untuk memastikan- sebab - sebab kematian, saya setuju jika dokter - dokter memeriksa lebih lanjut (termasuk diotopsi) apabila diperlukan oleh yang

berwajib.

Sepakat berakad dengan AJB Bumiputera 1912 untuk :

a. Mengikatkan diri dengan Peserta lainnya dalam suatu Akad Tabarru’ untuk melakukan Ta'awuni (saling menolong), Takafuli (saling menanggung),

“dan Ta'min (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah, dengan membayarkan luran Tabarru’ sesuai perhitungan AJB Bumiputera 1912.

b. Memberi kuasa kepada AJB Bumiputera 1912, berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah untuk mengelola Dana Tabarru’ dengan membayar Ujrah Tahun
| sebesar ... %, Tahun Il sebesar ... %, dan Tahun Ill dst sebesar ... % dari jumlah Kontribusi, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912.

¢. Memberi kuasa kepada AJB Bumiputera 1912, berdasarkan Akad Mudharabah untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dan
mengacu pada ketentuan syariah dengan nisbah 70% untuk Peserta dan 30% untuk AJB Bumiputera 1912.

Sepakat dengan pembagian Surplus Underwriting (jika ada) dengan nisbah sebesar 50% ke dalam Dana Tabarru; 30% kepada Peserta, dan 20% ke AJB

~ Bumiputera 1912.

Sepakat untuk menyetujui Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syanah dan Syarat-syarat Khusus Polis Produk yang diterbitkan, meski
tanpa dinyatakan secara menyeluruh dalam Pernyataan ini, serta seluruh keterangan dan yang kami nyatakan dalam SP ini menjadi dasar perjanjian
asuransi yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Polis.

JEMECK .. 2. SELIeP2Y... . RE, ROM...

Tanda Tangan Calon PihakYéng Diasuransikan Tanda Tangan Calon Peserta
..... ABUC  KHACRI ... Aem

(Nama Terang) (Nama Terang)

!illllllillllllllll‘llll

Tanda/Talgan Petugas Penutup

......... el Ko RO LY —

(Nama Jelas)

SYARAT KHUSUS ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN DOKTER (NON - MEDICAL) :
Sebagai pengganti pemeriksaan dokter dlperlukan masa percobaan (observasi), selama dua tahun yaitu jika Pihak Yang Dlasuransxkan memnggal dunia
dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari Manfaat Awal, jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam tahun
polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari ‘Manfaat Awal, jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan santunan akanm”
dibayarkan 100% dari Manfaat Awal i¥

www.bumiputera.com
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NOMOR POLIS

Asuransi Jiwa Syariah

S 12

ASURANSI
( MUTUAL LIFE

JIWA BERSAMA
INSURANCE COMPANY )

209300157590
BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :
HNAMA TN. HIDAYATUS SOFYAN
ALAMAT JLIMAM SUKARI RT.1 RW .3 MANGLI JEMBER - JEMBER JAWA TIMUR
PEKERJAAN KARYAWAN STAIN

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN IN! MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS DIRI ¢

NAMA TN. HIDAYATUS SOFYAN
PEKERJAAN KARYAWAN STAIN
UMUR 42 TAHUN

(SELANJUTNYA DISEBUT PESERTA}

'ez:?r“ a5

BUMIPUTERA BUMIPUTERA 1912 :
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN) RIS

PEMEGANG POLIS BERKEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI| DAN BADAN BERKEWAJIBAN MENGELOLA PREMI SERTA MEMBERIKAN MANFAAT ASURANSI
MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH NI

MACAM ASURANS! MITRA IGRA 1
TANPA PEMERIKSAAN DOKTER i
DENGAN HAK BAGI HASIL (MUDHARABAH)

MASA ASURANSI 31 JULI 2008 5.0. 30 JULI 2023

MANFAAT AWAL Rp. 16.800.000,-

MANFAAT ASURANSI

LS

1. BILA PESERTA PANJANG UMUR SAMPAI 30 JULI 2023 DANA F‘ENDIDIKAN DITEROMAKAN KEPADA YANG DITUNJUK DENGAN RINCIAN
SEBAGA! BERIKUT

DANA o DANA ~ DANA : DANA
TANGGAL | peNDIDIKAN TANGOAL | Bt TANGGAL PENDIDIKAN TA“GQ’”‘F PENDIDIKAN ‘
31.07-2011 10%MA 51-07-2020 25% MA 31072024 | 25%SNT 31.07.2026 S0%SNT
31.07-2017 20%MA 31.07-2003 36%MA 31.07.2025 35%SNT 31-07-2027 100%ENT

2. BILA PESERTA DITAKDIRKAN MENINGGAL DUNIA DALAM MASA ASURANSI, YANG DITUNJUK MENERIMA MAN;FAA;T;ASURANSI TERDIR! DAR}
SALDO TABUNGAN BAGI HASIL SEBESAR 70% DARI HASIL INVESTAS! SANTUNAN KEBAJIKAN, DAN DANA PENDIDIKAN YANG TELAH

DIRENCANAKAN . 1
|

PREM| TABUNGAN TAHUN | Rp. 145200 - i

PREMI BIAYA TAHUN | Rp. 117.000 -

PREM| TABARRU Rp. 37.800-

PREMI TITIPAN Bp. 0- [

PREMI TAMBAHAN Rp. 0-

PREMI AVIASI Rp. 0-

PREM! RIDER Rp. 0- |

JUMLAH PREMI Rp. 300.000 .- ‘

DIBAYAR SETIAP TANGGAL 31 JUL), 31 OKTOBER, 31 JANUARI, 30 APRIL, SELAMA 14 TAHUN ATAU SAMPA| PESERTA DITAKDIRKAN MENINGGAL
DUNIA DALAM MASA ASURANSI. PREMI BIAYA TAHUN | SEBESAR 32.0 %, TAHUN || SEBESAR 24.0 %, TAHUN Ill DAN SETERUSNYA |
SEBESAR 5 % SETIAP TAHUN. |

YANG DITUNJUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:
ENTIK APRILIA ¢
RATU EKNDAH AMALIA 4

PERJANJIAN NI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCAN TUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANS! JIWA
SYARIAH DAN SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT
DIPISAHKAN DARI POLIS INI

ISTRI
PENERIMA DANA PENDIDIKAN

DITERBITKAN DI JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS

ASURANSI JIWA BERSAM’\I;\(D
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
p. V2 Vs BUMIPUTERA 1912

= ke |

IDP. Bagus Supratman
Direktur Utama
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SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI JIWA SYARIAH

AJB BUMIPUTERA 1812

Pasal 1
ISTILAH

Dalam Syarat-syarat Umum ini yang dimaksud dengan :

Badan :
Asuransi Jiwa
Syariah Bumiputera

Badan Perwakilan Anggota :

Dewan Komisaris

Dewan Pengawas Syariah

Direksi

Asuransi Jiwa Syariah

Polis

Pemegang Polis

Peserta

Yang Ditunjuk /

Penerima Manfaat Asuransi :

Termaslahat

Anggota

Premi

Manfaat Awal

Manfaat Asuransi

Nilai Tunai

Santunan Kebajikan

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.

: Cabang usaha dari AJB Bumiputera 1912 yang mengelola

usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Lembaga perwakilan tertinggi pada Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
Anggotanya terdiri dari unsur anggota AJB Bumiputera 1912.

: Lembaga yang mengawasi jalannya Perusahaan yang

dikelola oleh Direksi.

: Lembaga independen di bawah naungan Dewan Syariah

Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tugas
utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah
agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang
telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

: Direksi ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

: Usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong

di antara Peserta (Shahibul-maal) dalam menghadapi
terjadinya musibah, yang dikelola oleh Badan sebagai
Pengelola Dana (Mudharib).

. Surat Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pemegang

Polis/ Peserta dengan Badan.

: Seseorang atau suatu lembaga yang bertindak sebagai

Shahibul Maal (pemilik dana) yang mengadakan perjanjian
Asuransi Jiwa Syariah dengan Badan.

: Seseorang yang atas dirinya diadakan perjanjian Asuransi

Jiwa Syariah dengan Badan.

Ahli waris yang ditunjuk oleh Pemegang Polis/Peserta dan
namanya tercantum dalam Polis, yang akan menerima
Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

: Salah seorang ahli waris yang ditunjuk oleh Pemegang

Polis/ Peserta, yang akan membagikan Manfaat Asuransi
Jiwa Syariah Bumiputera kepada Ahli waris yang ditunjuk
menerima Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

. Pemegang Polis Warga Negara Indonesia sekaligus Peserta.

. Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis yang

terdiri dari Premi Tabungan (khusus untuk produk yang
mempunyai unsur tabungan ), Premi Tabarru’ (derma/dana
kebajikan untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan
saling menanggung di antara para peserta bila terjadi
klaim), dan Premi Biaya.

: Sejumlah uang yang disepakati antara Pemegang

Polis/Peserta dengan Badan sebagai dasar perhitungan
untuk menentukan Manfaat Asuransi.

: Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Badan kepada

Pemegang Polis/Peserta atau Yang Ditunjuk.

: Jumlah Premi Tabungan ditambah dengan bagian

keuntungan atas Hasil Investasi (Mudharabah) dan dikurangi
dengan pengambilan Sebagian Nilai Tunai jika ada.

: Sejumlah dana yang diambil dari kumpulan dana tabarru’

seluruh Peserta yang dibayarkan apabila Peserta ditakdirkan
meninggal dunia.

- |8

Pasal2 ' . / T it
»
DASAR PERJANJIAN

Mereka yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Badan,
diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri Surat Permintaan Asuransi Jiwa
Syariah beserta formulir pendukung dan persyaratan yang disediakan untuk keperluan
itu dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kemudian
mengirimkannya kepada Badan.

. Seluruh keterangan yang disebutkan pada ayat 1 (satu) di atas menjadi dasar perjanjian

Asuransi Jiwa Syariah antara Badan dengan Pemegang Polis/Peserta dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan

dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah dan formulir pendukung serta
persyaratan-persyaratan lain sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak benar atau tidak
sesuai dengan keadaan sebenmarnya, yang apabila hal itu diketahui oleh Badan
sebelumnya yang mengakibatkan permintaan asuransi tidak dapat diterima, atau
Asuransi dapat diterima dengan syarat tambahan dan/atau mempengaruhi
pertimbangan seleksi risiko, sedangkan perjanjian telah berjalan maka perjanjian
Asuransi tersebut batal demi hukum.

Pasal 3
MULAI BERLAKUNYA ASURANSI

Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Polis dan kewajiban
membayar Premi Pertama sudah dilunasi.

Pasal 4
PEMBAYARAN PREMI

. Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, setengahtahunan,

triwulanan dan bulanan sesuai dengan persyaratan Badan. Khusus produk tanpa
tabungan pembayaran premi dilakukan secara sekaligus atau tahunan.

. Premi dibayar dimuka secara penuh di Kantor Pusat atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Badan.

. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada

waktunya oleh Badan, tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis/ Peserta untuk
menyampaikan pembayaran premi kepada Badan.

Pasal 5
MASA LELUASA (GRACE PERIOD) .

Untuk membayar premi lanjutan diberi masa leluasa tigapuluh hari terhitung mulai
tanggal jatuh temponya.

. Jika Peserta ditakdirkan meningoal dunia dalam masa leluasa, kepada Yang Ditunjuk

akan dibayarkan Manfaat Asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI

. Jika sampal akhir masz leluasa premi belum dibayar, maka Peserta dapat menentukan

salah satu pilinan sebagai berikut :

1.1. Memperoleh Nilai Tunai Polis dengan menyerahkan Polis dan Kuitansi pembayaran
premi terakhir kepada Badan, dan dengan demikian Perjanjjan Asuransi dinyatakan
berakhir dan Polis menjadi tidak berlaku.

1.2. Membayar tunggakan premi (Premi Tabarru’) dengan cara memperhitungkan
Nilai Tunai.

. Apabila Premi tidak dibayar sampai akhir masa leluasa dan Peserta tidak secara aktif

menyatakan pilihan atas ketentuan pasal 6 ayat 1.1. dan ayat 1.2. maka Badan secara

~ otomatis akan memberlakukan pasal 6 ayat/1.2.

. Apabila Premi Tabungan Peserta telah habis untuk membayar Premi Tabarru’ maka

secara otomatis perjanjian asuransi berakhir dan Polis batal.
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PENGAMBILAN SEBAGIAN NILA! TUNAI

Pengambilan Sebagian Nilai Tunai dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari
Pemegang Polis/Peserta.

Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku) dan minimal polis berumur dua tahun.

Pengambilan sebagian Nilai Tunai dapat dilakukan satu kali dalam tahun yang sama,
maksimal 3 (tiga) kali selama masa kontrak asuransi.

Maksimum pengambilan adalah 50% dari Nilai Tunai saat pengajuan.

. Khusus untuk produk yang memberikan dana tahapan tidak diberikan fasilitas
pengambilan Sebagian Nilai Tunai.

Pasal 8
SYARAT-SYARAT PEMULIHAN POLIS

. Polis yang tertunggak pembayaran preminya dan Premi Tabarru'nya masih terus
berjalan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1.2. di atas dapat dipulinkan kembali.

Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan Premi
Lanjutan dan dikenakan Biaya Adminisirasi.

Dengan melunasi seluruh tunggakan Premi Lanjutan, maka Premi Tabungan dan
mudharabahnya diperhitungkan sejak tanggal Pemulinan Polis.

Pasal 8
PERUBAHAN POLIS

Perubahan polis dilakukan atas dasar permintaan fertulis dari Pemegang Polis/ Peserta
dengan ketentuan Polis masinh dalam keadaan akiif (berlaku).

. Perubahan dapat meliputi : alamat, Ahli Waris yang ditunjuk, cara bayar, jumiah Premi,
masa perjanjian.

Perubahan atas permintaan Pemegang Palis/Peserta akan diproses oleh Badan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Underwriting dan Aktuaria, serta dikenakan Biaya
Administrasi.

Pasal 10
PEMBAYARAN KLAIM

. Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia, yang berhak menerima Manfaat Asuransi
adalah :
1.1. Ahli waris yang ditunjuk/termasiahat.
1.2. Dalam hal yang ditunjuk juga ditakdirkan meninggal dunia, yang berhak adalah
Ahli Waris lainnya yang ditunjuk dalam Polis.

. Dalam hal Ahli Waris yang ditunjuk tidak ada maka akan ditentukan berdasarkan fatwa
waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesudah persyaratan yang diperlukan lengkap
diterima oleh Badan.

Pembayaran Manfaat Asuransi akaﬁ dilakukan di Kantor Pusat Badan atau ditempat
lain yang ditetapkan oleh Badan.

Pasal 11
SYARAT-SYARAT KLAIM

. Dokumen yang diperiukan untuk mengajukan Klaim ialah
1.1. Persyaratan umum klaim :
a. Surat Pengajuan klaim
b. Polis asli/polis pengganti
¢. Kuitansi Premi yang terakhir dan sah
d. Foto copy identitas diri yang masih berlaku

1.2. Khusus untuk Kiaim Meninggal Dunia, dilengkapi dengan :

a. Surat Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan Surat Keterangan
sebab kematian dari Dokter dalam hal Peserta ditakdirkan meninggal dunia
dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.

b. Surat Bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk Surat
Keterangan dari Dokter, dalam hal Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena
kecelakaan.

Dalam hal Peserta ditakdirkan meninggal dunia, jangka waktu pengajuan santunan
beserta bukti-bukti pendukungnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peserta
ditakdirkan meninggal dunia, di luar jangka waktu tersebut Badan berhak menolak
permintaan santunan.

Badan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam
pengajuan Klaim.

» ’ Pasal 12
PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
(MUDHARABAH)

1. Polis dengan unsur saving/tabungan mempunyai hak atas hasil investasi dalam
bentuk mudharabah.

. 2. Pembagian prosentase atas mudharabah antara Badan dan Pemegang Polis/Peserta

ditentukan oleh Badan pada saat terjadinya akad.
. Mudharabah dihitung berdasarkan hasil investasi dari tabungan peserta.
. Mudharabah akan diberikan kepada Pemegang Polis/Peserta pada saat pembayaran Klaim.

P

Pasal 13
PERKECUALIAN

1. Badan akan membayar Nilai Tunai kepada yang ditunjuk, jika Asuransinya telah
mempunyai Nilai Tunai dan Peserta meninggal dunia akibat :

1.1. Bunuh diri atau dihukum mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang.

1.2. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.

1.3. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Peserta.

1.4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dimana Peserta pada
saat itu bertindak selaku Pilot/Awak dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi
sesuai ketentuan.

1.5. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka
yang berkepentingan dalam Polis ini (Pemegang Polis/Peserta atau yang ditunjuk).

2. Badan akan membayar Nilai Tunai jika Asuransinya telah mempunyai Nilai Tunai
dan 50% dari Santunan Kebajikan, jika Peserta meninggal dunia akibat
penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan
atau perbuatan terror.

Pasal 14
PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA
(FORCE MAJEUR)

1. Dalam keadaan luar biasa (force majeur) seperti keadaan perang atau krisis ekonomi
nasional. Direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan
biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.

2. Keputusan atau tindakan pada ayat 1 (satu) tersebut harus diberitahukan kepada
anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota BPA selambat-lambatnya dalam wakiu
2 (dua) minggu sejak Keputusan Direksi.

3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan dalam Sidang
BPA berikutnya yang terdekat.

Pasal 15
PENUNJUKAN PIHAK LAIN

1. Pemegang Polis/Peserta dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima
pembayaran Manfaat Asuransi sebelum Peserta ditakdirkan meninggal dunia.
sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan
pihak yang digantikannya.

2. Penggantian yang ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis/
Peserta kepada Badan.

3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

Pasal 16
PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS

1. Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat
menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai Pemegang Polis sepanjang
masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.

2. Jika Pemegang Polis bukan Peserta ditakdirkan meninggal dunia maka “Ahli waris
yang ditunjuk/Termaslahat” yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai
Pemegang Polis. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk maka salah satu
diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis.

3. Jika Pemegang Polis bukan Peserta ditakdirkan meninggal dunia dan ternyata tidak
ada Yang Ditunjuk atau Yang Ditunjuk belum dewasa maka peserta dapat menjadi
Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Badan.

Pasal 17
HAK ANGGOTA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN ANGGOTA (BPA)

1. Setiap Anggota Bumiputera 1912 yang Polisnya aktif, mempunyai hak untuk memilin
dan dipilih menjadi anggota BPA dalam tiap pemilihan BPA.

2. Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA hanya anggota Bumiputera 1912 yang
polisnya masih aktif berlaku dan sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
serta kontrak asuransinya belum berakhir dalam masa 4 (empat) tahun berikutnya.

Pasal 18
TEMPAT KEDUDUKAN

Dalam hal terjadinya perselisihan antara Badan dan yang berkepentingan dalam perjanjian
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini, Badan dan Pemegang Polis/Peserta memilih
tempat kedudukan yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tempat kedudukan Kantor Pusat Badan maupun kantor-kantor di daerah dimana
Kantor Pusat Badan mempunyai kantor atau tempat kedudukan Pemegang Polis/Peserta.
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RINCIAN POLIS
1. a. Polis ini dikenakan masa percobaan/observasi selama 2 (DUA) tahun sejak polis diterbitkan, dengan ketentuan :
Peserta Meninggal Dalam Tahun Besarnya Pembayaran Santunan

Pertama NILAI TUNAL + (60% X SANTUNAN KEBAJIKAN PADA SAAT

MENINGGAL}
Kedua NILAI TUNAL + (80% x SANTUNAN KEBAJIKAN PADA SAAT

MENINGGAL)
NILAI TUNAI + (100% x SANTUNAN KEBAJIKAN PADA SAAT

Ketiga dan seterusnya MENINGGAL)

b. Perkecualian masa percobaan tidak bertaku {santunan kebajikan dibayarkan 100% pada saat peserta meninggal dunia) karena :
- Keceiakaan )
- Penyakit yang oleh dinas kesehatan setempat dinyatakan sebagai wabah untuk daerah tempat peserta meninggal dunia.

N

. Pasal 7 Syarat-syarat Umum Polis tidak berlaku untuk polis ini

3. Pembayaran Tahapan Pendidikan tidak bisa diberikan apabila Pemegang Polis/Peserta tidak membayar tunggakan prem! ditambah
denda sesuai dengan tabel lamanya premi tertunggak.

b

Premi Tabungan | merupakan sebagal Nilai Tunai Awal.

o

. Nilai Tunai awal sebesar Rp. 145.200,- dapat bertambah atau berkurang karena :
- Penambahan tabungan setiap jatuh tempo asuransi ditambah hasil investasi setiap bulan.
- Pembayaran premi tabarru dan premi biaya yang diambil dari Nilai Tunal, karena pembayaran preminya tertunda.

o

Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia sedang dalam keadaan tidak aktif maka Dana Pendidikan tidak diberikan. Manfaat asuransi
yang diberikan adalah :

- Santunan Kebajikan.
- Saldc Tabungan yang telah dikurangi preml| tabarru yang dibayarkan dari Premi Tabungan selama tidak aktif.

KANTOR CABANG SYARIAH MALANG
Nomor SP : MLGSS200307000053
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dRENE

NAMA PESERTA hidayat

USIA PESERTA 42
NAMA ANAK ratu

USIA ANAK 4
TABARRU 12. ﬁw
MULAI ASURANSI B-Sep-H9
PREMI DISETAHUNKAN 1 “g?a@ﬁ

KESANGGUPAN MEMBAYAR PREMI :

o

PROGRAM PENDIDIKAN MITRA IQRA
BUMIPUTERA SYARIAH

MANFAAT ASURANSI :
1. Bila Bapakilbu paniang umur sampai perianjian asuransi berakhir
maka Putra vang bersangkutan akan menerima dana Pendidikan sesuai Tabel dibawah ini

B.mm?mz aa ms im_ac

Nilai tunai premi :

W

aEUrans|

tahun

DEWAN PENGAWAS

BUMIPUTERA SYARIAH

1 DR, He. KH. Sahal Maahfudh

2Dr.H.Endy M.Astiwara MA
3.Drs.H.Fatah Wibisono _sb

Ketua

TRIWULANAN 300,000 - Akumulasi premi tabungan 2,528,000
SEMESTERAN 500,000 - Akumulasi keuntungan hasil investasi 810,841
TAHUNAN 1,200,000 L. Nilai tunai titipan premi (untuk premi sekaligus) :
SEKALIGUS 15,800,000 ya - Titipan premi 10,800,000
MASA ASURANSI 14 - Akumulasi keuntungan hasil investasi 6,652,865
MANFAAT AWAL 16,800,000 . SANTUNAN KEBAJIKAN 10,800,000
v, TAHAPAN SEBELUM DIPERGURUAN TINGGI
ASUMSI HASIL INVESTAS 12% - TK (10% MA) B
BAGIAN HASIL INVESTAS T0% - 8D (10%MA) 1,880,000
- SMP (20% MA) 3360000
- SMA (25% MA) 4,200,000
V. TAHAPAN SELAMA DI PERGURUAN TINGGI
- PT thn ke-1 (35% MA) 5,880,000
- PT thn ke-2 (15% MA) 186 2,520,000
DISAJIKAN OLEH fatmpwati, 8.8 - PT thn ke-3 {20% MA) 17 3,360,000
TELEPON B.5258E1 ~ PT thn ke-4 (20% MA) 18
- PT thn ke-5 (25% MA) 19 00
Total Dana Diterima 80, mm.m B00
Premi telah disetor 14 16,800,000
Manfaat asuransi 43451800
ThlUsia| Akumulasi Akumulasi Santunan Nilai Klaim Tahapan Dana Pendidikan Premi Titipan  [Mudharabah | Nil
Anak] Premi Tabarru ._.wc,,_:mm: Mudharabah | Kebajikan Tunai Meninggal Keterangan | Dibayarkan Biaya Premi  [Titipan Prem{ Titiy
1 4 1,200,000 151,200 580,800 487871 15,600,000 620,587 16,229,587 - - 468,000 | 15,600,000 1,310,400 1 1€
2 5 2,400,000 302,400 1,341,600 165580 | 14,400,000 1,507,180 16,807,180 . - 288,000 14,400,000 26300741 17
3 6 3,600,000 453,600 2,330,400 375242 1 13,200,000 2,705,642 15,905,642 | 8D (10% MA) 60,000 ] 13,200,000 3,959,800 17
4 71 4,800,000 604,800 1,639,200 544 455 | 12,000,000 2,183,655 14,183,655 - 60,000 | 12,000,000 53004231 17
5 8] 6,000,000 756,000 2,628,000 8109411 10,800,000 3,438,941 14,238 841 - 60,0001 10,800,000| 66528581 17
5] 9 7,200,000 907,200 3,616,800 1,182,872 9,600,000 4,799,672 14,399,672 “ 60,0001 9.600,000] 80180991 17
71 10 8,400,000 1,058,400 4,605,600 1,669,103 8,400,000 6,274,703 14,674,703 . 60,000 8,400,000 9,397,219 17
8 1" 9,600,000 1,209,600 5,594,400 2,279,238 7,200,000 7,873,638 15,073,638 - 60,0001 7,200,000 10,791,385} 17
gl 12} 10,800,000 1,360,800 6,583,200 3,023,682 6,000,000 9,606,882 15,606,882 | SMP {20% MA] 60,000 8,000,000 12,201,862 1¢
101 13} 12,000,000 1,512,000 4,212,000 3,631,480 4,800,000 7,843,480 12,643,480 . 60,000] 4.800,000] 13630018 1¢&
11] 14] 13,200,000 1,663,200 5,200,800 4,373,391 3,600,000 9,574,191 13,174,191 . 60,0001 3,600,000 150773401 1€
12} 15] 14,400,000 1,814,400 6,189,600 5,260,682 24000001 11,450,282 13,850,282 | SMU (25% MA 60,000] 2.400,000) 16545436 | 1&
131 16] 15,600,000 1,965,600 2,978,400 5,952,765 1,200,000 8,931,165 10,131,165 . 60,000 1,200,000 | 18,036,053 | 1%
141 17] 16,800,000 2,116,800 3,967,200 6,786,042 - 10,753,242 10,753 242 - 60,000 - 19,651,081 | 1%
15¢ 18 - . 4,873,242 400,352 - 5,282 595 5,282,595 | PT {35% MA) - - “
16 19 - - 3,552,594 742,156 - 4,294 750 4,294 750 | PT (25% SNT) 1 kmp gg - . -
17 20 - . 2,049,431 976,648 - 3,026,081 3,026,081 | PT (35% SNT) 1,503 - - .
18] 21 - - 536,391 1,103,745 - 1,640,138 PT {50% SNT) 1513 @% - . “
19] 22 - - - PT {100% SNT] 1.5401 u& . -
201 23 - - - - - -
211 24 - - - - - - -
22] 25 - - - . - - -
21096987
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KUITANS! KENTRIBUSI AJB Bumiputera 1912 HALO BUMIPUTERA: 0800 188 1912 v
E= o> ‘o
Wisma Bumiputera, Lt. 17-21 T:462212512154,251 2157

JI. Jend. Sudirman Kav. 75 F:+62212512172 bumiputera

Jakarta 12910 ‘ E: info@bumiputera.com o o e
www.bukmlputeraAcom

Seri No. , MLGS2014070602

Swdahienmabor:  welvABSROIVARE
Alamat: : JLJM&&S%!KARI v maum

" 208308157588

Untuk Pembayaran Kontribusi Asuransi Syariah dengan rincian:

Dana Investas luran Tabarru Ujrah | Meterai &.P°t°)“93“

ontriu5| ' Jumlah Pebayran (Rp)'

247200 - 303,000
TRW : e ;  Untuk Periode. | Y1-OCT-13S/D 30-uAN-14
¥ . - - - ntuk Perioge:- -

e e 31.07- 14A81/16300000 - Cotak Ko 1 MALANG, 15.07-2014
o Enen | | VAL 1 31-07-2013 DISETOR : 17-02-2014

empa s EE

yaran iterima anggi} SETYQR!N!,S.SOS
Nama Agen - KANTOR CABANG SYARIAH MALANG :
_Madidi Ali |

Kantor Pelayanan R
HARAP BACA DI BALIK KUITANSI

KUITANS! KONTRIBUSI AJB Bumiputera 1912 HALO BUMIPUTERA: 0800 188 1912 v

e s o> ‘o
Wisma Bumiputera, Lt. 17-21 T:+62212512154,2512157

JI. Jend. Sudirman Kav. 75 F: 462212512172 b [
Marias umiputera

E: info@bumiputera.com e e
www.bumipu proven ove

Seri No.

‘Sudah Terima Dari: -
Alamat: ‘

~_ Polis No.: =
208306157550

RW.3 MANCLI JEMBE

Untuk Pembayaran Kontribusi Asuransi Syariah dengan rincian:

Dana Investasi

Jumlah Kontribus Meterai & P°“’)"93"

Kibusi (Rp Jumlah Pembayaran (R .

247200

| 3g00 303.000
Cara Bayar: ~ Untuk Periode: .
TRW o © 31-JAN-14 S/D 29-AP
Pembayaran Diterima Tanggal : 31-07-2009/14-14/M1/16800000 - Cetak K 1 MALANG, 17-07/20 4
Hapak A . VAL : 31-10-2013 DISETOR : 15-07-2014
SETYORINLS.S0S

Kantor Pelayanan

: TOR CABANG SYARIAHMALANG e2dGll
HARAP BACA DI BALIK KUITANSI KANTOR CABANG YARM" MALA!

Direktur Utama



serisano. 4301519

PERHATIAN

MAARI

Berasuransi

1. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan di Kantor AJB Bumiputera 1912 di seluruh Indonesia.
2. Pembayaran Kontribusi yang dilakukan dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro

[ Nomor ‘
B aEEnE

dianggap sah apabila sudah divangkan.

3. Pembayaran Kontribusi melalui Transfer Bank/Setoran Tunai Bank, harus mencantumkan Nomor Polis dan Nama Peserta pada kolom berita
pada Aplikasi Transfer Bank/ Setoran Tunai Bank.
4. Kuitansi Kontribusi ini merupakan bukti pembayaran kontribusi yang sah dan tidak boleh dipinjamkan.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pembayaran kontribusi polis, mohon diperhatikan ketentuan pasal 9 ayat 4 Syarat - Syarat Umum Polis Asper Syariah.
6. Jika terjadi perubahan alamat, harap menghubungi petugas atau kantor AJB Bumiputera 1912 yang terdekat.

SERISANO.4301539
Berasuransi

PERHATIAN

1. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan di Kantor AJB Bumiputera 1912 di seluruh Indonesia.
2. Pembayaran Kontribusi yang dilakukan dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro

ErapEsSEEEES

dianggap sah apabila sudah diuangkan.

3 Pembayaran Kontribusi melalui Transfer Bank/Setoran Tunai Bank, harus mencantumkan Nomor Polis dan Nama Peserta pada kolom berita
pada Aplikasi Transfer Bank/ Setoran Tunai Bank.
4. Kuitansi Kontribusi ini merupakan bukti pembayaran kontribusi yang sah dan tidak boleh dipinjamkan.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pembayaran kontribusi polis, mohon diperhatikan ketentuan pasal 9 ayat 4 Syarat - Syarat Umum Polis Asper Syariah.
6, Jika terjadi perubahan alamat, harap menghubungi petugas atau kantor AJB Bumiputera 1912 yang terdekat.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Y ang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junia Paramudita

NIM : 083 112 029
Fakultas/Jurusan . Syariah/ Muamalah
Institusi - IAIN Jember

Alamat . J. Otista Mangli Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Implementas
Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan
dalam Perspektif Hukum Islam” ini adalah hasil penelitian/ karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 September 2015
Saya yang menyatakan,

JUNIA PARAMUDITA
NIM. 083 112 029




Asuransi Jiwa Bersama

BUMIPUTERA 1912

SYARIAH

PENAWARAN KERJASAMA
PROGRAM DANA TALANGAN HAJI DAN TABUNGAN,
‘ MITRA MABRUR

AJB BUMIPUTERA 1912
DIVISI SYARI AH KANTOR OPERASIONAL
LUMAJANG




AJB BUMIPUTERA 1912

Asuransi Jiwa Devisi Syari’ah
ji.n. Panglima Sudirman no.275 Teelp. 0334-881430 Lumajgang

Email : kosya_Jember@bumiputera.com

BUMIPLUTERA

ASURANST J7W 4 SYARIAH

Mo Lk T en s e | -
— L : gt
M\,w - ’:F';':-" m‘f«r -2
Kepada Yth. Lumajang, 27 Nopember 2011
Kepala SMA Negeri Tempeh
Di
Kabupaten Lumajang

Assalamu’alaikum Wr.Wb

PENAWARAN KERJASANA
PROGRAM DANA TALANGAN HAJi DAN TABUNGAN MABRUR

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkon Rohmet don Hidoyoh-Nya kepada
Bupak dalom menjalankan skiivitas sehari-hari, Amien

Perkenanken kami dori BUMIPUTERA 1912 DEVISI SYARIAH LUMAJANG untuk
mengajok kerjusama dolam pengeloloan Dana Heji Talangn bagi pora pengajar dan seluruh
Staf / Pegawei di lingkungan yong Bapak Pimpin. Adapun Program yong kami ojukan
mempunyai monfaat sebogoi berikut -

Dana talangan haji dapat di angsur selama 3 tahun
Ada unsur Penerimoan Bagi Hasil / Mudharobah
Ada unsur Proteksi bagi kelvarga / ahli waris,

Sebagai bahan perfimbangan bersama ini komi lompirkan Compaony Profil , Produk
Mitra Mabrur, don Perhitungan Sistem Tolangan Haji { date terlapir )

Demikian atas perhation serts perkenan kami haturkan terima kasih selonjutnya
kami menunggu dan bersedia untuk mensosialisasikan perihal produk Haji tersebut.

Wassalamu’alaikum WrW
Bumiputera 1912 Devisi Syari’uh Lumajang

£

IMIUTERA
M.ICHSANUDDIN
Unit Manager




PROFIL
AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI ASURANSI SYARIAH

Profil Perusahaan

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah merupakan
Coorperasi Bisnis dari AJB Bumiputera 1912 vyang merupakan asuransi jiwa
nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. lzin pembentukan Unit
Syariah diperoleh AJB Bumiputera 1912 pada bulan November 2002, sedangkan
operasionalnya dimulai pada bulan April 2003.

Kantor pusat Divisi Asuransi Syariah Berkedudukan di Gedung Bumiputera
lantai 3, JI. Woltermongisidi No.86 Jakarta Selatan. Pada awal pendiriannya, Divisi
Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 memiliki 1 kantor Wilayah dengan 1i Kantor
Cabang Syariah yang beroperasi di DK! Jakarta. Karena perkembangan pasar yang
cukup pesat, dalam kurun waktu 3 tahun sejak didirikan, Divisi Asuransi Syariah AJB
Bumiputera 1912 memperluas jaringan pelayanan nasabah menjadi 7 Kantor
Wilayah dengan 49 Kantor Cabang.

Memiliki induk Usaha yang besar baik secara jaringan maupun finansial
membuat Cabang Syariah AJB Bumiputera melesat. Diantara pesaing-pesaing
cabang syariah, AJB Bumiputera tidak tersaingi. Cabang Syariah yang mulai
beroperasi sejak tahun 2004 ini membukukan perolehan premi bersih tahun 2006
sebesar Rp. 93,2 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 48,1 miliar,
dengan aset yang dimiliki per 2006 sebesar Rp 121,8 miliar natk dari angka Rp. 52
miliar.
™y

Dasar Operast

e Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-268/KM-6/2002 Tel.7-Nov-2002.
e Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X Tgl.17 Okt-2001

']

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
AJB Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah

1. KH. M.A. Sahal Mahfudh - Ketua
2. Dr.H. Enddy M.Astiwara, MA - Anggota
3. Drs. H.A. Fattah Wibisono, MA. - Anggota
"
FALSAFAH

AJB BUMIPUTERA 1912
Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen dan karyawan Bumiputera
mengacu kepada falsafah perusahaan :
IDEALISME
Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan
anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan
perjuangan.
MUTUALISME { KEBERSAMAAN )
Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan
memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas
Bumiputera sebagali manifestasi perusahaan rakyat.

AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAI CABANG MALANG



PROFESIONALISME

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan
tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ) senantiasa
berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

VISt dan MISI
AJB BUMIPUTERA 1912
VISE
Bumiputera ingin menjadi Asuransinya Bangsa indonesia.
MIS]
Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat
indonesia, dengan :
s Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan
Bangsa Indonesia.
¢ Mengembangkan korporasi dan koorperasi yang menerapkan prinsip dasar
gotong royong.
e Menciptakan berbagai produk dan lavanan yang memberikan manfaat
optimal bagi komunitas Bumiputera.
# Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERWAKILAN ANGGOTA

DEWAN KOMISARIS

DIREKST
|
DIVISI ASURANSI JIWA PERORANGAN ——— CABANG
DIVISI ASURANSIJIWA KUMPULAN | CABANG
DIVISI ASURANSIJIWA SYARIAH | CABANG
DIVISI MANAJEMEN DANA
DIVISI PROPERTI

DEPARTEMEN AKUTANSI
DEPARTEMEN SBM
DEPARTEMEN UMUM
DEPARTEMEN TEKNOLOGH INFORMASI
DEPARTEMEN HUKUM
DEPARTEMEN PENGENDALIAN INTERN
DEPARTEMEN PERENCANAAN PERUSAHAAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
DEPARTEMEN AKTUARIA
DEPARTEMEN PERTANGGUNGAN
DEPARTEMEN KLAIM
DEPARTEMEN KONSERVASI

o

AJB BUMIPUTERA 2912 DIVIS! SYARUAH CABANG MALANG




Pengalaman dan Kepercayaan

s Dipercaya mengcover Asuransi Perjalanan Haji Th. 2006/2007 (Ketua
Konsorsium dengan Kuota 85 %j.

e Mengcover Asuransi Kecelakaan Anggota AURI (angkatan Udara Republik

Indonesia).
Mengcover seluruh debitur Bank Syari’ah Mandiri.
DIl

Program — program Yang Ditawarkan :

1. ASPER

s Mitra Igra’ { Asuransi Pendidikan }
e Mitra Mabrur / Tabungan Haji
e Mitra Sakinah/ Dana Hari Tua/ Pensiun
2. ASKUM
» Ta'awun Syariah Kecelakaan Risiko A+B+D
s Ta'awun Syariah Pembiayaan { Ta’awun Kredit )

KEUNGGULAN PROGRAM SYARTAH
1. Niat dan Agad

¢ Niatnya : Ibadah dan Mu’amalah
¢ Agad : Ta’awun ( Tolong menolong )
s Tabarru’ : Derma = Jariyah,sumber Santunan Kebajikan

2. Terbebas dari unsur-unsur : ,
s Maisir : (Judi / Untung-untungan )
e Ghoror : ( Samar / tidak jelas sumbernya }
s Riba : Haram hukumnya karena Asuransi ini dikembang
~ kan dengan sistem Mudharoah ( bagi hasil )
3. Sangat menguntungkan Nasabah
e Tidak mengenal” Polis Leps { artinya walau terpaksa belum bayar
Proteksi tetap berjalan ).
Tidak ada dana hangus.
Walau baru bayar,sudah memiliki nilai tunai s/d 60 %
Boleh mengambil nilai tunai s/d 50 % tanpa dikenakan bunga.
Saat ini hasil investasi { Mudharobah ) diatas bunga Deposito
Bank Konvensional :
- Bunga deposito rata-rata 5,8 % masih dipotong pajak.
- Mudharoah saat ini 12 % tanpa dikenakan pajak.
e Pembagian Nisbah bagi hasil :
70 % untuk nasabah / peserta.
30 % untuk Bumiputera Syariah
4. Investasi :
Keuangan dikelola sendiri,tidak dicampur dengan usaha yang konvensional.

@ 2 & o

Lk

AJB BUMIPUTERA 1912 DIVIS| SYARIAH CABANG MALANG



-

 PT. Bumiputera f\/iuda i?é? / Bumida 1967 ( Asuransi Kerugian )

» PT. Bank Bumiputera Indonesia ( Perbankan )

e PT.Wisma Bumiputera { Property }

e PT. Mardi Mulyo { Penerbitan dan Percetakan )

s PT. Eurasia Wisata ( Tour & Travel )

e PT. Informatics OASE { Teknologi informasi )

o PT. Bumiputera Wiyata Hospitally Management Centre { Perhotelan
Wiyata Hotel — Depok, Hyaat Regency Surabaya )

e PT, Bumiputerz *itrasarana ( Jasa Kontruksi )

¢ PT. Bumiputera Capital Indonesia Sexu""“s}

e Yayasan Dharma Bumiputera ( Pendidikan : STIE Dharma Bumiputera )

s Yayasan Bumiputera Sejahtera ( P&:;‘age;ma Kesejahteraan Karyawan )

s Dana Pensiun Bumiputera { Mﬂngeia a Dana Pensiun Karyawan )}

e PT. Bumiputers "7 Finance ( Leasing & Financing )

¢ PT. Damai Indah Padang Golf ( Pengelola Padang Golf )

e PT. Sukapraja ¥ > Golf { Pengelola Padang Golf )

e PT. Preton Nusa { Pengelola Padang Golf )

# PT. Kyoei Medicai Centre ( Medical Check Up )

e PT. Langen Kridnz Pratyangga ( Pengelola Padang Golf }

e PT. Pembangu 5&*;5, ( Knrt raktor )

e PT. Dago Endar = oia Paaarg Goif )

e PT. Pondok Indz” P laP

¢ Asean Re, Lid { s

e PT. Merapi Padery o a 50l

¢ PT. Martabe Sejai.icia { Pengelola Padang Golf )

PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
PT. Reamram*' rernasional Indonesia

® @

]

® uax«-;chx M L i C. ~ Jepang

e Swiss Re — Swiss

e Universal Reinsurance — Philipina

e ERC Frankona Reinsurance Ltd. — Singapura
¢ Hannover Ruckversichreugs — Malaysia

e Munich Re — Jerman

AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH CABANG MALANG
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Bank Pemerintah :

Bank Rakyat Indonesia { BRI )

BRI Syariah

Bank Mandiri

Bank BN1 46

Bank Mandiri Syariah

Bank BNI 46 Syariah

Bank Swasta :

s Citibank, NA

¢ Bank Mega Syariah

Bank Swasta Nasional :

Bank Bumiputera

Bank Niaga

Bank Bukopin

Bank BTPN

Bank Mayapada

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
Bank Pembangunan Daerah Maluku

REKSA DANA SYARIAH

Mandiri Investa Syariah Berimbang

AAA Amanah Syariah Fund

Danareksa Syariah Berimbang

Reksa Dana PNM Syariah

IPB Syariah

Capital Syariah Fleksi

BNI Dana Plus Syariah

1 - Hajj Syariah Fund

Batasa Syariah

BIG Dana Muamalah

BNI Dana Syariah

Reksa Dana PNM Amanah Syariah

OBLIGASI SYARIAH UJARAH

Matahari Putra Prima Syariah ljarah | Tahun 2004
Apexindo Pratama Duta 1 Syariah ljarah Tahun 2005
Sukuk ljarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007
Indosat Syariah ljarah Tahun 2005

Syariah ljarah PLN 1 Tahun 2006

Sukuk farah Indosat 1l Tahun 2007

Sukuk fjarah PLN Il Tahun 2007

Berlina I Syariah ljarah Tahun 2004

Ricky Putra Globalindo 1 Syariah ljarah Tahun 2005
Citra Sari Makmur 1 Syariah ljarah Tahun 2004
indorent | Syariah ljarah Tahun 2004

Sona Topas Tourism Industry Syariah ljarah Tahun 2004

® & & & & B € @ ® & & & @ @

& & ® & 8 & & & o o B @

L ]
L
L
*
L
L
@
L
@
®
&
®
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PELUNASAN DANA TALANGAN DAN ONH
BUMI PUTERA SYARIAH
Jalan PB. Sudirman no.275 Lumajang BUMIPUTERA

INERAXKT J10 4 SYARIAH

PELUNASAN DANA TALANGAN 4 TH PERTAMA

Masa Pembayarn Pembayaran Angsuran Angsuran Angsuran
Uang muka tahun ke (1) tahun ke (2) | tahunke (3)

e

Angs-Talangan 3.000.000,- 7.500.000,- | 7.500.000- | 7.500.000,-

R TR R

Tabungan ONH 2.500.000(1) 2.500.000(2) 2.500.800(3) 2.500.000(4)

Ujroh Taingan 2.500.000,- 2.0600.000,- 1.766.660,- JUNAS

Jmiah Angsuran 8.000.000,- 12.000.000,- 11.706.600,- 16.0006.000,-

TABUNGAN PELUNASAN MITRA MABRUR 6 TH KEDUA

Thn ke(5) Thoke(6) | Thuke(7) | Thnke(8) | Thnke(9) | Thu (10)

2.500.000.- 2.500.000.- | 2.500.000.- | 2.500.000,- | 2.500.000,- | 2.500.000,-

Jumiah tabungan 10 tahun sebesar o : Rp. 25.600.000.-
Penambahan Mudhorobah / Bagi Hasil : Rp. 9.000.000,-
Jumiah : Rp. 34.000.000,-
:
£
% Apabila biaya ONH thn 2021 ...... : Rp. 40.000.000,-
! Uang muka yang telah dibayar berupa PORSI : Rp. 25.000.000,-

Untuk pembayaran pelunasan biaya haji ....ooooviviiieniniinnnnnan. : Rp. 15.606.000,-

Sisa dana Tabungan : Rp. 34.060.600, - Rp. 15.000.000 ............ : Rp. 15.000.600.-
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